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ABSTRAK 

ANDRI SA TRIA PERMANA. 
llmu Huk:um. 
Penerapan Prinsip Nalional Treatment Dalam Undang-Undang 
Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal. 

Tesis ini membahas mengenai penerapan prinsip National Treatment dalam 
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UUPM). 
UUPM telah memiliki kesesuaian dengan TRIMs terkait dengan adanya penerapan 
prinsip National Treatment. Akan tetapi masih terdapat pengaturan yang secara 
khusus melaknkan diskriminasi dalam ketentuan pasal-pasalnya. Selain itu tesis 
inl membahas pula mengenai akibat huk:um dari berlakunya UUPM terhadap 
peraturan petundang-uodangan lain dl bidang investasl. Penulisan tesis inl 
menggunakan metodologi penelitian yuridis nonnatif yang mengacu pada analisis 
norma huk:um. Penelitian ini bersifat preskriptif yang ditujukan untuk 
mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi 
masalah-masalah tertentu. Menolak kerangka investasi multilateral secara total 
adalah tidak realistis. Arus Foreign Direct Investment dapat menjadi indikator dari 
iklim persaingan usaba yang sebat, dimana kelompok Negara Berkembang lebib 
mudah mempeljuangkau kepentingannya dalam kerangka multilateral daripada 
bilateral. Lahimya UUPM memberikan pengaruh dengan terciptanya ildim 
investasi baru yang berkembang sesuai dengan tuntutan masyarnk:at intemasional 
dalam bidang investasi secara trans~nasional. Konsekuen.si logisnya banyak 
peraturan perundangan-undangan yang terkait dengan bidang investasi harus 
disingkronisasikan agar tidak terjadi pertentangan antara peraturan perundang
undangan positif sesuai dengan kepentingan nasional yang berdaulat berdasarkan 
UUD 1945. Cukup beralasanjika berbagai piliak mengharapkan UUPM dijadikan 
sebagai ketentuan huk:um yang bersifat kbusus (lex specialis) dalam bidang 
investasi. 

Kata Kunci: 
Prinsip National Treatment, UU No. 25 Tahun 2007, Penanaman Modal. 
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ABSTRACT 

ANDRl SATRlA PERMANA. 
Science of Law. 
The Applying of National Treatment Principal in Law of The 
Republic of Indonesia Number 25 of 2007 Concerning 
Investments. 

This thesis study is regarding the applying of national treatment principal in Law 
of The Republic of Indonesia Number 25 of 2007 Concerning Investments. The 
law have owned as aecotrling TRIMs related to existence of applying National 
Trentment principal. Ho-ver, there are still arrangement which peculiarly 
conduct discrinrination in rule of its sections. This thesis study also regarding 
legal consequences from going inro etrect it to other law and regulation in 
invesment area. This writing of thesis use methodologies research of juridical 
normative which relate at law norm analysis. '[his research have the character of 
preskriptive addressed to get suggestion regarding what must be done to overcome 
certain problems. Refusing multilateral invesment framework totally is not 
realistic. Current foreign direct investment can become indicator from emulation 
climate of good compete, where easier fur developing countries group to fight for 
its importance in multilateral framework than bilateral. The born of this law was 
give influence 'With new invesment climate creation which expand as according to 
international socie1y demand in the field of invesment by trans-national. Logical 
consequence of it, many regulation which related to invesment area have to 
appropriate in order not to get oposition among positive law and regulation as 
according ro importance of sovereign national pursuant to UUD 1945. It is well 
founded if various party expect this law made as rule of spacial law (lex 
specialist) in the field of invesment. 

Keyword: 
National Treatment Principal, Law of The Republic of Indonesia Number 25 of 
2007, Investments. 
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1.1 Latar Belakang 

BABl 

PENDAHULUAN 

Investasi merupakan salah satu penggerak proses penguatan perekonomian 

negara. oleh karena itu dalam mngka kebijakan ekonominya beberapa negara 

berusaha keras untuk meningkatkllll investasinya. Salah aatu cara peningkatan 

investasi yang diharapkan adalah melalui investasi asing. Para investor dari Juar 

negeri diundl!llg masuk ke dalam negeri deegan harapan dapat membewa 

langsung dana segsr (fresh money) agar modal yang masuk tersebut dapat 

menggerakkan roda perusahaanlindustri yang pada gilirannya dapat 

menggetukkan perekonomian negara. 

Dalam era globalisasi seperti sekerang ini, masukeya investasi ke negara 

berkembang seperti Indonesia merupakan saJah aatu unsur yang memiliki penman 

aangat signifikan dalam memaeu pembanguaan ekonomi. Karena pada kelompok 

Negara Berkembang, kebntuben akan modal pembangunan yang besar selalu 

menjadi masalah utama dalam pembangunan ekonominya. 

Arus globalisasi ekonomi menimbulkan hubungan interdependensi diUl 

integrasi dalarn bidang fmansial, produksi, dan perdagangan. Hal ini membawa 

dampak terhadap pengelolaao ekonomi kelompok Negara Berkembang. Dampak 

ini lebih terasa lagi setelah semakin dikembangkannya prinsip liberalisasi 

perdagangan (trade liberalization) yang Ielah diupayakan seeara beraama·sama 

oleh negara-negara di dunia dalarn bentuk keljasama ekonoml regional, seperti 

North American Free Trade (NAFTA), Single European Market (SEM), European 

Free Trade Agreement (EFTA), Australian-New Zealand Closer Economic 

Relation and Trade Agreement (ANCERTA), ASEAN Free Trade Area (AFTA), 

Asia Pacific Econimic Cooperation (APEC), dan World Trade Organization 

(W7'0). 

Keterkaitan dan ketergantungan satu negara dengan negara lainnya dalam 

membangun kek:ua.tan ekonominya masing~masing melalui kegiatan perdagangan, 
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penanaman modal, perjalanan pariwisata, dan bentuk~bentuk interaksi lainnya 

mernbuat batas-batas non-fisik suatu negara menjadi bias dan bahkan cenderung 

tanpa batas (borderless slate). Hal ini berkembang dengan begitu eepatnya 

terutama semenjak: disepakatinya General Agreement on Tarijft and Trade 

(GATI') dalam Putaran Uruguay pada lahun 1994 yang merupakan embrio 

berdirinya Word Trade Organization (WTO), 

Indonesia adalah aalah satu dari 81 negara yang pada tanggal 1 Januari 

1995 resmi menjadi "Original Member" dari WTO Cerminan dari diterimanya 

basil-basil Putaran Uruguay oleh bangsa Indonesia adalah pengesahan 

keikutsertaan Indonesia dalam WTO dengan dikeluarkannya UU No. 7 Tahun 

1994 tentang Pengesahan Persetujuan Pendirian Organisasi Perdagangan Dunia 

pada tanggal2 November 1994.1 

Seiring dengan keikutsertaan Indonesia dalam GA TTIWTO, maka landasan 

pemikiran yang mendasari iklim investasi yang berlakn selarna ini mengenai 

pembatasan-pembatasan bagi investor asing harus dibuka Iebar. Karena dalam 

salah satu materi dalam GATTIWTO tersebut dimasokan perihal perdagaogan yang 

dikaitkan dengan investasi (l'rade Related Irwesment Measures, TRIMs). 2 

Saat ini WTO memiliki setidaknya dua instrumen hukum yang terkait 

langsung dengan peraturnn penanarnan modal. lostrumen pectama adalah 

Agreement on TRIMs yang mengupayakan terciptanya kelanearan perdagangan 

intemasional melalui pengaturan sejumlah Performance Requirement dalam 

persyaretan penanarnan modal yang bertentangan dengan peraturan perdagangan 

Intemasional. Instrumen kedua, adalah General Agreement on Trade in Service 

(GATS) yang merupakan kesepakatan umum di bidang perdagangan jasa. GATS 

terkait langsung dengan peraturan penanaman modal, melalui modus perdagangan 

jasa yang dilakukan dengan cam kehadiran komersial (commercial presence). 

Kedua instrumen ini pada dasamya adalah penjabaran prinsip-prinsip umum 

perdagangan intemasional yang telah ada dalam GATT, khusnsnya prinsip 

1 Taryana Sunandnr, GAIT Dan WTO Tanlangan Bagi Indonesia, (Jakarta: BPHN 
Departemen Kebakirnan,l994), him, 1-2. 

2 Normin S. Pakpahan & Peter Mahmud. Pemikiran Ke Arah Pemhaharuan Undang
UndangPenanaman Modal Indonesia, (Jakarta: BLIPS, 1997), him. 5. 
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National Treatment, lvfost Favoured Nations, General Prohibition an Quantitative 

Restriction, dan Transparancy. 3 

Penanaman modal asing langsung atau Foreign Direct lnvesmenJ (FDJ) 

pada dasarnya adalah merupakan implementasi dari kebijakan makro ekonomi 

dari suatu negara yang didasarkan pada suatu sistem ekonomi yang dianut. 

Prinsip-prinsip hukum penanaman modal asing pada dasarnya dapat ditelusuri 

dari prinsip-prinsip yang dikembangkan dalam WTO dan TRIMs. Dari ketentuan 

yang termuat dalam TRIM< tersebut, dapat kita simak bahwa membicarakan 

penanaman modal asing tidak terlepas hubungannnya dengan kegiatan 

perdagangan intemasional, karena setiap kegiatan penanaman modal selalu 

berbarengan dengan jalur perdagangan barang dan jasa., sebingga keduanya 

menjadi kegiatan yang tidak terpisabkan antara satu dengan lalnnya. Oleh karena 

keterkaitannya tersebut., maka prinsip yang berlakn dalam dunia perdagangan 

pada dasarnya juga berlakn dalam bidang penanaman modal. 

Salah satu hal yang selalu menjadi sorotan berkaitan dengan kesepakatan 

mengenai investasi dalam TRIMs adalah ketentuan bahwa setiap negara 

penandatangan persetujuan TRIMs tidak bnleb membedakan antara modal dalarn 

negeri dan IIlOdal asing. Hal ini berarti bahwa undang-undang penanarnan modal 

di setiap negara peserta tidak bnleh lagi membedakan adanya modal asing dan 

modal dalam negeri. Ketentuan ini dikenal sebagai National Treatment Principle 

atau prinsip perlakuan sama yang tidak mernbedakan asal negara. Prinsip ini 

diatur dalam Article 1 TRIMs yang menyebutkan: 

1. Wilhout prejudice to other rights and obligations under GAIT 1994, no 
Member shall apply any TRIMs that is inconsistent with the provisions of 
Article III or Article XI ofGATT 19944 

2. An illustrative list of TRIMs that are inconsistent wilh the obligation qf 
national treatment provided for in paragraph 4 of Article Ill of GATT 
1994 and the obligation of general elimination of quantitative restrictions. 

3 Mahmul Siregar, UUPM Dan Penyelesaian Sengketa Perdaganganlnternasional Dalam 
Kegialan Pem:maman Modal, vol. 26, No.4, (Jakarta: Jumal Hukum Bisnis, 2007). blm. 24. 

4 Article III GATT 1994 mengatnr tcntang perlakuan khusus negarn dalam pajak dan 
perundang.-undangan (Nallona{ Treatment on Internal Taxation and Regulation). Article XI GAIT 

1994 mengatur lentang pengurangan umum ata<> pembatasan kuantitaf (General Elimination of 
Quantitvve Restrictions). 
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provided for in paragraph I of Article Xl of GATT 1994 is contained in the 
Annex to this Agreeme111. 5 

Pembangunan ekonomi suatu negara tidak hanya dapat dilaksanakan atas 

partisipasi pihak Pemerintah dan swasta nasional saja, tetapi juga dapat 

mengikutsertakan pihak asing. Di sinilah persoalan hukum meljjadi faktor yang 

sangat penting dalam kaltannya dengan perlindungan yang diberikan suatu negara 

terbadap kegiatan investasi atau penanaman modal. Sebagalmana diungkapkan 

oleh Erman Radjagukguk,6 bahwa faktor yang utama hagi hukum untuk dapat 

berperanan dalam pernbangunan ekonorni adalah apakah hukum mampu 

menciptakan stability, predictability, dan fairness. Dua hal yang pertama adalah 

pm-syarat hagi sistem ekonomi apa saja untuk berfungsi. Termasuk dalarn fungsi 

stabilitas (stability) adalah potensi hukum menyeirnbangkan dan meogakomodasi 

kepentingan-kepentingan yang saling bersaing. Kebutnhan fungsi hukum untuk 

dapat memmalkan (predictability) ak:ibat dari suatu langkah-langkah yang diambil 

khususnya bagi negara yang sebagian besar rakyatnya untuk pertama kali 

memasuki hubungan-hubungan ekonomi melampaui lingkungan sosial yang 

tmdisional. Aspek keadilan (fairness), seperti perlakuao yang sama dan standar 

pola tiogkah laku Pemerintah, adalah perlu untuk menjaga mekanisme paaar dan 

mencegah birnkrasi yang berlebihan. 

'Paragraph 4 Article lll qfGA1T /994, "The produr:ls of the territory af any contracting 
party imported inlo the territory of any other contracJing party shall be accwrded treatment tuJ less 
ftn~ovrable I han lhfJI acccrded to like prod~cls of nalionfll origin in respect of all laws, regulations 
and requirements ajfecling their lnternal sale, offering for sale, purchase, trr.msport¢ion, 
distribulion or use. The provisions of this paragraph shoJI not prevent the application of 
differential internal trgnsportatir.m charges which are based exclusively on I he economic operation 
of the means if transport and not on the nationality of the product. " Paragraph I Article)(] of 
GAir /994, "No prohibitions or restrictions other than duties, taxes or other charges, whether 
made effective through qutJ/11$, imparl or exportlicettc{$ or other measures, shall be instituted or 
maint11ined by any contracting party an the impr;rtotion of any product qfthe territory of any <>!her 
contracling party or on the exportation or sale for export of any product destined jar the. Ierrfl<»y 
of any l)fher contracting party. " 

6 Erman Radja.gukguk. Hukum Elwnomi lmlonesia: Memperlruat Persatuan Nasional, 
Mendorong Perltimbuhan Ekonomi Don Memperluru Kesejahteraan Sosiol. Disampaikan dalam 
Seminar dan Lokakarya Pembangunan Hukum Nasional Vni, diselenggarakan oleh Badan 
Pembinaan Huk-um Naslonal, Departemen Keha.kiman dan Hak Asasi Manusia Rl, Oenpasar, 14-
18Juli2003. 

Universitas Indonesia 

Penerapan Prinsip..., Andri Satria Permana, FH UI, 2009



5 

Pihak asing b1asanya enggan untuk berlnvestasi atau melakukan transaksi 

ekonomi di negara tertentu apabila di negara tersebut terdapat peraturan hukum 

yang tidak menunjang, menghambat, atau menimbulkan resiko dan ketldakpastian 

terhadap kegiatan investasinya. Misalnya apabila ada kelemahan dalarn 

pengaturan tentang penanaman modal aslng~ pemilikan hak atas tanah, 

penyelesaian sengketa bisnis, dan berbagai ketentuan perijinan.' Akibatnya 

investasi asing yang seharosnya masuk, llllllah beralih ke uegara lain yang 

memiliki perlindungan dan fasilitas hukum yang dinilai lebih ramah begi investor 

asing. 

Secara garis besar, faktor"faktor penentu yang dipertimbangkan oleh calon 

investor asing yang akao menanamkan modainya antara lain adalah faktor politik, 

faktor ekonomi, dan faktor hukum.' Faktor potitik sangat menentukan ndanya 

iklim usaha yang kondusif bagi kegiatan peoanamao modal asing. Faktor politik 

ini berkaitan era! dengao faktor ekonomi, ketidakstabilao suhu politik 

mempengaruhi pula pertumbuhan ekonomi suatu negara. Kondisi perekonomian 

suatu negara yang semakin buruk sebagai imbas dari subu pnlitik yang memanas, 

akan membuut khawatir para investor asing yang menanamkan modainya di 

negara tersebut. Faktor lahmya yang tidak kalah penting adalah faktor hukum, 

terutama yang berkaitan dengan perlakuan dan atau perlindungan yang diberikan 

Pemerintah Nasional terbadap kegiatan investasi asing di negaranya dalam bentuk 

peraturao perundang"undangan berkenaan dengan kegiatan penanaman modal. 

Sebagai anggota dari pergaulao masyanakat intemasional yang beradab, 

Indonesia memiliki kewajiban untuk mengharmoniskan peraturao perundang" 

uodangannya dengan kewajiban intemasional yang Ielah disepakatinya. Salah satu 

upeya yang dilakukan oleh Pemerin!ah Indonesia untuk mendorong laju 

pertumbuhan ekonomi dengan tetap mengedepankan aspek pemerataan adalah 

melalui percepatan investasi. baik yang dilakukan oleh investor domestik rnaupW1 

investor asing. Untuk memberikan kerangka hukum yang mencakup perlakuao 

7 Sanusi Bintang dan Dablan, Pulr.ok-Pakok Hulwm Elwnomi Dan Bisni:>, (Bandung: PT 
Citra Aditya Bakti. 2000), hlm. 5~. 

a Hulman Panjaitan, Hukum Penanaman Modal Asing, (Jakarta: Ind~Hlll Co, 2003), hlm. S~ 
10. 
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adil, jaminan hak, dan kepastian bagi para investor yang selama ini ditengarai oleh 

berbagai kalangan belum optimal, maka Pemerintah berusaha mewujudkannya 

dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 25 TahWl 2007 tentang 

Penanarnan Modal (UUPM).9 

UUPM mengatur hal-hal yang dinilai penling, antara lain yang terkait 

dalam cakupan undang-undang, kebijakan dasar penanaman modal, bentuk badan 

usaha, perlakuan terhadap penanarn modal, bidang usaha, serta keterkaitan 

pemhangunan ekonomi kerakyatan yang diwujudkan dalam pengaturan mengenai 

pengemhangan penanaman modal bagi usaha mikm, kecil, menengah, dan 

koperasi. Selain itu juga diatur tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab 

penanam modal, fasilitas penanam modal, pengesahan dan perijinan, koordinasi 

dan pelaksanaan kebijakan penanaman modal yang di dalamnya mengatur 

mengenai kelembagaan, penyelenggacaan urusan penanaman modal. serta 

ketentuan yang mengatur penyelesaian sengketa. 10 

Semangat dati UUPM terSebut antara lain adalah melakukan pengaturan 

kegiatan investasi, balk yang dilakukan oleh investor nasional maupun investor 

asing yang berlandaskan pada asas kepastian hulrum, keterbukaan, ukuntabilitas, 

perlakuan yang sarua dan tidak membedakan asal negara, keberSamaan, efisiensi 

berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, dan 

keseimbangan kemajuan serta kesatuan ekonomi nasional. 11 Namwt demikian, 

aspek·aspek pcrlindungan bagi investor asing, khususnya mengenai penerapan 

prinsip perlakuan yang sama, tetap mengacu pada kepentingan dan keamanan 

sektor-sektor nasional yang bersifat fital dan strategis. 12 

Y Undang~Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanamatl Modal ada1ah usulan dari 
Pemerintah yang pada awalnya lerdiri dari 12 Bab, 23 Pasa1, dan 43 ayat. Seteiah dilakukan 
pembabasan oleh Komisi VJ DPR~RI bersarna dengan Pemerint.ah. maka berubah mcnjadi J 8 Bab 
dan 40 PasaL Bac:a: Jepang llarapkan UU lnvestasi Lebih Baik, Jakarta: Bisnis Indonesia, 20 
Maret2007. 

HI Indonesia, Undang-Undmtg Nvmor 25 Tahun 2()1)7 tentong Penanamcm Modo/. Dalam 
Penje1asan Umum. 

11 lbld., Pasal 3 ayat (l}. 
12 Sebagai bcntuk kontrol dan pcngamanan terhadap kepentingan sektor-sektor nasional 

yang bersi.fut fital dan strategis, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden No01or 76 Tahun 
2007 tentang Kriterla Dan Persyaratan Penyusunan Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang. 
Usaha Yang Tertuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal, dan Peraturan Presiden 
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Kehadiran UUPM di Indonesia disambut dengan perbedaan pandangan 

yang sangat tajam. Sebagian mengatakan bahwa undang-undang ini terlalu liberal, 

berbeda dengan landasan filosofis dan konstitusional ekonomi Indonesia yang 

ditetapkan dalam UUD 1945. Undang-undang ini dianggap sebagai ·~itipan" 

investor internasional yang menyediakan jalan masuk secara Jebih luas untuk 

menanamkan dominasinya dalam ekonomi Indonesia. Penerapan prinsip National 

Treatment atau perlakuan sarna antara investor asing dan domestik sebagai prinsip 

dasar penyusunan kebijakan penanarnan modal dipandang sebagai tindakan yang 

gegabah dan tidak berpihak kepada kepentingan rakyat banyak. Indonesia sebagai 

negara yang merdeka secara politik memiliki hak dan berdaulat uneak mengatur 

sistem ekonominya dengan mengutamakan kepentingan negara dan rakyalnya, 

bukan justtu mendalrulukan kepentingan asing." 

Sedangkan mereka yang mendukang, mengargumentasikan bahwa prinsip 

National Treatment merupakan prinsip yang tidak dapat dihindarkan seiring 

dcngan perkembangan ekonomi global yang nyaris tanpa batas. Menghindar dari 

prinsip ini berarti membawa Indonesia jaub dari pergaulan intemasional dan 

berakibat semakin sulilnya mengembalikan kepercayaan investor. lnvestasi adalah 

instrumen yang panting daiam pembangunan nasional. Diperlukan undang-undang 

yang benar-benar berbeda dan menarik bagi investor." 

Perdebatan tersebut di alas dapet dimaklumi karena memang idealnya 

investasi berasal dari kemarnpuan dalam uegeri, sehingga kredibilitas dan 

stabilitas nasional dapat teljaga dengan baik dan optimal. Namun keterbatasan 

modal dalarn negeri dan masih minimnya pengaasaan teknologi, menjadi Jatar 

belakang utama sangat diperlukannya modal asing masuk ke dalam negeri. 

Nomor 77 Tahun 2007 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang 
Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal. Kemudian direvisl dengan 
diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomot lll Tahun 2007 Tcntang Kriteria Dan Persyaratan 
Penyusunan Btdang. Usaha Yang Tertutup Dan Terbuka Dengan Persyamtau Untuk Pcnanaman 
Modai Asing (Foreign Direcl Jrnrestment atau FDI). 

lJ Yulianto, UUPM Cermin Hegemon/ Asing. Diakses pada tanggal 20 September 2008 
meta1ui http://www. rejorm0$ihukum.or!#. 

14 Marl Elka Pangestu, Menteri Perdagangan RL Lihat dalarn Deni Purbasari, Penerapan 

Liberalfsasf Dalam RUU Tidak Tepa/, edisi 8 September 2006. Diakses pada tanggal 27 
September 2008 melalui htrp:l!www. hulmmonline.ccm. 
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Tidak perlu dipertanyakan lagi hahwa kehadiran investor asing yang 

menanamkan modalnya di suatu negara a.tau biasa disebut sebagai kegiatan 

Penanaman Modal Asing (PMA) alau Foreign Direcl lmeslmenl (FDJ), dapat 

menguntungkan pernbangunan dan pertumbuhan ekonomi negara tersebut. 

Banyak bukti empiris seperti pengalaman-pengalaman di Korea Selatan, 

Malaysia, Thailand, China, dan banyak lagi negara lainnya yang menunjukkan 

ballWa kehadiran PMA memberi banyak hal positif terhadap perekonrunian hagi 

negara tuan rumah." Namun lentu saja harus disikapi secara proposional dan tetap 

mengutamakan kepentingan nasional yang berdaulat. 

Salah satu subtansi yang akan Penulis kemukakan dan bahas dalam tesis 

ini adalah mengenai prinsip perlakuan yang sama terhadap penanam modal yang 

berasal dari dalam maupun luar negeri. Pasal 6 ayat (I) Undang-Undang No. 25 

Tahun 2007 tentang Penanaman Modal menyebutkan bahwa Pemerinmh 

memberikan perlakuan yang sama kepada semua penanam modal yang berasal 

dari negara manapun yang melakukan kegiatan penanaman modal di Indonesia 

sesuai dengan ketentuan pemndaag-undangan. Selanjutnya ayat (2) menyebutkan 

bahwa perlakuan tersebut tidak berlaku hagi penanam modal dari suatu negara 

yang memperoleh hak istimewa berdasarkan perjanjian dengan Indonesia. 

Berdasarkan uraian di atas, penulis terlarik untuk membahas secara lebih 

mendalam mengenai prinsip National Treatment yang diterapkan dalarn kegiatan 

investasi atau penanaman modal yang dilakukan oleh para investor asing di 

Indonesia berdasarkan ketentuan hukurn yang berlaku dalarn bentuk tesis dengan 

judul Peneropan Prinsip National Treatment Dalam Undang~Undang Nomor 

25 Tahun 2007 tentang Penananum Modal. 

11 Negara-negara tersebut pemah mengalami masa krisis pertumbuhan ekonomi dan segera 
dapat meningkatkan laju pertumbubannya setelah membuka program inves!asi dan menerima FD/ 
dari investor asing yang masuk ke da!am negaronya. Lihat dalam Balasubramanyam, Mohammed 
Salisu, dan David Sapsford, F'oreign Direct lnveslment as an £ngine of Grow/h. Journal of 
lnlernational Trade and Eoonomfc Development, 1999, vol. 8:1, him. 27-·•10. Diakses pad a tanggal 
17 September 2008 melalui hltp:!lwww.kadi,..indonesia.or.idlenmlimagesidoku-men!KADfN-98-
249J-0602200B.pdf. 
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1.2 Perumusan Mas:alab 

Berdasarkan latar belakang yang Ielah diuraikan di allis, dapat dirumuskan 

permasalahan sebagai berikut: 

J. Bagaimana prinsip National Treatment dalam Trade Related Investment 

Measures {FRI.'Js)? 

2. Bagaimana penerapan prinsip National Treatment dalam Undang-Undang 

Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal? 

3. Apakah akibat hukum dari berlakunya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 

2007 tentang Penanaman Modal terhadap peraturan perundang-undangan 

lain di bidang investasi? 

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah ten;ebut di atas, tujuan penelitian dalam 

penulisan tesis ini, adalah: 

J. Untuk mengetahul dan mengkaji bagaimana prinsip Nalional 

Treatment dalam Trade Related Investment Measures (TRIMs). 

2. Untuk mengetahul bagalmsna penerapan prinsip National Treatment 

dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman 

Modal. 

3. Untuk mengetahui mengenai akibat hukum dari berlakunya Undang

Undang Nomor 25 Tahnn 2007 tentang Penanaman Modal terhadap 

peraturan penmdang-undangan lain di bidang investasi. 

Selain itu, basil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat 

yang antara lain: 

I. Untuk keperluan akademis dalam rnenggali dan lebih memahami teori

teori hukum yang berl<aitan dengan kegiatan penanaman modal, dalam 

hal ini khususnya yang terkait dengan penempan prinsip National 

Treatment dalam UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. 
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2. Sebagai salah satu referensi teoritis yang bennanfaat bagi para 

kalangan praktisi hukwn rnaupun praktisi dunia usaha, khususnya 

da.Jam bidang Direcllnvesmenl. 

3. Untuk peneliti, sebagai salah satu syarat memperoleh Gelar Magister 

Hukum dari FakullJ!s Hukum UniversilJ!s Indonesia. 

1.4 Kerangka Teorilis dan Konsep 

Penelitian hukum mensyaratkan adanya kerangka teoritis dan konsepsional 

sebagai suatu hal yang penting. Landasan teoritis mengoraikan segala sesuatu 

yang terdapat dalam teori sebagai suatu sistem aneka "theorema" atau ajaran. 

Kerangka konsepsional mengnngkapkan baberapa konsep atau peogertian yang 

dipergnnakan sebagai dasar penelitian hukum." 

Perkembangan perekonomian suatu negara, terlebih lagi bagi Negara 

Berkembang, sangat ditentukan dari pertumbahan penanaman modal asing. Arus 

peoanaman modal asing barsifat flnktuaktif, tergantung dari ildim investasi negara 

yang bersangkutan. Oiah kerena itu, bagi kelompok Negara Berkembang, untuk 

bisa mendahmgkan investor setidak-tidaknya dibutuhkan tiga syarat, yaitu: 17 

a. Economic opportunity, investasi mampu memberikan keuntungan secara 

ekonomis bagi investor. 

b. Political stability, investasi akan sangat dipengaruhi stabilitas politik. 

c. Legal certainty atau kepastian hukum. 

Max Weber mengemukaknn bahwa kekonsistenan hukum dan kepsalian 

hukum merupukan fonmulasi yang ampuh dalarn mewujudkan pembanguan 

ekonomi di negam-negara Barat. Ada 5 (lima) hal yang sangat pooling dalam 

upaya mendorong pembangunan ekonomi secara cepat sebagaimana dinyatakan 

sebagai berikut: 

16 Soeijono Soekanto dan Sri Mahmudj~ Penelitian Hukum NormaJif Sualu Tinjamm 
Singkat, {Jakarta: PT. Raja Oraflndo Persada, 2001 ), hbn. 7. 

17 Pancras J. Nagy, Country Risk, How 10 Asses, Quantify Monilo,. London: Euronomy 
Publications, 1979), p. 54. Dikutip dari Erman Radjagukguk (a), Hukum Investasi Di Indonesia, 
Polwk Bahasan, (Jakarta; Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2006), hlm. 40. 
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"Burg's sludy of I he law and development literaJure ciles five qualities in 

lm1-• which render it conducive to development: (I) stability. (2) 

predictability, (3) fairness, (4) education, and (5) the special development 

abilities of the lawyer. "18 

Hukum yang kondusifbagi pembangunan sedikitnya mengandung S (lima) 

lima kualitas; stability, predictability, fairness, education, dan kemampuan profesi 

hukum yang meningkat" Faktor stabilitas dan situasi yang dapat diprediksi 

merupakan 2 (dua) syarat mutlak Wltuk terlaksananya fungsi sistem ekonomi dari 

suatu negara, sebagaimana dikatukan oleh Karst dalam bukWlya yang berjudul 

Law and Developing Countries, yang dikutip oleh Leonard J. Theberge: 

~'the law's greatest encouragement to economic development lies in its 
protection of the fruits of labor .... It is the security of expectations, assured 
by law In the form of institutions of property, that leads men to work save 
and invest .... The concern for security, i.e, the concern far a development 
conducive stale of mind, must be a primary one for any government 
engaged in massive social reform. ~an 

Untuk memcnuhl kebutnhan akan modal guna pembangunan nasional, 

diperlukan ketentuan-ketentuan yang jelas di samping menghindarkan keragu

raguan dari pihak pemilik modal asing. Rasa aman yang diciptakan dari sebuah 

pemerintahan yang kuat akan memunculkan keyakinan dari para investor untuk 

tetap dan terus menananakan modalnya di negara tuan rumah. Terlepas dari ada 

atau tidak adanya ancaman tebariap keamanan fisik, tanpa adanya suatu kepastian 

hukum tampaknya calon investor asing akan tetap melakukan "wail and see", 

Dalam kegiatan penanaman modal, hukum harus bisa memberikan 

kepastian. Nindyo Pramono21 mengemukakan bahwa pengkajiau para ilmuau 

13 Leonard J. Theberge, Law and Economic Development. vol. 9 (Journal of International 
Law and Policy, 1980), p. 232. Dikutip dari Erman Radjagukguk (b), Hukum dan Pembangunan, 
(Jakarta: :Fakultas Hukum Universitas Indonesia. 2006), blm. 157. 

1 ~ Erman Radjagukguk, Penman Hukum Dalam Pembangunan Pada Era Globalisasi: 
Jmp!Jkminya BQgi Pemlidilcan Hukum di Indonesia. Pidato Pengukuhan dibacakan pada upacara 
peneriroaan Guru Besar dalam bidang ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia. 
Jakarta, 4 Januari 1997, him. 10. 

20 Leonard J. Theberge, Law IJild Eoonamic Development, vol. 9, (Journal of lntematk!nal 
Law and Policy, 1930}. p. 232. Dikutip dari Erman Radjagukguk (b), Op. Cit., Wm. 157. 

u Nindyo Pramono, Bunga Rumpai Hukum Bisnis AkJuOI, cet. I, (Bandung: PT. Citra Aditya 
Baktl, 2006), him. 171. 
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terhadap ilmu hukum dalam perspektif ekonomi perlu dilakukan agar hukum tidak 

terkesan membatasi atau menghambat. tetapi justru mendorong tercipta efisiensi 

dan efektifitas di segala bidang kehidupan. Dari sudut peudekatan ekonomi 

terhadap hukum, asusmsi yang mendasarinya adalah bahwa dalam rangka 

memenuhi kebutuhan ekonominya orang memerlukan hukum. Dalam keadaan 

yang tidak ada kepastian, hukum memberikan batas-batas hak dan kewajiban. 

Hukum juga memberikan keadilan dalam menegakkan batas·batas hak dan 

kewajiban itu. 

Uraian di alas sesuai pula dengan apa yang dikemukakan oleh Erman 

Radjagukguk, bahwa pembahasan hukum dengan investasi pada era refonnasi ini 

berkisar pada bagaimana menciptakan hukum yang mampu mernulihkan 

kepercayaan investor untuk kembali menanamkan modalnya di Indonesia dengan 

menciptakan "certainly" (kepastian), "fairness" (keadilan), dan "efficiency" 

(efisien). 22 

Penekanan Penulis dalam hal ini adaleh kepada ketentuan undang-undang 

mengenai penanaman modal yang menerapkan suatu perlakuan yang sama dan 

tidak membedakan asal negara dari para penanam modal atau investor dalam 

menjalankan kegiatan investasinya di Indonesia. Karena hal tersebut merupakan 

cerminan kredibilitas suatu Negam Hukum dalam menciptakan iklim yang 

kondusif dan berkeadilant khususnya dalam menciptakan situasi dunia usaha yang 

adil, traosparan, dan memberlkan ketenangan bagi semua pihak. Peran Pemerlntah 

dalarn faktor ini sebaiknya terbatas pada tingkat regulasi dan kebijakan yang harua 

selalu berpihak peda kepentingan semua pihak. Regulasi itu haruslah 

berkesinambungan sehingga tercipta suatu kondisi yang saling menguntungkan 

dalam dunia usaha. 

Kebijakan yang dikeluarkan secara khusus seperti penerapan perlakuan yang 

sama seperti tersebut di atas atau lebih dikenal dengan prinsip National Treatment 

bagi investor asing, haruslah melalui pengkajian yang sungguh-sungguh 

berdasarkan pertimbangan kebutuhan dan situasi yaug teijadi, tentunya dengan 

tetap mengutamakan kepentingan dan keamanan nasional. 

22 Ennan Radjagukguk (a), Op. Cit., him. 40. 
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Dalarn penelitian ini, sebagai landasan teoritis dalarn melakukan analisis, 

dipergunakan Dependency Theory sebagai acuan dasar untuk dapat menjelaskan 

salah satu alasan mengenai perlunya penerapan prinsip National Treatment bagi 

investor asing yang diatur dalam UUPM untuk kepentingan pembangunan 

nasional. Para penggagas teori ini antara lain Raul Prebisch (The Economic 

Development of Latin America and Its Principle Problems), Paul Baran (fhe 

Political Economy of Growth}, Andre Gunder Frank (Capitalism and 

Underdevelopment in America), Theotonio Dos Santos (The Structure of 

Dependence), Samir Amin (Unequal Development: An Essay on The Social 

Formal/on of Peripheral Capitalism), Bill Warren (Imperialism and Capitalist 

Etika Pembangunan: Kajian Alternatif Dalam Studt Pembangunan 

lndustrializafian), Fernando Henrique Canloso (Associated-Dependent 

Development: Theoritical and Practical Implications), dan Peter Evans 

(Dependent Development). 23 

Setiap analisis terhadap hukum investasi, khususnya dalam kegiatan 

investasi asing, kita hams mempertimbangkan klaim terbadap keadilan. Karena 

dalam kegiatan investasi asing melibatkan dua pihak dalam Jingknp lintas 

negara/tra.n.•-nasional. Pada hubungan antara investor asing yang biasanya barasal 

dari Negara Maju dengan negara penerima (host country) yang biasanya dnri 

Negara Berkernbang, tidak jarang menimbutkan masalah "redistributve justice ". 

Hal ini lidak terlepas dari pengaruh adanya pihak yang kuat dan yang lemah 

dalam pelaksanaan investasi asing sebingga memungkinkan adanya kekayaan dan 

keuntungan yang diperoleh secara tidak wajar dalam kegiatan investasi tersebut, 

Seperti diketahui bersama, dalam kaitannya dengan peningkatan ekononri 

masing-masing negara, tidak dapet dipungkiri adanya keterbatasan yang dinrilikl 

masing-masing negara sehingga tidak dapat memenuhl sendiri kebutubannya 

secara mutlak. Sehingga dengan demikian suatu negara dalam rangka memenuhi 

n Subbilhar, Etika Pemhangurtan: Kajfan Alternatif Dalam Stvdi Pembangunan. Pidato 
Pengukuhan Jabatan Guru Besar Tetap dalam Bidaog Ilmu Studi Pembangunan pada Fakultas 
Umu Sosial dan llmu Politik:. Disampaikan di hadapan Rapat Terbuka Universitas Sumatera Uta.ra, 
Medan, 20 September 2008. 
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kebutuhannya akan melakukan lnteraksi dengan negara lain da1am rangka 

memenuhi kebutuhan dalam negerL Sumantoro mengungkapkan bahwa: 

~'the exchange of goods and services among all nations, intinya 

mengandung pengertian pertukaran seluruh barang dan jasa antar semua 

negaralbangsan, 24 

Negara dapal dibagi ke dalam 3 (tiga) kategori; Negara Maju, Negara 

Berkembang, dan Negara Miskin. Karakteristik dari Negara Maju antara lain 

adalah memiliki modal besar dan menguasai teknologi, tingkat pendidikan 

penduduknya tinggi, dan tingkat kesejahteraan yang tinggi. Melalui perusahaan· 

perusahaan multinasional, negara ini menguasai investasi dan perdagangan 

internasional. Sebaliknya Negara Berkembang mengbadapi masalah kelaogkaan 

modal dan teknologi. Ekspor mereka banya berkisar kepada bahan-bahan mentah 

dati pertambangan dan basil perla!dan, Pendapatan negara kelompok ini rendah 

sebingga mengakibatkan tingkat kehidnpan rendah, pendidikao rendah, dan usia 

harapan hidup yang !ebih pendek dari penduduk di Negara Maju. Selanjutnya 

Negara Miskin, merupakan negara-negara yang banya mempunyai satu atau dua 

komodiri bahan mentab bagi penghasilan negara tersebut.15 

Ada yang menjadikan ketiga kategori tersebut menjadi dua kategori saja, 

yaitu Negara Maju dan Negara Berkembang, atau Negara Kaya dan Negara 

Miskin (rich and poor countries), atau disebut juga "The North" dan "The 

South". 26 

Menurut teori ketergantungan (dependency theory), Negara Berkembang 

yang terletak di pinggiran (periphery) akan terus tergantung kepada Negara Maju 

yang terletak di pusat (centre). Ketcrgantungan tersebut labir dalarn bentuk 

ketergantungan modal, teknologi, dan pasar untuk berang-berang ckspor. Akibat 

dari "The Centre" menguasal modal, teknologi, dan pasar. 

14 Sumantoro,. Naskah Akademik Perafuran Penmdang-Undangan RUU tentang 
Perdagangan lnternasi<mal. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman 
Rl, 199711998, hhn. 4·5. 

25 Yemi Osinbojo dan OluJronyisola, Human Rights and Economic Development ln 
Dew!! oping Countries, (Human Rights Quarterly 14, 1992), him. 730· 731. 

:M Willy Brant, North-South, A Program for Survival, (Cambridge, Massachusetts: The MIT 
Press, 1980), hhn. 31-32. 
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Da!am perdagangan intemasional, kelompok Negara Berkembang 

tergantung kepada pasar keJornpok Negara Maju yang dikuasai oleh perusahaan 

multinasional. Ketergantungan kelompok Ncgara Berkembang kepada kelompok 

Negara Maju, dapat terlihat dengan penentuan harga di pasar dunia. Harga barang 

yang dihasilkan menjadi subyek dari hukum perusahaan multinasiona! 

sekelompok kecil negara yang dapat dikategorikan sebagai "centre" dan 

herdampak kepada negara-negara pinggiran di luar kelompok tersebut (peripheral 

countries). 21 

Kelompok Negara Maju, dalarn persaingan pasar intemasional mempunyai 

kekua!an yang mereka sebut sebagai ''five monopolies", yaitu: 

" ... technological monopoly1 financial control of worldwide financial 

markets, monopolistic access to the planet's natural resources, media 

and communication monopoly, and monopolies aver weapons of mass 

destruciian. "18 

Melalui kelima kekua!an tersebut secara keseluruban, maka di bidang 

industri, Negara Maju menguasai Negara Berkembang melalui investasi yang 

mendorong industrialisasi. Namun industrialisasi tersebut menimbulkan 

ketimpangan antara Negara Maju dan Negara Berkembang. 

" ... define the framework within which the law of g/obah"zed value 
operates. The law of value is the condensed expression of all these 
conditions. and not the expression of objective, "pure" economic 
rationality. The conditioning of all of these process annuls the impact of 
industrialization in the peripheries, devalues their productive work and 
overestimates the supposed value added resulting from the activities of 
the new monopolies from which the centre profit, What results is a new 
hierarchy, more unequal than ever before, in the distribution of income 
on a world scale, subordinating the industries of peripheries and 
reducing them to the role of subcontracting. This is the new foundation of 
polarization presaging its future forms. "29 

Teori ketergantungan beranggapan bahwa kegagalan pembangunan di 

Negara Berkembang adalab karena posisinya yang herada di pinggiran dalam 

:n lhid 
21 Peter Evans, Dependenl Development, The Alliance of Multinational Stale and Local 

Caprial in Brazil, {Prlne¢ton, New JerSey: Princeton University Press, 1978), him. 51, 
29 Samir Amin, Capitalism in The Age of<Jiabalizalion, (London: Zed Press, 1978), hlrn. 4. 
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ekonomi kapitalis intemasional. Hal itu menyebabkan ekonorni di Negara 

Berkembang lemah karena ketidak beruntungan dalam perdagangan komoditi 

mentah. Begitu juga perubahan harga intemasional yang rnempengaruhi ekspor 

mereka. 

Penganut dependency theory memahami bahwa pembangunan merupakan 

proses politik, sosial, dan ekonorni yang mengembangkan ketergantungan kepada 

s1ruktur dan lembaga yang mapan dan telah lebih dahulu berkembang. 

Ketergantungan yang menyebabkan keterbelakangan karena perdagangan 

intemasional, dapat diuraikan seperti berikut ini: 

"The dependency model views the capitalist world system with its 
international network of trade relations as the key "cause" of 
unferdevelopment. That system is comprired of a chain countries that are 
dijferentially situated along a continuum from most developed to least 
developed The most developed countries belong to the "core" of the 
system, the "metropole" or the "centre". The least developed,on the 
otherhcmd. are "satellites" that were forcibly brought into the "orbit" that 
system. Finally. those countries occupying an intermediate position are 
variously called semicore or semiperipheral. 

The exploifive relationship between core and periphery, hawever, is 
not restricted to dealings among countries, but can also characterize the 
state of affairs within to dealings a given country. "30 

Proses pengembangan selanjutnya tergantung peda ekspor, yang 

mengutamakan bahan baku atau barang-barang kebutuhan yang murah atau tahan 

lama, yang kesemuanya ini terglllltung pada upah murah dan bakan teknologi 

canggih." Menurut dependency lheory, Negara Berkembang yang berada di 

"pinggiran" akan terns tergantung kepeda Negara Maju di "cenlre ", yang 

mengakibaikan Negam Berkembang tetap miskin. 

"Post-colonial capitalism, thus, does not represent much of a step forward 

from colonoial status. Instead. local capitalists fill the world economy, 

which continues to distort and improverish the local economy. "12 

JO Jbfd. 
31 Martin Casnoy, The State & Political Theory, (Princeton: Princeton University Press, 

1984), hlm. 187. 
32 Ibid. 
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Namun demikian, menurut dependency theory dikatakan bahwa hukwn 

1idak independent, keberadaannnya tergantung pada kondisi sosial. politik) dan 

agama ttap masing-masing negara. Dengan demikian hukum di Negara 

Berkembang tidak otonom. Hukum ditentukan oleh faktor sosial, polltlk, dan 

ekonomi. Termasak perdagangan internasional yang dikuasai perusabaan· 

perusabaan besar di Negam Maju. 

Di sisl lain, kondisi hukum yang tidak independent ini dibenturkan dengan 

kondisi memaksa yang dibutuhkan oleh Negara Maju dan Negara Berkembang itu 

sendiri. Kebutuhan-kebutuhan yang tidak dapat dipenuhi dalam negeri masing· 

masing negara. 

Hukum investasi sebagai bagian dari hukum ekonomi barns mempunyai 

fungsi stabilitas (stability), yaitu bagaimana potensi hukum dapat 

menyeimbangkan dan mengakomodasi kepentingan-kepentingan yang sating 

bersaing dalam masyarakat. Sehingga hukum investasi dapat mengakomodasi 

kepentingan-kepentingan modal asing dan sekaligus dapat pula melindungi 

pengusaha-pengusaha lokal atau usaba kecil. Dalam kaitannya dengan hal ini, 

maka investasi akan sangat dipengaruhi stabilitas politik.33 Kedatangan investor 

ke suatu negara dipengaruhi faktor political stability. Terjadinya konflik elit 

politik atau konflik rnasyarakat akan berpengaruh terhadap iklim investasi. 

Penanam modal asing akan datang dan mengembangkan usabanya jika negara 

yang bersangkutan terbangun dari proses stabilitas politik dan proses demokrasi 

yang konstitusional. 

Selanjutnya kebutuhan fungsi hukum investasi untuk dapat meramalkan 

(predictability), adalab mensyaratkan babwa hukum tersebut mendatangkan 

kepastian. Investor akan datang ke suatu negara bila ia yakin hukum akan 

melindungi investasi yang dilakakan. Kepastian hukum akan memberikan 

jaminan kepada investor untuk memperoleh economic oppurtunit/1 sehingga 

investasi mampu memberikan keuntungan secara ekonornis bagi investor. Adanya 

kepastian hukum juga mempakan salah satu faktor utama untuk menciptakan 

n Erman Radjagukgu.lc; Hukum lnvestiJSi Di fndonesia, cet. I (Jakarta: Fakultas Hukum 
Universitas AlRAzbat indonesia. 2007), him. 27. 

34 ibid, him. 31. 

Universitas Indonesia 

Penerapan Prinsip..., Andri Satria Permana, FH UI, 2009



!R 

iklim yang kondusif bagi investor. Karena dalam meiakukan investasi, selain 

tunduk kepada ketentuan hukum lnvestasi. juga tunduk pada ketentuan Jain yang 

terkait dan tidak bis.a dilepaskan sebagai pertimbangan bagi investor untuk 

menanamkan modalnya. Dengan banyaknya peraturan-peraturan yang mengatur 

investasi dan yang terkait dengan investasi, kadangkala menimbulkan kekaburnn 

atau ketidakpastian atas aturan mana yang berlaku. Apabila dikaitkan dengan 

keberadaan hukum dengan masyarakat, maka diperlukan wibawa hukum agar 

dapat ditaati sebagai pegangan dalam menjalankan relasi satu dengan yang lain. 

Terlebih lagi dalam lalu lintas bisnis, diperlukan adanya kepastian hukum yang 

berlaku. Hal ini dikemukukan pula oleh Sentosa Sembiring," jika arti panting 

hukum dikaitkan dengan investasi, fuvestor membutuhkan adanya kepastian 

hukum dalam menjalankan usahanya. Artinya, para investor membumbkan 

adanya satu ukuran yang menjadi pegangan dalam melakukan kegiatan 

investasinya. Ukuran inilab yang disebut sebagai aturan yaag dibuat oleh yang 

memiliki otoritas untuk itu. Aturan tersebut berlaku untuk semua pihak. 

Aspek keadilan (fairness) adalab seperti perlakuan yang sama bagi semua 

orang atau pihak di depan hukum. Perlakuan yaag sama kepada semua orang dan 

adanya standar pola perilaku pemerintab, oleh banyak ahli ditekankan sebagai 

syarat untuk menjaga berjalannya mekanisme pasar dan mencegab birokraai yang 

berlebihan. Dalam kaitannya dengan aspek keadilan di sini, maka faktor 

accountabiliJy dengan melakukan reformasi secara konstitusional serta perbaikan 

sistem peradilan dan hukum merupakan suatu syarat yang penting dalam rangka 

menarik investor. Apabila hal ini tidak dilakukan, pada akhimya beraklbat pada 

lemahnya penegakan hukum (law enforcement) dan ketiadaan regulasi kbususnya 

di bidang invastai. Sehingga perangkat penmdang-undangan yang ada sekarang 

dirasakan kurang mengakomodasi kepontingan para investor dalam berinves!asi. 

Menurut Burg's terdapat tiga unsur yang harus dikembangkan dalam 

sistem hukum agar berperan dalam pembanganan ekonomi, yaitu stabilitas 

15 Sentosa Sembiring, Hukum Jnvestas~ (Bandung~ CV. Nuansa Aulia, 2007), hlm. 37, 
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(stability), prediksi (predictabilily), dan keadilan (fairness). Hal irU sesuai dengan 

pendapet J.D. Ny. Hart, sebagai berikut:16 

I. Stability, peranan negara yang dikuasakan melalui hukum pada 

dasamya daJam rnenjaga keseimbangan untuk mencapai suatu tujuan. 

Keseimbangan ini meliputi kepentingan individu, kelompok dan 

kepentingan umum yang dikaitkan dengan tantangan yang sedang 

dihadapi baik dari dadam negeri maupnn dari dunia intemasional. 

2. Predictability, yaitu agar hukum dapat berjalan efektif harus dapat 

diprediksi dan memberikan jaminan dan kepastian hukum dalam 

memberikan proyeksi pembanganan ke depan. Dengan adanya 

prediksi~ maka manusia atau masyarakat mem.iJiki pedoman atas 

tindakan-tindakan yang akan dilukukan dalam hubungannya dengan 

manusia lalnnya dan memiliki kepastian bagalmana pihak laln akan 

bertindak. Selaln itu, hukum barns merniliki kemampuan prosednmi 

dalam penyelesalan sengketa. Prosedur-prosedur ini terkait dengan 

keadaan-keadaan ketika terjadi sengketa dan mekanisme atau prosedur 

dalam penyelesaian sengketa di pengadilan atau forum penyelesaian 

sengketa yang lain seperti arbitrase atau konsiliasL Secara teoritis 

prosedur penyelesaian sengketa ha.rus disusun secara efektif dan 

e:fisien. 

3. Fairness, hukum merupakan suatu sarana untuk memfasilitasi proses 

penyelesalan sengketa yang teljadi dengan tujuan terciptanya keadilan 

bagi masyarakat dan mencegah tetjadinya praktek-raktek yang tidak 

adil dan diskriminatif. 

Hukum barns dapat mengakomudasi keseimbangan, definisi, dan status 

yang jelas bagi kepentingan individu atau kelompok dalam masyarakat. Aspek 

fairness (keadilan) seperti due-process (asas legalitas), parSamaan perlakuan, dan 

standar tingkab laku dalam bidang kegiatan investasi telab ditekankan sebagai 

36 J.D. Ny. Hart, The Role of Law in Economic Development. Dalam Erman Rajagukguk. 
Peranan 1/uklim Dalam Pembangunan EkortOmi, jilid 2 (Jakarta: Universitas Indonesia, 1995), 
111m. 365-367. 
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kebutuhan untuk menjaga hubungan antara Negara Maju dan Negara 

Berkernbang. 

f'enomena hubungan yang saling mempengaruhi antara hukum, ekonomL, 

dan politik semakin menguat dari ke1ompok Negara Maju ketika kapitalisme 

berkembang dengan konsep pertumbuhan ekonomi dengan mengajukan suatu ide 

bahwa ada hubungan yang erat antara kebebasan ekonomi dan politik. Ada aswnsi 

babwa rezim yang represif dapat lebih menarik investor daripada rezim demokrasi 

yang sangat labil dengan perubahan dalarn kepemimpinan dan hukum. 

Pembangunan yang berorientasi pada kediktatoran diperlukan untuk membangun 

infrastruktur, mobilisasi kapital, dan mengambil dana yang diperlukan untuk 

industrialisasi. 

Selain itu, teori yang lain untuk membabas hubungan antara negara 

penerima modal dengan perusahaan multi-nasional, mempunyai banyak variasi. 

Pertama, menunjukkan sikap ekstrim tidak menginginkan timbulnya 

katergantungan dengan menolak penanaman modal asing karena dianggap sebsgai 

kelanjutan dari proses kapitalisme. Kedua, berupa teori nasionalisme dan 

populisme yang pada dasarnya diliputi kakbawatiran akan didominasi penanamaa 

modal a.<ing dan melihat pembagian kauntungan yang tidak seimbang, yang 

terlalu banyak berada peda pihak perusabaan multi-nasional sehingga 

menyababkan banyak negara penanam modal membstasi kegiatan perusabaan 

multi-nasional. Menurut Hymer, untuk kegiatan demikian berlaku hukum 

pembangunao yang tidak seimbang (law of uneven development), yaitu 

pembangunan yang mengbasilkan kemakmuran di satu pihak dan kemelaratan di 

Jain pibak. Ketiga, meHhat peranan perusahaan multinasional secara ekonozni 

tradisional dan meninjau segi kenyataan dimana perusahaan dapat membawa 

pengaruh pada perkembangan dan rnodernisasi ekonomi negara penerima modal. 

Proses tersebut akan dapat dilihat sebagai gejala perkembangan ekonomi dunia 

dan mekanisme pasar yang dapat berlangsung dengan baik atau tanpa pengaturan 

dan fasilitas dari negara penerima modal. 

Adolf W arouw dalam tulisannya berjudul "Sistem Perdagangan 

Multilateral Dalam Kerangka WTO (Suatu Observasi Terha<lap Rule-based 
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System)". dapat disimpulkan bahwa sistem perdagangan multilateral sebagaimana 

yang berlaku dewasa ini berorientasi pada rules sebagaimana tertuang dalam 

sekumpulan besar perjanjian~perjanjian WTO. Sistem ini mempakan pilihan yang 

memang hams diambil bila menginginkan terciptanya hubungan perdagangan 

antar bangsa yang lebih tertib dan lebih menjamin stabilitas dan prediktabilitas 

serta secara khusus dapat lebih menjamin kepentingan negam-negara lemah atau 

kelompok Negara Berkembang. Selain itu, WTO sebagai succesor dari GA1T 

mewakili suatu tata perdagangan multilateral yang barn. Putaran Uruguay tidak 

saja menghasilkan institutional reform dengan pembentukan WTO sebegai sebuah 

organisasi barn yang memililci legal personality dan stalus hukum yang jelas 

tetapi juga melahlrkan berbagai kesepakatan yang menjangkau bidang-bidang di 

luar perdagangan barang atau produk seperti perdagangan jasa dan hak milik 

intelek!uaL 

Teori yang dikemukakan di atas ini akan diguoakan sebagai kerangka 

acuan Wltuk mengjelaskan mengenai alasan dan kepentingan diguoakannya 

prinsip national treatmenT dalam Undang-Undang Nomor 25 TallUn 2007 tentang 

Penanaman Modal dikaitkan dengan manli!at yang dipemleh untuk mertingkatkan 

pembangunan ekonomi nasional secara global. Selain itu, teori ini juga digWlakan 

untuk mengetahui untung ruginya apabila sualu negara mengadopsi ketentuan

kerentuan yang terdapat dalam WTO Agreement, khususnya ketentuan prinsip 

National Treatment dalam TRIMs, baik bagi Negara Berkembang maupun Negara 

Maju. 

Untuk memudahkan dan membatasi permasalahan serta menghindari 

perbedaan pengertian menganai istilah-islilah yang dipergunakan dalarn penulisan 

tesis ini, berikut akan diberikan definisi operasional dari istilah-istilah yang 

diguoakan tersebuL 

a. Investasi atau Penanaman Modal. 

Istilah Jnvestasi dan penanaman modal memiliki pengertian yang sama. 

Kedua istilah tersebut merupakan terjemahan dari "invesment". Hanya saja istilah 

investasi lebih populer digunakan dalam dWlia usaha, sedangkan istilah 

penanarnan modallebih banyak diguoakan dalam bahasa perundang-undangan. Di 
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kaiangan masyarakat luas, istila:h investasi memiliki pengertian yang lebih luas 

kanma dapat mencakup baik investasi langsung (direct invesment) maupun 

investasi ttdak langsung (partofolio invesmenl), sedangkan istilah penanaman 

modallebih memiliki konotasi pada investasi langsung.37 Black~s Law Dictionary 

mendefrnisikan investment sebagai: 

"an expenditure to acquire property or assets to produce revenue; a 

capital outlay; The asset acquired of the sum invested; Inve.stiture; 

Livery of Seisin. "38 

Kamus Istilah Keuangan dan Investasi mendefinisikan investasi sebagai: 

"penggunaan modal untuk menciptakan uang, balk melalui sardlla 
yang menghasilkan pendapatan maupun melalui ventura yang lebih 
berorientasi ke resiko yang dirancang untuk mendapatkan modal. 
Investasi dapat pula berarti menunjuk ke suatu investasi keuangan 
(dimana investor menempatkan uang ke dalam suatu sarana) atau 
menunjuk ke investasi suatu usaha atau waktu seseorang yang ingin 
memetik keuntungan dari keberhasilan pekerjaannya."19 

Dalam Ensiklopedia Ekonomi Keuangan Perdagangan, itTVestment atau 

penanaman modal diartikan sebagai penggunaan atau pemakaian sumber-sumber 

ekonomi untuk produksi barang-barang produsen atau berang-berang konsumen. 

Dalam arti yang semata-mata bereorak keuangan~ investment mungkin berarti 

penempatan dana-dana kapital dalam suatu perusahaan selama jangka waktu yang 

relatif panjang, supaya memperoleh suatu hasil yang teratur dengan keamanan 

maksimum.40 

nlda Bagus Rahmadi Supancana, Kerangka Hukum Dan Kebijakan !11Vf!Stasi Wngsung Di 
Jmkmesia. cet. 1. (Jakarta: Oha11a Indonesia. 20061 bJm. l. 

13 Bryan A. Gamer. Black's Law DiclitWtlary 8" Edition, {StPaul, MN-USA: Thomson
West Group, 2004), blm. &46. 

::;n Sentosa Sembiring, Op. Cit, hlm. 55-56. Dikutip dari John Downes & Jordan Elliot 

Goodman, Kamw /stilah Keuangan & lm:estasi. Alih bahasa oleb Susanto Budhidarmo. (Jakarta: 
Elex Media Komputendo. 1994). blm. 300. 

40 Sentosa Sembiring, Ibid., blm. 57. Dikutip darl A. Abdurra;:bman, Ensfldopedia 
Keuangan Perdagangan, cet. ke-6, (Jakarta: Pradnya. Pa:ramita, 1991), h1m. 340. 
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Dalam Kamus Ekonomi dikemukakan, Investment (investasi) mempunyai 

2 (dua)makna, yaitu: 41 

I. lnvestasi berarti pembelian saham, obligasi dan benda-benda tidak 

bergerak, setelah dilakukan analisa akan menjamin modal yang 

dilekatkan dan memberikan basil yang memuaskan. Faktor-fuktor 

tersebut yang membedakannya dengan spekulasi. 

2. Dalam teori ekonomi, investasi berarti pembelian alat produksi 

(termasuk di dalamnya benda-benda untuk dijual) dengan modal 

berupa uang. 

Selanjutnya di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) disebutkan, 

investasi berarti penanaman uang atau modal di suatu perusahaan atau proyek 

untnk tujuan memperoleh keuntungan, dan jumiah uang atau modal yang 

ditanam." Di dalam UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal sendiri, 

padanan kata investasi ini dikenal dengan istilah Penaoaman Modal. Undang

undang ini mendefinisikannya sebegai berikut: 

"Penanaman. modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, 

baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing 

unluk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia .... o 

b. Investor atau Penanam Modal. 

Black' Law Dictionary mendefinisikannya sebagai: 

I. A buyer of a security or other property who seeks to profit from il 

without exhausting the principal. 

2. Broadly, a person who spends money with an expectaion of 

earning a profit.44 

41 Sentosa Sembiring, Ibid. Dikutip dari Winardi, Kamrts Ekonomi (lnggris-Jndr:me.sia), cet. 
ke-8, (Bandung: Alumni, !982)., him, 190. 

4z Sentosa Sembiring.lbid, hlm. 57. Dikutip dari Departemen PendidikEill dan Kebudayan 
Rl, Kamus Besw Bahasa fndanesia (KDBJ). edisi ke-4, (Jakarta: Balal Pustaka, 1995), hlm, 386. 

"'
3 Indonesia, Undang~Undang No. 25 Tahun 2007. Pasall angka I. 

44 Bryan A. Gamer, Op. Cit., him. 846. 
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Selanjutnya, Kamus Hukwn mendefinisikannya sebagai: 

"Pihak penanam uang at au modal; orang a tau lairmya yang menanamkan 

uangnya dalam usaha dengan tujuan mendapatkan keuntungan dari modal 

yang Ielah ditanam tersebut".45 

Di dalam UU No. 25 T ahun 2007 ten tang Penanam Modal, dijelaskan bahwa: 

"Penanam modal adalah perseorangan at au badan usaha yang melakukan 

penanaman modal yang dapal berupa penanam modal dalam negeri dan 

penanam modal asing. "46 

Selanjutnya disebutkanjuga bahwa: 

"Penonarn modal dalam negeri adalah perseorangan Warga Negara 

Indonesia, Badan Usaha Indonesia, Negara Republik Indonesia, atau 

Daerah yang melakukan penanaman modal di wilayah Negara Republik 

Indonesia. "47 

Sedangkan Penanam Modal Asing didefinisikan sebagai: 

"perseorangan Warga Negara Asing, Badan Usaha Asing, danlatau 

Pemerintah Asing yang melakukan penanaman modal di wilayah Negara 

Republik Indonesia. ,A, 

c.lnvestasi Langsung atau Foreign Direct Irrveslmenr (FDI}. 

Dalam kepustakaan hukum ekonomi atau hukum bisnis, terminologi 

penanaman modal dapat berarti pemmaman modal yang dilakukan secara 

langsung oleh investor lokal atau investor asing (Foreign Direct Investment, FDI) 

dan penanaman modal yang dilakukan secara tidak langsung (Foreign lndirecl 

Investment, Fll). 49 

Jstilah FDI ini di indonesia mulai dikenal sejak diundangkannya Undang

Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (UUPMA) dan 

45 Sudarsono, Kamus Hulrum, eet. ke~5, (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), hlm. 189. 
46 Indonesia, Undang~Undang NQinor 2J Tahun 2007. Pasal I angka 4. 
47 ibid., Pasall angka 5. 
48 Ibid, Pasall angka 6. 
49 Sentosa Sembiring. Op. Cit., hlm.55. 

Universitas Indonesia 

Penerapan Prinsip..., Andri Satria Permana, FH UI, 2009



25 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri 

(UUPMDN).50 Dalam Pasal I UUPMA disebutkan: 

"Pengertian penanaman modal asing di dalam undang-undang ini hanyalah 

meliputi penanaman modal asing secara langsung yang dilakukan 
menurut atau berdasarkan ketentuan-ketentuan undang-undang ini dan 

yang digunakan untuk menjalankan perusahaan di Indonesia, dalam arti 
bahwa pemilik modal secara langsung menanggung risiko dari 
penanaman modal tersebut." 

Selanjutnya, di dalam Pasal2 UUPMDN disebutkan: 

"Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan "penanaman modal 
dalam negeri ialah: penggunaan daripada kekayaan seperti tersebut dalam 

Pasal I, baik secara langsung atau tidak langsung, untuk menjalankan 
usaha menurut atau berdasark.an ketentuan-ketentuan undang-undang 

ini." 

Dalam Penjelasan Pasa12 UUPMDN disebutkan: 

"Penanaman modal dalam negeri ialah penggunaan modal tersebut dalam 

Pasal 1 bagi usaha-usaha yang mendorong pembangunan ekonomi pada 

umumnya. Penanaman modal tersebut dapat dilakukan secara langsung. 

yakni oleh pemilikinya sendiri, atau tidak. langsung. yakni melalui 

pembelian obligasi-obligasi, surat-surat kertas perbendaharaan negara, 

emisi-emisi lainnya (saham-saham) yang dikeluarkan oleh perusahaan, 

serta deposito dan tabungan yang be!jangka waktu sekurang-kurangnya 

satu tahun." 

Michael J. Trebilcock dan Robert Howse, sebagaimana dikutip Sentosa 

Sembiring, mengungkapkan investasi langsung asing biasanya menggunakan satu 

dari tiga bentuk: berikut: 51 

1. Pemberian dana modal, misalnya dalam joint venture atau pendirian 

pabrik baru. 

2. Investasi baru untuk pendapatan perusahaan. 

3. Peminjaman jaringan melalui perusahaan induk atau partner, dimana 

perusahaan tersebut adalah perusahaan asing. 

50 Ibid., him. 69. 
51 Ibid., him. 65-66. 
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d. ModaL 

Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang 

yang dimiliki oleh penanam modal yang mempunyai nilai ekonomis.52 Penanaman 

modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal 

dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah 

negam Republik Indonesia. 53 Modal asing adalah modal yang dimiliki oleh negara 

asing, perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, badan hukum asing, 

dan/atau badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki 

oleb pihak asing. 54 Penanaman modal asing adalah kegiatan menanam modal 

untuk melakukan usaha di wilayah negam Republik Indonesia yang dilakukan 

oleb penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya 

maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri." Penanam 

modal asing adalah perseorangan warga negam asing, badan usaha asing, dan/atau 

pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di wilayah negam Republik 

Indonesia. 56 

e. National Treatment. 

Dalam Black Law Dictionary, National Treatment diartikan atau 

didefinisikan sebagai "A provition contained in some treaties. Commercial ones 

according foreigner the some rights, in certain respect~ as those accorded to 

nationals". Hal tersebut dapat diartikan sebagai suatu prinsip dimana negam horus 

memperlakukan pernsahaan asing dengan earn yang sama seperti perusahaan 

domestik uotuk berhubungan dengan semua masalah perdagangan, investasi, atau 

peraturan untuk menjamin akses pasar yang sama. 57 

Selain dari penggunaan istilah-istilah tersebut di atas, dalam penulisan 

tesis ini digunakan beberapa istilah seperti: 

52 Indonesia, Undong-Undang Nom or 25 To hun 2007, Pasal 1 butir 7. 
53 Ibid, Pasal I l;mtir I, 
$4 Ibid., Pasal 1 btrtir 8. 
ss Ibid., Pasal ! butir 3. 
Sll Ibid., Pasall butir 6. 
"7 Baca: Graham Dunkley. The Free Trade Adventure, (Australia: Melbourne University 

Press, Victoria, 1997). 
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L Perdagangan internasional adalah the exchange of good'i and services 

among all nations, intinya mengandung pengertian pertukaran 

seluruh barang danjasa antar semua negaralbangsa. 

2. Liberalisme adalab pandangan yang beranggapan bahwa untuk 

mencapai kemajuan ekonomi, Negara sedapat mungkin tidak campur 

tangan dalarn kehidupan ekonomi. 

3. Liberalisasi adalab proses pengurangan atau pengbapusan tarif dan 

berbagai bentuk dan jenis bambatan yang merintangi arus 

pendagangan intemasional, secara unilateral ataupun multilateral." 

4. Kapitalisrne adalab pandangan yang mengacu pada aliran barang, 

investasi, dan produksi yang melintasi batas-batas negara.59 

5. Globalisasi ekonomi mengaeu pada aliran barang, investasi, dan 

produksi yang melinmsi batas-batas negana 60 

6. Negara Maju yaitu negara dimana perekonomiannya sudab 

berkembang pesat dan terorganisir dengan baik. 

7. Negara Berkembang adalab negara yang memiliki pendapatan per 

kapita rendab, perkembangan industri keel!, dan sarana sosial 

ekonomi tetbatas.61 

1.5 Metodologi Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metodoJogi penelitian yuridis normatif,62 yaitu 

penelitian hokum yang mengacu kepada kaidab-kaidab atau norma-norma hukum 

,1a ELIPS, Kamus 1/ukum Ekonomi EL!PS, edisi pertama, cet. ke-2, (Jakarta: Proyek ELIPS, 
Departemen Hukum dan Perundang-Undangan Rl, 1991). him. I 03. 

~9 Theo Huijbers, Filsafat Hukum Dalam Lint(lftJn Sejarah, (Yogyakarta: Kanisius, 1982), 
him. 113·114. 

~ Hamza Alavi, Capitalisme Dan Produk Kalcnial, (Jakarta: KITLV Press, l990), bim. 25. 
61 Ibid. 
Gz Penelitian hukum yuridis normatif atau pencJitian nonnatif disebutjuga penelitlan buk\lm 

doktr:inal. Pada penelitianjenis hukum ini, acap kali hukum dikonsepkan sebagai apa yang tertulis 
dalam peraturan perundang-undang atau llukum dikonsepsikan sebag.ai kaidah atau n01ma yang 
merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap panlas. Baa: Amiruddin dan Zainat 
nsikin, Pengantor Metode Penelitian Hufwm, {Jakarta~ RajaGrafindo Persada, 2006), hlm. 118. 
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yang terdapat daJam peraturan pcrundang~undangan.~3 Pada umumnya, penelitian 

yuridis normatif merupakan studi dokumentasi dengan penggunaan data 

sekunder.64 Data sekunder tersebut dapat di!rualiflkasikan sebagai berikut: 

I. Bahan hukum primer, berupa bahan-bahan yang memiliki kekuatan 

mengikat yang berbentuk norma dasar dan peraturan perundang· 

undangan. 

2. Bahan hukum sekunder, menjelaskan bahan hukum primer dan isinya 

tidak mengikat. Seperti literatur bahan hukum resmi dari instansi 

Pemerintah, bahan hukum lain yang dipublikasi dahun bentuk 

pcdoman, buku1 jumal, majalah, makalah1 tesis., dan disertasi yang 

diperoleh dari berbagai sumber. 

3. Bahan hukum tersier, sifatnya melengkapi bahan hukum primer dan 

sekunder. Seperti Kamus Bahasa Indonesia, kamus terrninologi dan 

aneka istilah hokum, ensiklopedia, dan lain-lain. 

Penelitian ini barsifat presktiptif, yakni penelitino yang ditujukan untuk 

mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi 

masa1ah-masalab tertentu.65 PeneHtian ini mengacu pada analisis norma hukum, 

dalam arti law as it is writen in the book (hukum dalam peraturan perundang

undangan).66 Dengan demikian objek yang dianalisis adalah norma hukum, yaitu 

mengkaji peratunm pernndang~undangan mengenai penerapan prinsip National 

Treatment bagi investor asing di Indonesia. 

63 Sudlkno Mertokusumo, Penelilian Hukum Suatu Penguntar, cet II, (Yogya.karta: 
Liberty, 2001), hlm. 29. 

64 Namun apabila data sekunder lersebut temyata dirasakan masilt kuraog, peneliti dapat 
mengadakan wawancaro. kepada narasumber atau informan untuk menambab infonnasi atas 
penclitiannya. Baea: Sri Mamudji, el a!,, Merade Penelitian Dan Penufisan llukum, (Jakarta: 
Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia. 2005), him. 22. 

M Soejono Soekanto, Pengantar Penelinan Hukum, eet. HI, (Jakarta: UI-Press, 2006). him. 
10. 

66 Roland Dworkin, Legal Research, {Daedalus: Spring, 1973), hlm. 250. 
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1.6 Sistematika Penulisan 

Untuk memperoleh gambaran yang jeias mengenai isi dari tests yang akan 

dibuat secara keseluruhan~ maka ditentukan sistematika penulisan dalam suatu 

uraian yang tersusun secara sistematis yang terdiri dari 5 (lima) Bab, yaitu sebagai 

berikut: 

Bah I merupakan pendahuluan yang mengumikan mengenai Jatar belakang 

peneiitian, penunusan masaJah, tujuan dan kegunaan penelitian. kerangka teoritis 

dan konsepsfonal, metodologi penelitian, dan sistematJka penulisan. 

Bab II membahas seputllt GATr/WTO dan perjanjian TRIMs yang 

melabirkan prinsip National Treatment dalam bidang kegiatan penanaman modal 

yang melintasi batas-batas negara 

Bab Iil membahas mengenai Undang"Undang Nomor 25 Tahun 2007 

tentang Penanaman Modal yang menerapkan prinsip National Treatment sebagai 

asas yang berlaku dahnn kegiatan penanaman modal di Indonesia. 

Bab fV membahas mengenal akibat hnkutn dari berlalrunya Undang" 

Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal terhadap peraturan 

perundang"undangan lain di bidang investasL 

Bab V merupakan bagian penutup yang berisi suatu keshnpulan dari basil 

penelitian yang telah dilakukan. Selain ltu, Penulis juga memberikan saran yang 

diharapkan dapat bermanfuat dan tepat sasaran sesuai dengan permasalahan dan 

penuJisan tesis ini. 
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PRINSIP NATIONAL TREATMENTDALAM TRADE RELATED 
INVESMENT MEASURES (TRIMs) 

2.1 Substansi MengenaiPerjanjian GATTIWTO 
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Perkembangan dunia dalam bidang perdagangan menuju pasar bebas 

dimulai pada tabun 1994, dimana terbentuk World Trade Organization (WT0)61 

WTO didirikan sebagai hasil perundingan Pu1aran Uruguay yang diselenggarakan 

dalarn kerangka General Agreement on Tariff and Trade (GAIT), yang dimulai 

pada bulan September 1986 di Punta del Este - Uruguay dan berakhir pads bulan 

Aprill994 di Marrakesb- Maruko."' Perjanjian W1'0beserta seluruh lampirannya 

(annex) berlaku mulai 1 Januari 1995.69 WTO mempakan organisasi yang 

terbentuk untuk menjadi wadab bagi negara-negara anggotanya untuk 

berkonsultasi dan menyepakati atw:an-aturan perdagangan intemasional yang 

lebih terbuka dan lebih adil.7
" Terbentuknya WTO diawali dengan terbentuknya 

General Agreement on Torifft and Trade (GA 1T) 1947, yang merupakan suatu 

perjanjian yang menyepakati atw:an-atw:an dasar di dalam perdagangan.11 

GATT 1947 dilatarbelakangi dengan berakhlrnya Perang Dunia II, dimana 

pads saat itu sebagian besar negara di benua Eropa dan Amerika mengalami 

kesulitan ekonomi yang mengakibatken banyak negara-negara tersebut menutup 

diri untuk melindungi ekonomi di dalam negeri.72 Perlindungan ek:onomi tersebut 

dilaksanakan dengan menerapkan larif bea masuk untuk produk-produk dari 

61 Departemen Luar Negeri Rl, Seki!as WTO (Hrorld Trade Organization), edisi ke4, 
(Jakarta: Penerbit Ditjen Multilateral. 2006), hlm. 3. 

68 Mark R. Sandstrom &. David N, Ooidsweig, ed., Inrematianal Practitioner's D«Skhook 

Series - Neg<>tiating International Commercial transactions, second edition, (Illinois: American 
Bar Association, Chicago, 2003), him. 136. 

w Munir Fuady, Hukum Dagang (Aspek Hukum dari W'IO), eel I, (Bnndung: PT. Citra 
Aditya Bakti, 2004), him, 29. 

'
0 Uepartemen Luar Negeri Rl. Op. Cit .• him. I. 

n H.S. Kartadjoemena, GAIT, WTO. Dan HasU Uruguay Round. cet. ke-2, (Jakarta: 

Penerbit UI-Press, 1998), him. 4. 
72 MunirFuady. Op. Cit., him. 9. 
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negara lain dengan nilai yang sangat tinggi. Hal ini merupakan upaya untuk 

melindungi industri di dalam negeri.13 

Fenomena ekonomi dunia pada masa kini~ membuat negara~negara 

termasuk Indonesia, dituntut Wltuk mengikuti kecenderungan globaJisasi ekonomi 

yang mengarah pada penduniaan dalam arti peringkasan atau perapatan dunia 

(compression of the war/d) dalam bidang ekonomi. Globalisasi ekonomi yang 

juga sernakin dikembangkan oleh prinsip libera!isasi perdagangan (trade 

liberalization} atau perdagangan behas (free trade) lainnya, telah membawa 

pengaruh pada bukum setiap nega.ra yang terlibat dalam globalisasi ekonomi dan 

perdagangan behas tersebut Oleh karena arus globalisasi ekonomi dan 

perdagangan behas itu sulit uotuk ditolnk dan harus diikuti. Sebnb globalisasi 

ekonomi dan perdagangan bebas tersebut berkembang me!alui perundingan dan 

perjanjian intemasional.14 

lmplikasi globalisasi ekonomi itu terbndap hukum tidak dapat dihindarkan. 

Sebab globalisasi hukum mengikuti globalisasi ekonomi tersebut, dalam arti 

substansi berbagai uodang-uodang dan pe!janjian-petjanjian menyebar melewati 

batas-batas negara (cross-border)." Tepatlah pandangan Lawrence M. Friedman, 

yang mengntakan babwa bukum itu tidak bersifat otonom, tetapi sebalikuya 

hukum bersifat terbuka setiap waktu temadap pengaruh luar.76 Dapat dipabnmi 

bahwa globalisasi ekonoral dan perdagangan behas telah menlmbulkan akibat 

yang hasar sekali pada hidang hukum. Negara-negara di dunia yang terlibat 

dengan globatisasi ekonomi dan perdagangan bebas itu, baik Negara Maju 

maupun Negara Berkembang dan bahkan negara yang terbe!nkang harus membuat 

standarisasi hukwn dalam kegiatan ekonominya. 

WTO disebut sebagai pendukung vital untuk rnemperkuat keljasama 

ekonomi dunia dan juga disebut sebagai salah satu organisasi intemasional 

13 Ibid, h1m. 7. 
74 John Braithwaite & Peter Drahos, Global Business Regulation, (New York: Cambridge 

University Press_. 2000), him. 24~23. 
'~ Erman Rajagukguk, Giobalisasl Hukum Dan Kemajuan TeAnologi: lmplikasinya Bagi 

Perufidiktm Hukum dun Pembangunon Hukum Indonesia. Pidato pada Dies Nata!is Universitas 
Sumatera Utarn Ke-44, Medan., 20 Nopember 2001, him. 4. 

16 Lawrence M. Friedman, Legal Cu/tur and the Welfare State: Law and Society - An 
Introduction, (London: Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts, 1990}, hlm, 89. 
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terpenting di bidang perekonomian intemasional, di samping organisasi 

intemasional lainnya. Hal ini dapat diamati dari pendapat Peter D. Sutherland~ 

mantan Direktur Jenderal GAIT yang disampalkan pada World Economic Forum: 

''Money, Finance, and Trade have all to be treated in an integrated way. 
The resources that can be mobilized by the World Bank in support of the 
development of essential infrastructure and enterprise are vital. 
especially to give a lead to promising private sector inilialives. The 
JMF's role of guiding macroeconomic and monetary policy is crucial 
one. And the new WTO will~over and above all its other specific tasks -
provide a much-needed means of gauging the appropriateness and 
effectiveness of micro-economic policies through their impact on trade 
and consistency with multilateral rules". 77 

Tujuan utama WTO sebagai organisasi perdagangan intemasional adalah 

melibe<Biisasikan perdagangan intemasional dan menjadikan perdagangan bebas 

sebegai landasan perdagangan intemasional untuk mencapai pertumbuhan ekonomi, 

pembangunan dan kesejahteraan umat manusia. 78 Sekarang ini substansi 

pangaturan yang ditangani WTO diparluas sampai mencakup bidang-bidang ham 

(new issues) yang sebelumnya tidak pemah dimuat dalam GATT. seperti llUlSalah 

parlindungan llilk Atas Kekayaan !ntelektual (HAKI), masalah kebijakan di 

bidang investasi yang mempunyai dampak terbadap pardagangan, dan masalah 

perdaganganjasa meJaJui General Agreements on Trade in Services (GATS), 

Di dalam WTO, disepakati petjanjian-perjanjian perdagangan intemasional 

yang harus dipatuhi oleh negara-negara anggota WTO. Kesepakatan-kesepakatan 

yang terdapat di dalam petjanjian perdagangan di bawah WTO utamanya adalah 

untnk mengw:angi hambatan-hambatan balk berupa penetapan tarif ataupun non

tarif.79 Hambatan-bambatan terse but termasnk pengenaan bea IilllSnk dan tindakan 

pelarangan impor atau pembatasan kuantitatif impor melalui pangaturan koota 

terhadap barang sccara seleklif."' Sejak pambentukan GAIT 1947 telah 

11 Peter 0, Sutherland. Global Trade - The Next Challenge, Pidato yang disampaikan pada 
World Eccnomic Forum, Davos. tanggal28 Januari 1994. 

13 Daniel S, Ehrenberg, The Labor Link: Applying the International Trading System to 
Enfarce Violation of Forced and Child Labor, voJ. 20. (Yale Journal Intemati.onal Law, 1995), 
him. 39L 

79 Departemen LuarNcgeri Rl, Op. Cit., hlrn, 6, 
Sl) Ibid 
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diselenggarakan sembiian putaran negosiasi perdagangan.81 Putaran negosiasi ini 

tujuan utamanya adalah untuk rnelakukan perundingan masalab penumnan tarif 

atas barang impor.82 Hasil yang telah dicapai melalui perundingan~perundingan 

tersebut adalah penurunan tingkat tarif secara teratur atas produk industri yang 

berkisar pada persentase 6,3% peda akhir era 1980." Perkembangan yang timbul 

peda masa setelab era 1980, rnendorong pembabasan tentang bambatan-hambatan 

non-tarif yang terdapat di dalam barang, jasa, dan hak kekayaan intelektua.L"' 

Unruk mendorong keikutsertaa.n Negara Berkembang dalam perjaqjian 

WTO, malea di dalam perjanjian-perjanjian perdagangan intemasional di bawab 

organisasi ini terdapat pengeenalian yang diberikan kepada Negara Berkembang 

dan Terbelakang. Pengeenalian tersebut disebutkan dalam semua perjanjian yang 

disepakati yang dikenal dengan istilab Special and Differential Treatment Clause 

(S&D)." lmplimentasi dari ketentuan perlakuan yang kbusus kepada Negara 

Berkembang dan terbelakang ini sering kali menjadi hambetan di dalam 

penmdingan perdagangan dikarenakan penerapen akan S&D sangat ditentang oleh 

Negara Maju yang memandang perlakuan yang berbeda ini akan lebib 

mengganggu perdagangan intemasional daripada aspek menguntungkannya_ 86 

Peran GATT di dalam perdagangan intemasional semenjak dibentuknya 

WTO jauh lebih memberikun kuasa kepada WTO untuk mengontrol kebijakan 

ekonomi dari negara anggota. Di dalam wadab WTO, perjanjian perdagangan 

intemasional tidak hanya mengatur lalu-lintas barang, akan tetapl juga sektor jasa, 

hak kekayaan intelektnal, dan penanaman modal." Utamanya WTO juga 

menyepakati adanya suatu sistem penyelesaian sengketa di dalam Dispute 

fil Ibid 
82 ll>id 
&:1 lbid 
84 H.S. Kartadjoemena, GATT, WT0 dun H~·il Uruguoy Round, cet ke-2, (Jakarta: Ul

Press, 1998), him. n 
ss Joseph E. Stiglitz & Andrew Chariton, Fair Trade FQf All- How Trade Can Promote 

Development, (United Kingdom: Oxford University Press, Oxford, 2007), him. 88. 
86 John H. Jackson. et, al., Legal Problem of Jnlel'nalional Economic RefatitJns- Cases, 

Materials and Text an the National ami Jntematicmal Regulation of Transnational Ecwwmic 
Reiwion, Fourth edition,. (Minnesota: West Publishing Co, St. PaW, 1995), hlm. 187, 

87 Baca: Bossche &. Peter Van den, The Law and Policy of the World Trade Organization
Tw:r, CCJ:ms and Materials, sb;,th edition, (United Kingdom: Cambridge University Press, 2007). 
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Settlemenl Understanding (DSU)~ yang memberikan hak yang sah kepada negara 

anggota untuk menentang kebijakan-kebijakan perdagangan negara lain dalam hal 

kebijakan tersebut menimbulkan kerugian.88 

Negara anggota WTO berdasarkan kebijakan perdagangan intemasional 

yang ketat, tidak mungkin lagi dapat dengan bebas mengan1bil kebijakan 

perdagangan internasional yang protektif untuk industri dalam negerinya seperti 

pemberian subsidi atau ketentuan muatan nasional atas barang (local content).89 

Dapat disimpulkan dalam hal ini ruang gerak negara anggota untuk memberikan 

perlindungan atau dalarn kaitannya dengan Negara Berkembang membangun 

industri nasionalnya menjadi terbatas karena kedaulatan negara untuk menentukan 

arab kebijakannya telah ditundukan di bawah WTO. 90 

Bertiasarkan kenyataan tersebut, memberikan pemahaman sistem 

perdagangan bebas yang diterapkan oleh WTO, lebih memberikan hambatan 

kepada negara anggota daripada memberikan keuntungan untuk pembangunan 

negaranya. Salah satu contoh yang dapat diambil adalah kenyataan yang terjadi 

terhadap Vietnam, Argentina dan Haiti. 91 Vietnam yang peda awal era 

perdagangan tahWl 2000 belum menjadi peserta dari WTO. akan tetapi 

pembangunan ekonomi yang dilakukan sejak tahWl 1980, saat ini memiliki tingkat 

pertumbuhan ekonomi yang tinggi. 92 Sebaliknya Argentina dan Haiti yang 

merupakan anggota WTO dari tahun 1990-an, temyata pertumbuhan ekonominya 

tidak meningkat behken cendeCW>g berhenti. Kemiskinan meningkat dan hutang 

luar negeri mcningkat yang pacta akhimya menimbulkan sengketa politik yang 

cukup besar antara tahun 2000-2003.93 

sa Huala Adoi( Hukum Pcnyelesalcn Sengketa lnternasional, cet. ke--2, (Jakarta: Sinar 
Grafika OffSet, 2006), him. !32. 

119 Baca: Andreas F. Lowenfeld, International Economic Luw, (United Kingdom: Oxford 
University Press, Oxford, 2002), 

00 Baca: Stephen Woolcock, The Multilateral Trading System into the Nmv Miltenium, 

dalam 1'rade Pofilic: lntenational Domestic and Regional PerspeCJives. 1999). 
!fl. Bruce Ross Larson, ed,, Making Global Trade Work for People, (United Kingdom: 

Earthscan Publication, 2003), him. 27. 
92 Ibid 
'IJ Sarah Anderson, Argentina and The IMF. Dalam Alternatives Task Force of the 

International Forum on Globalization, AlternaJives 10 Et;anomic Globalization: A Better World is 
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Kekuasaan wro tidak hanya menimbulkan kerugian pada Negara 

Berkembang. Dengan penerapan pasar hebas oleh WTO, banyak sekali perusahaan 

di Negara Maju yang memindahkan proses industri ke Negara Berkembang yang 

dianggap memiliki tingkat biaya rendah. Sehingga mengakibatkan penurunan 

penyerapan tennga keJja di negara induslri maju yang dalarn jangka panjang 

menciptakan tingkat penganggaran yang tinggi dan tingkat kesejateraan yang 

menurun.94 

Keseluruban petjanjian WTO pada akhlrnya banya memherikan 

keuntungan pada segelintir perusahaan multinaaional dengan modal yang besar. 

Tujuan u!ama dari WTO untuk mengembangan pembangunan ekonomi yang 

merata saat ini, dikesampingkan dengan pengembangan pasar hebas untuk 

perusahaan multinaaionul yang kecenderungannya merupakan perusabaan

perusahaan dari kelompok Negara Maju seperti Amerika Serikat, Jepang, atau 

negara di benua Eropa.'' Pengesampingan dari tujuan utama tersebutkan 

diakibatkan pernbantukan dari peJjanjian perdagangan seperti Trade Related 

111Veslment Measures (TRIMs) dan Trade Related Aspect of Intellectual Property 

Rights (TRIPs).% Berdasarkan TRIPs perusahaan multinaaionul saat ini tidak 

hanya dapat menjadi pemegang paten penemuan-penemuan bam {invention), 

tetapi kini perusahaan multinasional juga dimungkinkan dapat memegang hak 

intelaktual terhadap produk yang tidak dikategorikan sehegai invensi seperti benih 

atau varietas unggul tauaman yang sangat penting bagi Negara Berkembang yang 

mayoritas merupakan negara agricultural." Kebijakan perdagangan dalarn TRIPs 

tersebut di atas akan mempersulit Nega:ra Berkemhang untuk meoingkatkau 

Possible. Edited by John Cavanagh. (United States of America: Berret- Koehler Publisher, 2002), 
h1m. 35. 

94 A.F. EHy Erawati, GlabaUsasi dan Perdagangan Bebas: Suatu Pengantar, Mlam Aspek 
Hulwm dari Perdagangan Bebas- Menelaah Kesiapan Hukum Indonesia dalom Melaksanakon 
Perdagangan &bas. Edited by Ida Susanti dan Bayu Seto, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 
2003), him. 30-3L 

9~ Ibid., hlm, 31. 
96 Baca: John Braithwaite & Peter Drahos, Global Business Regula1ion, {United Kingdom: 

Cambridge University Press., cambridge, 2000). 
91 Vandana Shiva,. Fr(Jfll Commons I() Corporate. Patents on Life. Dalam Alternatives Task 

Force of the [ntemational Forum on Globalh:ation, Alternalives to Economic Globalization~ A 
Better World Js Possible. Edited by John Cavanagh, (United States of America: Berret - Koehler 
Publisher, 2002), blm. 35. 
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tingkat ekonominya yang sangat bergantung pada sektor pertanian, dikarenakan 

akses atas benih dan varietas unggul menjadi terbatas. mengingat perusahaan 

multinasional akan menjual produknya sebagai komoditi dengan harga sesuai 

permintaan (harga pasar). 

Berdasarkan atas kenyataan ini pard aktivis lingkungan hidup menyatakan 

bahwa hal tersebut merupakan pelanggaran dari hak para petani, mengingat benih 

tanaman yang telah dipatenkan oleh perusahann multinasional tergolong sehagai 

genetic commons. Genetic commons merupakan benih tanaman yang senyatanya 

telah dikembangkan dalarn kurun waktu lama oleh para petani dan dikembangkan 

secara tradisional, dengan proses sosialiasi yang juga tradisionaJ'' Selah! TRIPs, 

perjanjian WTO yang juga tidak mengakomodir kepentingan dari Negara 

Berkembang adalah TRIMs. Sebelum diterapkannya TRIMs. prinsip penanarnan 

modal intemasional didasarkan pada Pasal 7 dari Charter of Economic Rights and 

Duties of States (CERD) yang rnenyalakan Negara memiliki kedaulatm dan 

tanggong jawah untuk mengembangkan peningkatan ekonomi, sosial, dan budaya 

yang pelaksanaannya dilaknkan dengan kebebasan peoetapan kebijakan-kebijakan 

yang dapat mendukung tujuan pembangunannnya.99 Di dahnn CERD Pasal 2 ayat 

(2) huruf b, juga menentukan negara yang berdaulat merniliki hak untuk mengatur 

dan mengawasi kegiatan-kegiatan usaha dari peruaahaan multinasional di 

negaranya untuk melindungi sektor ekonorni dan sosiainya. K<:dua prinsip dasar 

yang ditetapkan oleh CERD pada intinya menentukan hak negara untuk 

membentuk kebijakan penanarnan modal yang lebih ditujukan kepada 

pembangunan nasional. 100 

Penerapan TRIMs telah melanggnr segala kebijakan yang dapat dilakukan 

oleh negara untuk melaksannkan pembangunan ekonorni nasional, Salah satu 

kegiatan yang dilarang ndalah ketentuan tentang dlakrimlnasi produk nasional dan 

asing. Kebanyakan industri nasional di Negara Berkembang digolongkan sebagai 

S1 Ibid. 
JW Lihat: Pasal 7 dari The Charter of Economic Righls and Duties of Stales. GA Res. 

328I(lodK), UN GAOR, 29Ut Se"" Supp. No. 31 (1974) 50. 
100 Martin Khor, The WTO and the South: implications of The Emerging Global Economic 

Governance for Development. dalam GlobalizaJion versus Development. Edited by Jomo K.S & 
Shyamala Nagaraj, 200 I, him. 61. 
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infanf industry, yang pada intinya merupakan industri yang masih dalam tahap 

pengembangan dengan tingkat produksi rendah. Persalngan tidak sehat dalam hal 

ini tercipta karena persamaan perlakuan antara infant industry dan perusahaan 

multinasional dengan tingkat modal dan produksi tinggi. Selayaknya melalui 

CERD Negara Berkembang dapat melaknkan pengembangan industri·industri 

kecil ini, melalui subsidi ataupun pembatasan keota, tetapi dengan diterapkannya 

TlUMs maka hal rersebut tidak dapat dilaksanakan. 

Peljanjian lain yang juga menjadi suatu hambatan untuk pembangunan 

nasional Negara Berkembang adalah petjanjian dalam bidang pertanian, yang 

memberikan pengecnalian kehcrlaknkan aturan di dalam Agreement on Subsidies 

and Countervailing Measures, Disebutkan di atas, Negara Berkembang secara 

mayoritas merupalom negara yang unggul dengan produk pertanian, tetapi melalui 

petjanjian pertanian, kegiatan tersebut dihambat yang mana saat ini negara 

industri maju masih menggunakan subsidi yang sangat tinggi untuk melindungi 

sektor pertanian dl negaranya. 

Di dalam GATT 1994, tidak mengetur seeara spesifik tentang dampak 

pasar bebas terbadap lingkungan hidup atau pembatasan a1om tindakan 

perdagangan yang memberikan dampak negatif pada lingkungan hidup. Saat ini 

banyak negara anggota yang menggunakan isu lingkungan hidup sebagai salah 

satu alasan penerapan kebijalom proteksionis. Salah satunya adalah sebagaimana 

yang terjadi pada penyelesaian sengketa melalui DSB atas Sengketa US - Shrimp 

yang dldasarkan pada tindalom Amerika Serikat melarang impnrt udang dari 

negara-negara anggota WTO berdasarkan peraturan Section 1509 of US Public Law 

1 Of-I 62, 101 yang ditangkap dengan cara yang dapat membunuh kura-kura. 

Pengajuan penyelesaian sengketa tersebut diajukan oleh India, Pakistan, 

Malaysia, dan Thailand selaku pengekspor udang ke Amerika Serikat. 102 

A.rgomentasi keempat negara tersebut adalah larangan irnpnrt udang Amerika 

101 P:rabbash Ran jail, Discussions On Disputes - Shrimp-Turtle Dispute Between The Us and 
India, Malaysia, Pakistan, Thailand. Diakses melalui http://www.centad .org/dlsputes_dis~02.osp 
pada tanggal l3 November 2008. 

m:t WTO, Condemns US Shrimp Ban, Recommends Negotiated Solutions io CohServe Sea 
Turtles. Diakses metalui http:llwww.icrsdorf?htmlfreview2-3.8.htm pada tanggaJ 13 November 
2008. 
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Serikat merupak:an pelanggaran dari Pasal XI, GATT 1994 tentang quantitative 

restriclion Bilarnana di!ihat dari keadaan perdagangan udang di Amerika Serikat 

pada saat itu, keempat Negara Pernohon rnenguasai sebagian besar dari 85 persen 

pasar udang Amerika Serikat103 Hal tersebut juga menekan industi udang 

Amerika Serikat untuk menjual murab udang dan produksi udangnya. 

Hilangnya pasar tersebut akan memb<:rikan dampak yang sang& besar bagi 

ekonomi keempat Negara Pemohon khususnya untuk industri udang nasionalnya. 

Ekuador yang juga merupakan negara pengekspor udang ke Amerika Serikat tidak 

mengajukan penyelesaian sengketa ini, !<arena kerugian yang diderita oleh 

Ekuadnr kurang dari 10 person dari keseluruhan pasar udang Ekuador, yang 

pengaruhnya tidak terlalu besar terhadap ekonomi Ekuador.'"' Perbandingan 

antara keadaan keempat Negara Pemohon dengan keadaan Ekuador maka dapat 

terlihat kerugian ekonomi merupakan faktor utama diajukannya penyelesaian 

sengketa dalam kasus USA-Shrimp. 

Berdasarkan atas eontoh kasus di atas, maka permohonan penyelesaian 

sengketa memang selalu didasarkan pada suatu petjanjian WTO, akan tetapi 

pengajuannya sandiri didasarkan pada keadaan yang merugikan atau dapat 

merugikan negara yang mengajukan kasus tersebut, bilarnana tindakan 

pelanggaran tersebut tetap dilaksanakan. 

Perkembangan dari perjanjian-petjanjian di dalam wadah WTO, telah 

memberikan pembatasan kedaulatan negara un.tuk mencrapkan kcbijakan yang 

dapat meningkatkan pcmbangunan ekonomi di negaranya. Idealisme dari WTO 

yang cenderung memaksakan pemb<:rlakaan pasar bebas di Negara Berkembang 

dan persamaan perlakaan dongan negara industri maju telah menimbulkan 

kesenjangan yang lebih jauh. Prinsip persamaan perlekuan yang ditentaksn oleh 

WTO yang dipakankan penerapannya kepada sebagian besar Negara Berkembang, 

memberikan ekibat negatif. PerSaingan yang tidak sehat dengan kebijakan pasar 

b<:bas WTO, dapat timbul antara Negara Bcrkembang dan Negara Maju, atau 

antara perusahaan nasional dan perusahaan multinasional. Persamaan perlakuan 

!OJ Andrew Schmitz, et a!., InlernaFional Agricultural Trade Disputes: Case Studies in 
North America. Diakses melaiuihttp://adis.ifas.ttfteduJFE381 pada tanggal13 November 2008. 

104 WTO, Op. Cit, 
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dalam perdagangan tersebut diterapkan kepada negara atau industri dengan modal 

yang sangat kecil, 1ingkat teknologi yang rendah serta tingkat produksi yang 

masih sangat kecil dibandingkan Negara Maju dan perusahaan multinasionalnya 

yang memiliki tingkat produksi, modal, dan teknologi yang sangat tinggi. 

2.2 lnvestasi Dalam Kerangka WTO 

Perkembangan ekonomi dan perdagangan pada kenyataannya terbawa oleh 

arus komunikasi sejagad atau globalisasi yang Ielah meluluhkan ketegasan batas

batas negara dan sekat-sekat geografis yang terwujud lewat perdagangan 

iotemasiona1 dan pola bisnis melal.ui komunikasi maya. 

Dalam konteks ini, menarik apa yang dikemukakan oleh Heidi dan Alvin 

Toftler bahwa dampak pertama globalisasi adalah menurunnya dampak lokasi. 

Hal itu memungkinkan perusahaan-perusahaan internasional memperoleh 

keunggulan terhadap perusaltaan yang masih teipaku pacta orientasi domestik. 

Dalam fase pertama globalisasi, globalisasi itu sendiri yang menyajikan 

keunggulan. Karena dengan demikian, herbagul perusahaan internasional 

memiliki kemampuan untuk memanfaatkan dan memobilisasikan masukan dan 

aset melewati batas-batas nasional. 106 Dunia tanpa batas seperti dinyatakan 

Ken.ichi Obmae bukanlah khayali, melainkan realita yang hams dihadapi106 

Tentang globalisasi itu sendiri berhagai paker telah memberikan pengertian atau 

komentar. Barbara Parker menanggapi kenyataan globalisasi tersebut dengan 

mengatakan: 107 

"There is growing sense that events occurring throughout the world are 
converging rapidly to shape a single, integrated world where economic, 
social, cultural, technological, business, other influences cross traditional 
borders, and boundaries such as nations, national cultures, time space, 
and business industries with increasing ease". 

!{15 Heidi & Alvin Toffler, Rethinking The Futvre, (Jakarta: Gramedia Pusr.aka Utama,. 
2000), hlm. 80-81. 

106 Soedjono Dirdjosisworo, KaidiJh..Kaidoh Hukum Perdagangan lnternasional 
(Perdagangan Multilateral) versi Orgtmisasi Perdagangan Dunia (WMld Trade Orgonizalion), 
(Bandung: Utomo, 2004), him. 19. 

w1 Ade Maman Suberman, Aspek Hukum Dafam El«momi Globaf, (Bogor: Ghalia 
Indonesia, 2005), him. IS. 
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Berdirinya WTO sekaligus juga menghasilkan konvensi multilateral yang 

memberi landasan yang disertai kaidah-kaldah atau norma-norma yang mengatur 

hubungan perdagangan internasional. Dengan kala lain, telah dihasilkan bukum 

yang mengikat negara-negara anggota khususnya di bidang perdagangan. 1011 

Liberalisasi perdagangan yang illb>in diterapkan WTO pasca Putaran 

Uruguay mengarah pada kecendenmgan perluasan bidang cakupan pengaturan 

WTO Bidang-bidang yang keterkaitannya dengan perdagangan belum teruji 

secara mcyakinkan dan bclum diterima oleh sebagian bcsar anggota WTO yang 

ingin ditundukkan ke dalam rezim WTO. Salah satu bidang yang termasuk 

kontroversial adalah bidang penanarnan modal.109 

Dilihat dari perspektif Negara Berkembang, kebijaksanaan di bidang 

investasi menyangkut pertimbangan mengenal masalah-masalah yang cukup luas 

dan tidak saja bcrkaitan dengan masalah perdagangan. Bahkan dapat ditekankan 

bahwa dalarn sebagian bcsar keputusan yang menyangkut kebijaksanaan investasi, 

lebih banyak perhitungan yang mencalrup masalah makro ekonomi, stabilitas 

sosial maupun pembangunan regional daripada masalah perdagangan semata

mata. Olch karcna itu, sulit diterima bahwa suatu kebijaksanaan yang menyangkut 

masalah yang calrup luas ini harus disubordinasikan ke dalarn masalah 

perdagangan.IIO 

Negara Berkembang. termasuk Indonesia, senantiasa mempunyai 

keinginan kuat untuk melaksanakan pembangunan ekonominya. Aknn tetapi 

keinginan ini tidak didukung sepenuhnya oleh cukup tersedianya swnber~sumber 

dana di dalarn negeri, karena masih dihadapkan pada suatu situasi yang cukup 

diJematis, yang di dalam dunia perekonomian biasa disebut dengan istilah 

';lingkaran kemiskinann, 

PembangWlan ekonomi membutubkan sumbcr daya alam yang banyak, 

tenaga terarnpil yang cukup, rnanajemen yang balk, stabi!itas politik yang mantap, 

dan lain-lain sebagainya. Namun, persoalan utama terletak pada kebutuban akan 

108 Ibid. 
109 Mahmul Siregar, Perdagangan lnternosional Dan Penanaman Modal, (Universitas 

Sumatera Utara: Sekolah Pascasarjana, 2005). hlm. 344. 
110 H.S. Kartadjoemena,. Op. Cit .. blm. 220. 
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sumber modal untuk investasi, karena balk Pemerintah maupun swasta 

memhutuhkannya untuk membiayai proyek-proyek pembangunan yang 

dilaksanakan dengan cara mengimpor, baik keahlian (manajemen dan teknologi), 

jasa, maupun barang dan peralatan. 

Dalam mengupayakan sumber-sumber tersebut, serta untuk memacu 

pembangunan melalui pertumbuhan ekonomi, maka Pemerintah dihadapkan pada 

keharusan menggerakkan peran sektor swasta yang antara lain dengan berusaha 

menarik investasi asing. 11 1 Masalab investasi sebenamya tidak hanya mempunyai 

dimensi perdagangun intemasional tapi juga sangat dipengaruhi oleh aspek 

ekonomi, sosial politik, dan budaya yang notabene tidak tennasuk dalam 

konsentrasi WTO. Kenyataan adanya saling keterkaitan yang erat antara investasi 

dan perdagangan internasional, Ielah melapangkan jalan masuk bagi rnasalab 

investasi secara komprehensif untuk dimasukkan dalam kernngka WTO.' '1 

Tak dapat dipungkiri babwa investasi langsung yang dilakukan oleb 

perusahaan-perusahaan multinasional akan memberikan s~umlab keuntungun 

bagi Negara Penerima atau Host Country. Tidak saja berupa penerimaan devisa 

melalui pergerakan modal, tetapi juga lebih penting lagi adalah teknologi, 

manajemen, keahlian, dan pengetahuan lainnya. Keadaan ini akan sangat 

menunjang pencapaian tujuan pembagian kerja secara intemasiona1 karena 

pergerakan faktor pmduksi ke negara-negara Host Country akan saogat membantu 

mereka memperkuat spesia.Hsasi yang mereka lakukan. 

m AroirizaT, Hukum Bisnis, Deregulasi, Dan Joint Venture di Indonesia. Teori Dan 
Praldek, (Jakarta' Djamb-, 1996), blm.l. 

m Mahmul Siregar. Op. Cit., him, 35, mengutip Remme Ruggioero da!am Foreign Direct 
lnvestmenl and The Muflilateral Trading System, Transnational Corporation. Menjelaskan bahwa 
sistem pedaganga.n intemasional yang liberal barus didukung oleb rezim investasi yang liberal. 
begilu pula sebalinya. Lebih lanjut dikatakan bahwa sistern per-dagangan intemasional yang liberal 
bertujuan untuk menfasHitasi pembagian ke;ja yang sating menguntungkan, dimana masing
masing negara akan melakukan spesialisasi dalam bidang·bid811g terbaik yang dapat mereka 
lakukan. Slstem perdagangan internasional yang liberal akan membuka pasar intemasional secara 
luas. tanpa terganggu hambatan-hambatan perdagangllll, Pada gilirannya keterbukaan pasar yang 
demikian akan mengubab pola bisnis perusahaan multinasional, dimana dalam usahanya 
memenubi supply pasar !ntemasional dan me!ldekatkan diri dengan konsumen perusahaan 
multinasional akan terdorong untuk melakukan iovcstasi langsung ke luar negeri. 
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Pandangan di atas memberikan pengakuan pada peran yang sangat besar 

dari perusahaan multinaslonal dalam meningkatkan pertumbuhan perdagangan 

intemasional dan kesejahteraan dunia, Oleh karena itu) perusahaan-perusahaan 

tersebut perlu mendapatkan ruang gerak yang lebih bebas untuk melakukan 

aktifitas investasi yang didukung oleh rezim hukum investasi multilateral yang 

terprediksi~ transparan, dan tanpa diskriminasi. 

Gerakan menuju apa yang disebut globalisasi ekonomi adalah manifestasi 

baru dati perkembangan kapitalisme sebagai sistem ekonomi intemasional. Jika di 

masa lalu globalisasi ekonomi lahir dengan kekerasan dalam alam kolonialisme, 

pada masa lcini globalisasi ekonomi berkembang dengan jalan damai melalul 

perundingan dan petjanjian intemasional. 113 Globalisasi ekonomi tersebut dengan 

sendirinya diikati pula oleh globalisasi hukum dalam arti berbagai prinsip dan 

substansi peraturan hukum dan peijanjian-peljanjian menyebar melewati betas

betas teritorial Negara. Globalisasi hukum tersehut dapat teljadi melalui peijanjian 

dan konvensi intemasional~ perjanjian privat dan institusi ekonomi baru.114 

Globalisasi hukum tersebut kemudian diilruti pula oleh globalisasi praktek 

hukum dimana antara laio konsultan hukum suatu negara dati suatu sistero 

hukum, dapat bekeija di nega:ra laio yang mempunyai sistem hukum yang 

berbada."' Pada masa lalu, globalisasi ekonomi banyak diperankan oleh 

perusahaan multinasional dengan cara senantiasa mencari pasar baru dan 

memaksimalkan pasar mereka dengan mengekspor modal dan re-organisasi 

struktur produksi. lnvestasi difokaskan pada mencati bahan-beban mentah dan 

mernproduksi bahan-bahan dasar. Oleh Gilbert Clee dalam artikelnye di Harvard 

Busines Review 1959,1i 6 praktek bisnis perusabaan semacam itu disebut dengan 

istilah Global Enterprise yang mengaudaikan terbentuknya pasar yang homogen 

H3 Erman Rajagukguk. Globalisasi Hukum Dan kemajuan Teknoiogi,· lmplikasinya Bagi 
PenduJikan Hukum Dan Pembrmgrman Hukum Di Indonesia. Pidato pad a Dies Nalalis Univen:;ita.s 
Sumatera Utara ke44, 20 NoVember 2001, him. 4, mengutip John Braithwaite and Peter Drahos. 
Global Business ReguJoti011. (New York: Cambridge Universiy press, 2000}, him, 2!-24. 

w Ibid, blm, 4. 
m ibid, mengutip Peter Roorda, The lnternarlooali::ration cjThe Practice of law, vot 28.. 

(\Vake Forest law Review, 1993)_. hlm. 141~159. 
114 Kenicbi Ohmae, Triad Power, The Coming Shape ofGiabol Competition, (Harvard 

Busines Review, 1985), blm. vll. 

Universitas Indonesia 

Penerapan Prinsip..., Andri Satria Permana, FH UI, 2009



43 

dan mendorong perusahaan-perusahaan Amerika untuk membeli bahan mentah di 

seluruh dunla dengan harga murah, mernproduksi di negara-negara lain dengan 

biaya buruh rendah, dan menjualnya di pasar-pasar yang menjanjikan. Model ini 

sebenarnya didasarkan pada konsep optimasi yang sebenarnya Ielah banyak 

dikecam dan dianggap tidak up to date lagi (Fhe old model of the multinational 

enterprise has become obsolete)-

Namun demikian, rerlepas dari model atau praktek bisnis dari perusahaan

perusahaan multinasional di berbsgai negara, kbususnyn di negara-negara sedang 

berkembang, berbagai permasalahan-permasalahan atau kegagalan-kegagalan 

yang dialarni yang penyebabnya serlngkali dialamatkan peda hukum dan praktek 

hukum di negara dimana peru..vthaan tersebut beroperasi. 

Dalam konteks ini menarik untuk disimak apa yang dikemukakan oleh 

Keinichi Ohmae117 menyindir perusahaan multinasional yang mengalarni 

kegagalan di negara sedang berkembang sebagai berikut: 

"In the end, rather than acknowledging their own strategic blunders the fire 

fighters who have been sent, as well as the corporate executive, start finding 
goad excuses: 

The competitors have natural (or "unfair") advantages. 
- Government regulations are too restrictive to foreigners and we 

suffer (bold pen). 

The fire fighter's predecessor allowed the employees to destroy 
each other (or go home at 4:30, it doesn't matter). 

- The company's product's FOB price is 20 percent higher than the 
competitor's shipment price. 
The competitor's turnaround time (from design to mass production 
shipment) is only one third of the company's, and the firm's 
engineer are not very cooperative. 
You can 'I get competent managers to work for a foreign subsidiary 
(or, if you hire managers who are too good. they will not put up 
with our corporate nonsense, or whatever). n 

Apa yang hendak ditekankan oleh Penulis dalarn kutipan tersebut di atas 

(khususnya paragraf ke-2), adalah bahwa kepentingan ekonomi global, lebih 

spesifik Iagi kepentingan perusahaan asing atau multinasional senantiasa berkaitan 

117 Kenichi Ohmae,lbid, hlm. 52. 
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atau dikaitkan dengan kondisi hukurn baik dalam pengertian hukum substantif 

(law in the books) maupun dalam pencrapannya (law in action) di suatu negara, 

khususnya di Negara Berkembang dimana perusahaan yang bersangkutan 

beroperasi. 

Dari urnian tersebut di atas, dapat dipahami jika Negara Berkembang 

seperti Indonesia menarub perhatian yang besar dalam pembangunan hukum 

nasionalnya, sebagai respon terharlap tuntutan globalisasi ekonomi yang telah 

merembes ke seluruh penjuru dunia tanpa mengenal batas-batas negara. Dalam 

konteks tersebut, hukum diharapkan dapat mengbarmoniskan antara kepentingan 

negara tempat investasi dengan kepentingan investor asing. Bagi negara tempat 

investasi, penanaman modal yang dilakukan oleh pibak asing, memberikan 

manfaat yang besar guna meningkatkan laju pertumbuban ekonominya. 

Sedangkan bagi investor asing, lemahnya perangkat hukum di negara tujuan 

investasi dapat mengharnbat pertumbuban usuba yang pada gilirannya merugikan 

kepentingan bisnisnya. Sebingga, tidak ada jalan lain kecuali membenahi 

perangkat hukum agar kedua kepentingan tersebut dapat diakomodasi dan 

diharmoniskan. 

Keeenderungan WTO untuk menjadi "keranjang sampah" bagi masuknya 

isu-isu bam ke da1am sistem WTO akan menjadikan sistem perdagangan menjadi 

penub dan membengkak. Hal ini menyebabkan WTO tidak akan mampu 

menyelesaikan tugas yang sebenarnya, karena WTO terus menerima tugas baru 

yang tidak coeok untuk diselesaikan, dan terus bergulat dengan isu-isu baru yang 

rumit dan memerlukan pemahaman barn. 

Adanya WTO sebagai organisasi intemasional baru di bidang perdagangan 

memerlukan perbatian kbusus. Keberadaan WTO tentu saja meningkatkan upaya 

multilateral dalam melaksanakan prosedur penyelesaian sengketa secara terpadu 

(integrated dispute settlement), Bagi Indonesia maupun kelompok Negara 

Berkembang lainnya diperlukan perhatian mengenai kemungkinan dilakukannya 

retaliasi dengan cara penangguhan konsesi dan kewajiban olell complaining party 

balk secara lintas sektoral maupun antar peresetujuan-persetujuan yang dieakup 

!VTO. 
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Adanya keljasama yang erat antara WTO, IMF, dan World Bank dalam 

kaitan dengan kebijaksanaan perekonomian global ada makna positifnya yang 

perlu dipertahankan. Namun dernikian, hal ini memang perlu diwaspadai oleh 

Negara Berkembang yang masih memerlukan pfnjaman luar negeri~ tenna.<mk dari 

JMF dan World Bank, agar tidak menimbulkan cross condi!iona/ity antard bak dan 

kewajiban dalarn WTO dengan kemungkinan memperoleh pinjaman dari JMF dan 

World Bank. 

Tentu s!\ia, dengan adanya sistem WTO, perdagangan internasional 

semakin dipengaruhi oleh apa yang teljadi dalarn WTO. Bagi Negara 

Berkerobang, terutama Negara Asia Pasifik yang sangat memerlukan kelanjuta:n 

dari sistem perdagangan dunia yang terbuka, diperlukan adanya langkah untuk 

lebih memanfaatkan dan mengarnbil pecan dalam kegiatan WTO agar sistem 

intemasional yang terbuka dapat tetap dipertabaakan. 

Namun demikian, peljanjian internasional dalam bidang ekonomi 

tennasuk dalam bidang investasi tentu saja dibentuk oleh negara-negara yang 

mempunyai kepentingan yang bebeda-beda. Negara-negara yang memiliki 

kepentingan yang berbeda-beda tersebut dikelompokkan dalam Negara Maju dl 

satu sisi dan Negara Berkembang serta Negara Terbel!lkang di sisi lain. 

Perbedaan kepentingan dan kemampuan ekonomi kedua kelompnk negara 

tersebut menimbulkan cora mernandang hukum intemasional yang berbeda pula. 

Negara Maju memandang hukwn internasional sebagai sesuatu yang harus 

dipatuhi dan dihormati oleh negara-negara. Sikap seperti ini tidak lebih 

dikarenakan hukum internasional lebih mcnjamin kepcntingan-kepentingan 

Kelompok Negara Maju. Perjanjian-peljanjian inemasional dalam bidang 

ekonomi dan investasi lebih banyak memberikan perlindungan kepada pelaku

pelaku usaha dari Negara Maju. 1" 

Masalah-masalah perdagangan yang terkait dengan investasi asing 

sebenarnya sudah masuk dalam sistem WTO sejak bergulimya Putaran Uruguay. 

Hanya saja ruang lingkup basil kesepakatan terkait dengan masalah investasi 

1111 Antonio Cassese, International Law in A Divided World. Dikutip da!am Hikmahanto 
Juwana, Hukum Inlernasional Dalam Konjlik Kepentingan Ekonami (1), Hukum oniine.oom. 
sebagaimana dikutip dalam Mahmul Siregar, Op. Cit .• hlm. 148, 
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dalam Putaran Uruguay tersebut kurang memuaskan bagi Negara Maju, 

mengingat penerapannya yang sangat terbatas. Agreement on TRIMs hanya 

mengatur aspek kebijakan yang potensial menimbulkan distorsi pada arus 

perdagangan barang intemasiona1 seperti larangan penggunaan persyaratan 

kandungan lokal, kebijakan keseimbangan perdagangan, pembatasan devisa yang 

dikaitkan dengan ekspor dan pembatasan impor yang dipersyaratkan daJarn 

kegiatan investasi. 

Di bidang TRJMs119 ada dua hal pokok yang sebenamya merupaksn 

tuntutan Negara Maju terhadap Negara Berkembang, walaupun ada pula masalah 

lain yang juga menjadi tuntutan Negara Berkembang. Negara Maju menghendaki 

agar Negara Berkembang tidak menerapkan kebijaksanaan yang menentukan 

investor asing untuk mengakspor sebagian dari prodakainya sebagai syarat untuk 

memperoleh izin penanaman modal (export performance requirement) maupun 

menerapkan kebijaksanaan yang menentukan investor asing untuk rnenggunakan 

sebagian dari input produksinya dari sumber dalam negeri (domestic content 

requirement).12\l 

Fenomena tersebut di atas tidak dapat dilepaskan dari tuntutan Negara 

Maju agar perusabaan-perusabaan multinasional diberikan kebebasan bergerak 

m H.S, Kartadjoemena, Op. Cit., him. 227. mengutip ringkasan basil perundingan Uruguay 

Round di bidang Trafk..Related Investment Measures scbagai berikut: 
a. Dalam Perjanjian ditentukan antara lain bahwa; 

1. Trade balancing (suatu variasi dari export performance) yang mensyaratkan 
agar investasi untuk meng.ekspor suatu porsi dari kegiatannya sebelum 
dibolehkan unruk mengimpor. 

2. Local Confetti Requiremem, yaitu ketentuan untuk meng.gunskan produk 
damestik sebagai syarat untuk nrenanamkan modal, secara bertahap dihapus 
dengan periode transisi selama 5 tahun bagi Negam Berkembang.. 

b. Setiap negara anggota tidak bofeh menerapkan kcbijaksanaan iRJMs yang 
bertentangan dengan GAIT. 

c. Negara anggota harus memberitahu setiap TRIMs yang akan rnemonitor pelaksanaan 
dan operasi ketenwan TRJMs. 

d. GAIT Dispute Settlement berlaku untuk setiap sengketa yang timbul dalam 
melaksanakan dan menafsirkan TRiMs. 

c. Negara~negara anggota dapat rnerevisi ketenruan dalam jangka waktu S tahun. 
f. Dalam 5 lahun setelah pejanjian berlaku, dalam rangka proses untuk menlnjau 

kembali dan melakukan revisi dimungkinkan pula untuk dipertimbangkan 
dirurnuskannya ketentuan mengenai investasi dan compelition policy. 

110 Ibid., him. 220. 
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yang lebih leluasa. Kehadiran perusahaan multinasional telah dijadikan alasan 

pembenar untuk memperkenalkan rezim investasi yang melindungi kepentingan 

dari perusahaan muitinasional di dalam ekonomi negara tuan rumah. Bentuk 

tunggal prakarsa tersebut akan mengarah pada penyediaaa suatu kenmgka 

kebijakan untuk kegiatan operasi perusahaan multinasional sehubungan dengan 

peran kunci mereka dahun ekonomi global. Agreement on TRIMs dan GATS 

dianggap belum cukup untuk membatasi pembatasan-pembatasan yang 

dibebankan oleh kedaulatan Pemerintab atas perusahaaa multinasional. 

Bagaimanapun, sasaran final dari sebuah disiplin investasi multilateral adalah 

memberikan nmng gerak yang lebih Juas bagi perusahaan multinasional dengan 

menghapuskan pembatasan-pembatasan dalarn kegiatan investasi using. 121 

Usulan tentang rezlm investasi multilateral seperti yang diusulkan oleh 

OECD122 pada Singapore Conference sebenarnya kurang memiliki pertimbangan 

yang imat, sehingga diperkimkan akan sangat sulit untuk bisa diterima oleb 

Negara Berkembang. Pertama, belum ada sebuah penelitian empiris seeara 

internasional yang menjelaskan tentang adanya kererkaitan yang erat antara 

kebijakan investasi dengan gangguan terhadap perdagangan intemasional. Apakah 

benar secara meyakinkan bahwa persyaratan investasi di luar pembatasan yang 

dilarang dalarn Agreement on TRIMs dan GATS akan mengganggu perdagangan 

sehinggu harus dilarang oleh WTO. Kedua, belum ada pengalarnan yang 

meyakinkan kesuksesan sebuah rezim invenstasi multilateral yang sifatnya 

mengikat secara hukum. Kelompok Negara Maju memang pemah menggagas 

sebuah kesepakatan multilateral di bidang investasi yang dikenal dengan 

121 Lebih lanjut dapat dibaca da!am Mahmut Siregar, him, 357-358, mengutip dari Biswajit 

Dhar, ct. AU., Multilateral Regime For Foreign Investment; An Assessment of The Emerging 
Trends. Research an lnfunnation System for Non-AJigend and Other Developing Countries., {New 
Delhi, 1998), him. !. 

122 Organisalion for Economic Co-operation and Drmdopment (OECD) atau Organlsasi 
untuk Kerjasama dan Pengembangan Ekonomi merupakan sebuah organisasi intemasional dengan 
liga pulub negara yang menerima prinsip -demokrasi perwaki!an dan ekonomi pasa.r bebas. Berawal 
tahun 1948 dengan nama Organisasi untuk Keija.sama Elronomi Eropa (OEEC- Organisation for 

European Economic Co-operation), dipimpin oleh Robert Matjolin dari Perancis, untuk membantu 
menjalankan Marshall Plan, untuk rekonstruksi Eropa setelah Perang Dunia ll. Kemudian, 
keansgotaannya merambah negara.negara non-Eropa, dan tahun 1961, dibeotuk kembali menjadi 
OECD oleb Konvensi tentang Orpnisasi untuk Kexjasama dan Pengembangan Ekonomi, Dia.kses 
tnela1ui hltp:/lid wikipedia.urglwiki/OECD pada tanggal13 Desember 2008. 
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Multilateral Agreement an Investment (MAl). Akan tetapi MAl tersebut belum 

bisa diterapkan karena perbedaan pendapat di antara negara-negara OECD. 

Ketiga, usulan OECD tentang multilateral investment agreement tidak 

sepenuhnya sesuai dengan amanat Article 9 Agreement on TR1Ms. 123 Dalam 

Article 9 tersebut antara lain menyatakan babwa tidak lehih dari lima tahun 

terhitung sejak herlakunya Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan 

Dunia secara efektif, Dewan Perdagangan Barang akan meninjau kembali 

operasional dari pesetujwm ini dan apabila diperlukan mengajukan perubaban 

naskab persetujuan kepada konferensi tingkat tinggi. 

Dalam rangka pertinjauan tersebu~ Dewan Perdagangan Barang akan 

mempertimbangkan apakab persetujwm perlu dilengkapi dengan ketentuan 

tentang kebijaksanaan penanaman modal dan kebijakan kompetisi. 

Masalab TRIMs sebenamya memang sangat mengkhewntirkan herbagai 

Negara Berkembang karena adanya kemungkinan membatasi ruang gerak dalam 

menerapkan kebijaksanaan investasi yang dapat mengganggn program 

pembangnnan negara-negara tersebut. Di bidang TRIMs, disiplin yang 

dikehendnki oleb Negnra Maju adalab disiplin yang membatasi ruang gerak untuk 

Pemerintah suatu negara dalam menempuh kebijaksanaan di bidang investasi. 

Tetapi ada aspek Jain, yakni masalab perilaku dunia usaba, terulama perusabaan 

multinasional dalam kebijaksanaan yang dapat menimbulkan bambatan terhadap 

persaingan yang adil yang tidak rercakup dalam usulan yang dikemukakan. 

Menanggapi konsepsi investasi multilateral ini ada dua sikap yang 

mungkin diambi1 oleh kelompok Negara Berkemheng. Pertama, menolak masalab 

investasi secara komprehensif ditundukkan pada rezim WTO. Kedua, 

memanfuatkan perundingan untuk melindungi kepentingan Negara Berkembang. 

Sikap herupa penolakan tersebut didasarkan pada heherapa pertimbangan 

balk dari segi hukum maupun dari segi politik ekonomi. Harus disadari babwa 

setiap hesil kesepakstan yang dicapai dalam perundingan WTO adalab mengikat 

secara hukum. Sebingga, jika kelompok Negara Berkembang menyetujui 

multilateral framework on investment dalam kerangka I.fTO, maka hal tersebut 

m Ibid, him. 360~361. 
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menjadi bagian dari sistem hukum WTO Konsekuensinya adalah menyangkut 

Dispute SeiJlement Mechanism dimana kelompok Negara Berkembang bisa setiap 

saat dihadapkan pada panel WTO yang berujung pada putusan yang mewajibkan 

Negara Berkembang mcngubah atau mencabut kebijakan-kebijakan yang sudah 

dibuat sehubungan dengan investasi. 

Namun demikian, menolak kerangka investasi multilateral secara total 

adalah tidak realistis. Bagaimanapun, sampai pada tahup tertentu, kelompok 

Negara Berkembang dapat lebih mudah mempezjuangkan kepentingannya dalam 

kerangka multilateral daripada bilateral. Untuk itu, Negara Berkembang perlu 

mempertimbangkan sikap kedua, yakni memanfaatkan perundingan untuk 

menciptakan instrurnen hukum yang melindungi kepentingan Negara Berkembang 

dalam upeyanya menarik dan memanfuatkan mudal asing. Berdasarkan hal 

tersebu~ Negara Berkembang semestinya berupaya memanfaatkan negosiasi 

untuk memasukkan ldausula-klansula yang dapat lebih berpihak pada kepentingan 

kelompok Negara Berkembang. Narnun demikian, altematif ini hanya mungkin 

dicapai jika kelompok Negara Berkembang henar-benar memahami dengan balk 

sistem hukum investasi yang akan disusun melalui multilateral framework on 

investment. Dengan kata lain, harus benar-benar je!as masalah-masalah yang barus 

ditolak atau dikesarnpingkan dan bal-hal yang harus dipeljuangkan untuk 

dimasukkan dalam legal text sebagai basil negosiasi. 

OJeh karena sulitnya pengaturan dan penataan investasi secara mu1tilateral 

dalarn satu kesepakatan yang mengikat secara hukum, maka dapat dipaharni 

alasan heberapa free trade area. seperti APEC dan AFFA memilih rnengatur 

masalah investasi dalam suatu kesepakatan yang hanya beristkan prinsip-prinsip 

dasar yang sifatnya non~legal binding, 

2.3 Prinsip National Treatment Dalam TRIMs 

Pada era sekarang ini, modal a.•ing yang masuk ke suatu negara tidak lagi 

dipandang sebagai suatu ancaman atau bantuk kecurigaan negatif lainnya. 

Pandangan ini berbada dengan era tahun 1960-an hingga tahun 1970-an yang 
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memandang bahwa masuknya modal asing merupakan suatu ancaman dalam 

bentuk penjajahan ekonomi yang terselubung atau "Trojan Horses ". 124 

Perundingan mengenai TRIMs tidak be[jalan mulus. Kepentingan dan 

perhatian dari para perunding (negosiaior) pada saat berakhimya perundingan 

san gat sedikit. Namun demikian, inisiatif Direktur Jendernl GATT, Arthur Dunkel 

sangat berarti. Beliau merumuskan rancangan peljanjian yang tnerupakan basil 

dati perundingan mengenai TRIMs. Peljanjian TRIMs pada prinsipnya tidak lain 

adalab basil-basil kompromistis antara Negara Maju dan Negara Berkembang.125 

TRIMs timbul dati pemikiran perusabaan multinasional yang menilai 

banyaknya tindakan negara anggota WTO dalam proses penanaman modal yang 

mengakibatlron herkurangnya keuntungan.'"' Tujuan diatumya masalab 

penanaman modal di dalam WTO disebutlron dalam bagian konsidaran dan TRIMs 

yang meliputi: 127 

!. Kebijakan penanaman modal yang diterapkan oleh negara anggota 

WTO yang dapat menimbulkan distorsi dalam perdagangan. 

2. Penyesuaian dengan pengaturan tentang pernbatasan perdagangan yang 

terdapat di dalam General Agreement on TariffS and Trade (GAIT) 

1994. 

3. Meningkatlron kebijakan penanaman modal asing yang mendukung 

perdagangan bebas dan meningkatlron perturnbuhan ekonorni dan 

negara anggota. 

124 Istilah "Trojan Horses" atau "Kuda~Kuda Bangsa Troja" digunakan oleh William A 
Fennel dan Joseph W. Tyler dalam tulisannya ya.tlg berjudul "Trade and lnternationaf lmesment 
From The GATT to The Multilateral Agreement on lnvesment (1995)", untuk menggambarkan 
anggapan kelompok Negara Berlrembang pada saat itu terbadap modal asing yang masuk ke dalam 
negaranya, Diakses mela1ui situs www.google.com pad a tanggal 3 Desember 2008. 

'u Penting untuk dicatat di sini bahwa Rancangan Arthur Dunkel bukanlah suatu hasil dan 

s~mtu pen.mdingan se1ama 6 tahun roengenai Pajanjian TRiMs. Raneangan Arthur Dunkel tidak 
lain adalah ket<:ntuan yang berupaya mengakomodasi atau berupa kompromi yang diciptakan oleh 
Arthur Dunkel. Baca: Terence P. Stewart, The GATT Uruguay Round: A Negoliating History 
(1986·1992), vol, II: Commentary, (The Netherlands: Kluwer, 1993). him, 127. 

126 Mabmul Slregar, P<miagangan lnJernasional dan Penanaman Modal- Studi Kesiapan 
Indonesia Da!am Perj(Injian lnvestasi Mullilaleral, cet. ke-1, (Medan; Universitas Sumatern u- 2005), him. 57. 

m Munir Fuady, Hukum Dagang Internasicnal (Aspek Hukum dari WTO), cet. 1, 
(Bandung; PT. Citra Aditya Bakti, 2004), blrn, 97. 
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Pada prinsipnya kesepakatan ini mengatur larangan performance 

requirement yang tidak konsisten dengan Article III (national treatment) dan 

Article XI GATT 1994 (quantitative reslriction) dalam peraturan penanaman 

modal. Agreement on TRJMv tidak mengatur dengan tegas bentuk performance 

requirement yang tidak konsisten dengan Article Ill dan Article XI GA1T. 128 

Direktur Jenderal GAIT kemudian merumuskan illustrative list dati agreement 

berisi bentuk~bentuk performance requirement yang tidak konsisten dengan 

Article Ill. 4 dan XL I GA 1T sebagai berikut: 

I. Persyaratlln penanaman modal yang tidak sejalan dengan kebarusan 

perlalruan sama sebagaimana dimaksud dalam Article III. 4 GATT 1994 

adalab: 

a. Pembelian atau penggunann produk-produk yang berasal dari 

dalam negeri atau dari sumber dalam negeri lainnya dJrinci 

menurut produk-produk tertentu, volume atau nilai barang produk, 

atau menurut perbandJngan dari volume atau nilai produksi lokal; 

atau 

b. Pembelian atau penggunaan produk impor oleh perusaltaan dibatasi 

sampai jumlah tertentu dikaitkan dengan volume atau nilai 

produksi loka! yaog diekspor; 

2. Persyaratlln penaoaman modal yang tidak sejalan dengao kebarusan 

pengbapusan pembatasao kuaotitatif, sebagaimana diatur dalam Article 

XLI GATT 1994 adalah: 

llll Pada saat negosiasi untuk menetapkan bentuk performance riUJuiremenJ terdapat 
perbedaan pendapat anl.am negara-negara, Amerika Serikat lehih mengamh pada lara.ngan secara 
umum persyaratan penanaman modal yang ditetapkan oleh Pemerintah host country. Eropa 
lerpeWI menjadi dua pandangan. Pandangan yang pertama sama dengan pandangan USA, 
sedangkan kelompok kedua hanya menginginkan larangan dilrenakan kepada bentuk performance 
rt~qUirement yang mempengaruhi secara fangSIHlg kegiatan perdagangan interoasional Negara
negara berkembang mengbendaki agar larangan banya ditujukan kepada performance rgquiremenl 
yang bcrpengaruh langsung pada perdagangan intemasional dan penega.kannya di!akukan dengan 
pendekatan case by case dan adanya test of economic needs dari Negara herkcmbang yang 
menerapkan performance requirement tersebul Lebih Ianjut Mahmul Siregar, Perdagongan 
lnlernasional dan Penanaman Modal: Studi Kesiopan indonesia dalom Perjanj;un lmesti2Si 

Multilateral, (Medan: Universitas Sumatern Utara. Sekolah Pascasmjana. 2005), him. 3541. 
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a. Impor produk yang dipakai dalam proses produksi atau terkait 

dengan produksi lokalnya secara umum atau senilai produk yang 

diekspor oleh perusahaan yang bersangkotan. 

b. !mpor produk yang dipakai dalam atau terkait produksi lokal 

dengan membatasi aksesnya terhadap devisa luar negeri sarnpai 

jumlah yang rerkait dengan devisa yang dimasukkan oleh 

perusahaan yang bersangkutan. 

c. Ekspor atau penjualan untuk ekspor apakah dirinei menurut 

produk-produk khusus, menurut volume atau nilai produk-produk, 

atau menurut perbandingan volurue atau nilai dari produksi lokal 

perusahaan yang bersangkutan. 

Agreement on TRIMs tidak melarang semua bentuk performance 

requirement yang dipersyaratakan dalarn penanarnan modal, telaPi hanya bentuk

bentuk persayaratan tertentu saja yang dapat mengharnbat perdagangan barang 

internasional. Performance requirement lain seperti persyaratan tenaga kerja, 

bidang usaha, komposisi pemilikan sabarn asing, alih teknologi, insentif investasi, 

divestasi, dan nasionalisasi belum tersentuh oleh agreement terse but. 

Sebelum lahimya Agreement on TRIMs, panel penyelesaian sengketa 

GATT telah menggunakan Article III GATT untuk mengnji peraturan penanarnan 

modal yang ditetapkan Pemerintah host country. Perkara yang sangat dikenal 

adalah perkara Foreign Investment Review Act antara Kanada versus Arnerika 

Serikat. Dalam sengkelll tersebut. panel penyelesoian sengketa GATTmenemukan 

adanya dua bentuk tindakan Pemerintah Kanada yang bertentangan dengan Article 

IIL4 GATT, yaitu: 

I. Adanya kewajiban bagi investor asing unluk membeli atau 

menggunakan barang-barang buatan dalarn negeri yang dikaitkan 

dangan persyaratan untuk menanarnkan modal di wilayalt Kanada. 
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2. Adanya kewajiban bagi investor untuk membeli produk~produk impor 

dari supplier Kanada, jika investor yang bersangkutan Jebih memilih 

barang~barang impor dalam proses produksinya.129 

Pemerintah Kanada dalarn komunikasinya mendalilkan bahwa untuk dapat 

dikatakan sebaga.i tindakan pelanggaran terbadap Article IIL4 GAIT tindakan 

local content requirement haruslah merupakan persyaratan yang wajib dipatuhi 

oleh investor. Sementara itu, dalam praktik pelaksanaannya di Kanada, 

penggunaan kandungan lokal tersebut bukan merupakan keharusan ukan tetapi 

merupukan tindakan sukarela Tidak ada paksaan bagi investor untuk mematuhi 

persyaratan kandungan lokal tersebut. 130 Panel menolak argumentasi Pemerintah 

Kanada dengan menegaskan bahwa tindakan Pemerintah Kanada mempengaruhi 

pilihan investor untuk menggunakan pmduk impor, bahkan jika seanda.inya pun 

kebijukan tersebut tidak mcmpengaruhi pilihan investor, tetap saja Kanada reieh 

melanggar kcwajibannya berdasarkan Article 111.4 GAIT kcrena Perubehan 

Undang-Undang Penanarnan Modal Asing Kanada tersebut Ielah mengbapuskan 

kemungkinan pembeiian produk imper secara langsWlg oleh perusabaan asing. 

Perintah untuk pembelian produk impor melalui agen atau importir Kanada 

memperlihatkan adanya porlakuan yang kurang menguntungkan bagi pmduk 

impor daripada saingannya produk buatan Kanada."' 

Peraturan penanarnan modal yang terdapat di dalam perjanjian TRIMs 

rnerupukan spesifikasi dari prinsip-prinsip perdagangan intemasional yang 

terdapat di dalam General Agreement on TariffS and Trade (GATT). Salah satu 

prinsip dasar yang diatur di dalam GAIT adalah prinsip National Trea/ment.132 

Prinsip National Treatment mengatur secara umum tentang larangan untuk 

melakukan diskriminasi terhadap produksi asing dengan produksi dalarn negeri. 

"The contracting parties recognize that internal taxes and other internal 
charges, and Jaws, regulations and requirements affecting the internal 

ll? Canada, Arlminislration on The Foreign Jrrvesment Review Act. Report of The Panel 
adopted on 7th February l984, document V5504 R 30SJ140. 

nn Canada, Adminisira/i(Jil on The Foreign lnvesment Review Act. FlRA Panef Report. 
Document 30 BlSD !57, 1984, hlm.l48. 

1~ 1 Jbld., hlm.l60-l66. 
01 Hata, Aspek-Aspek Hukum Dan Non Hukum Perdagangan Internosional Dalam Sistem 

GA1T Dan WTO, (Bandung: STBH Press, 1998), him. 271. 
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sale, offering for sale, purchase, transporlation, distribution or use of 
products, and internal quantitative regulations requiring the mixture, 
processing or use afproducts in specified amounts ar proportions, should 
not be applied to imported or domestic products so as to afford protection 
to domestic produclion!'rn 

Disehutkan di dalam Article llLJ GATI' !994, negarn anggota WTO 

dilarang untuk menerapkan kebijakan-kebijakan yang dapat mempengaruhi 

kegiatan perdagangan serta merupakan suatu upaya untuk memproteksi 

perdagangan nasiorutl dari negarn anggota, seperti peraturan pajak atau 

pembayaran lalnnya, serta peraturan-peraturan tentang pembatasan kuantitas atas 

suatu produk. Kebijakan-kehijakan teiSebut tidal< dapat dilaksanakan seearn 

diskriminatif antara pengusaba nasional dan asing. 

TRiMs mengandung prinsip National Treatment dan General Elimination of 

Quantitative Restrictions. Prinsip National Treatment da1am TRIMs mengandung 

pengertian baltwa tidal< ada tindakan diskriminasi bagi penanam modal di negara

negara anggota GAIT. Herman Mosler, yang merupakan hakim dari International 

Court of Justice. menjelaskan baltwa unsur-unsur penting yang terkandung dalam 

prinsip National Treatment adalah sebagai berikut: 134 

a Adanya kepentingan lebih dart satu negara 

b. Kepentingan teiSebut terletak dl wilayalt dan termasuk yuridiksi suatu 

negara. 

c. Negara tuan rumalt harus memberikan perlakuan yang sama bail< 

terhadap kepentingannya sendiri maupun terbadap kepentingan negarn 

lain yang berada di wilayaltnya. 

d. Perlakuan teiSebut tidal< boleh menimbulken keuntungan bagi negara 

tuan rumah sendiri dan merugikan kepentingan negara lain. Berkaitan 

dengan mekanisme perdagangan bebas multilateral~ prinsip ini melarang 

negara-negara anggota GA11'1WTO menerapkan kebijakan yang 

m World Trade Organization (WTO). General Agreement on Tariffs and Trade (GAT!) 
1994, Articte rn Paragraph 1. 

134 Herman Mosler, The International Society as a Legal Community, (USA: Sijtihoff & 
Nordhoff, 1980), him. 254. 
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menyebabkan diskriminasi perlakuan antara produk tmpor dengan 

produk buatan sendirL 

HaJ tersebut di atas memHiki pengertian hahwa negara-negara anggota 

memiliki kewajiban untuk tidak memperiak:ukan produk-produk impor secara 

berbeda dengan kebijakan terhadap produk-produk yang sama buatan dalam 

negeri. Ruang lingkup berlakunya prinsip-prinsip ini juga berlaku terhadap semua 

diskriminasi yang muncul dari tindakan-tindakan perpajakan dan pungutan

pungutan lainnya. Prinsip ini harlaku pula terhadap perundang-undangan, 

pengaturan dan persyaratan·persyaratan hukum yang dapat mempengaruhi 

penjualan, pembelian, pengangkutan, distribusi, atau pengganaan produk-produk 

di pasar dalam negeri. Prinsip ini juga memberikan perlindungan terhadap 

proteksionisme sehagai akibat upaya-upaya atau kebijakan administrstif atau 

legislatif. 

Dikarenakan oleh sebab itu, prinsip National Treatment ini menghindari 

diterapksnnya peraturan-peraturan yang menerapkan perlakuan diskriminatif yang 

ditujukan sehagai alat untuk memberikan proteksi terhadap prnduk-produk buatan 

dalam negari. Tindakan yang demikian ini menyababkan terganggunya kondisi 

persaingan antara harang-harang buatan dalam negeri dengan harang impor dan 

mengarah kepada peugurangan terhadap kesejabterrum ekonomi. 

Permasalaban tentang National Treatment dalarn bidang penanaman 

modal secara spesifik di atur di dalarn TRiMs, sebagaimana disebutkan di dalam 

Article 2 TRiMs: 

I. Without prejudice to other rights and obligations under GATT I994, 
no Member shall apply any TRIM that is inconsistent with the 
provisions of Article Ill or Article XI of GATT !994. 

2. An illustrative list ofTRJMs that are inconsistent with the obligation of 
national treatment provided for in paragraph 4 of Article lll ofGATf 
1994 and the obligation of general elimination of quantitative 
restrictions provided for In paragraph 1 of Article Xl of GATT 1994 is 
contained in the Annex to this Agreement. 

Kebijakan penanarnan modal yang dapat dilakukan oleh negara anggota 

WTO yang harus memperhatikan prinsip-prinsip yang terdapat di dalarn Article III 
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dan XI GATT 1994, yang mengatur tentang prinsip National Treatment. TRIMs 

juga mengatur secara spesifik tindakan-tindakan yang dilarang diterapkan oleh 

negara anggota dalam peraturan penanarnan modaL Tindakan-tindakan yang 

dilarang dalam kebijakan penanaman mndal dari negara anggota tersebut 

disebutkan di dalam Lampiran dari TRIMs, akan tetapi bukan merupakan 

pembatasan dari tindakan lain yang dianggap diskriminatif. 

Terdapat dua ukuran untuk menyatakan apakah suatu persyaratan 

penanaman modal melanggar ketentuan Article II14 GATT 1994. Pertama, 

persyaratan penggunaan komponen buatan dalarn negeri (local content 

requirement) dan persyaratan keseimbangan perdagangan (trade balancing 

requirement). Kedua, persyaratan penanarnan modal yang bertentangan dengan 

prinsip General Prohibition on Quantitative Restriction. Prinsip General 

Prohibition on Quantitative Restriction diatur dalam Article XI GAIT 1994. Pada 

dasarnya prinsip ini tidak membenarkan adanya larangan atau harnbatan 

perdagangan lainnya kecuali melalui tarif. Dapat disimpulkan bahwa maksud dari 

Article XIJ ini adalah me!arang penggunaan hambatan nnn-tarif dalam kebijakan 

perdagangan seperti keota, lisensi ekspcr atau impor, pembatasan ekspor secara 

sukarela dan bentuk-bentuk perintah pengaturan pasar lainnya. 

Praktek pcmbatasan kuantitatif dilarang dalam Agreement on TRIMs 

apabila pembatasan kuantitatif tersebut menjadi syarat untuk mendapatkan 

fasilitas penanaman modal. Paragraf 2 illustrative list dari Agreement on TRIMs 

dalam pelarangan quantitative restriction hanya mengacu pada Article Xll GAIT 

1994. Dalam kaitannya dengan kegiatan penanaman modal, paragmf 2 

mengidentifikasi 3 bentuk kegiatan yang dipandang tidak konsisten dengan 

Article IXJ GAIT yakni apebila untuk memperoleb fasilitas penanaman modal 

dipersyaratkan hal-hal berikut: 

a. Pembatasan impcr produk-produk yang dipakai dalam proses produksi 

atau terkait dengan produksi lokalnya secara umum atau senilai produk 

yaog diekspor oleh perusahaan yang bersaogkutan; 

b. Pembatasan impor produk-prnduk yang dipakai dalam atau terkait 

produksi [okal dengan membatasi aksesnya terhadap devisa luar negeri 
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sampai jumlah yang terkail dengan devisa yang dimasukkan oleh 

perusahaan yang bersangkutan; dan 

c. Pembatasan ekspor atau penjualan tmtuk ekspor apakah dirinci 

menurut produk~produk khusus, menurut volume atau nilai produk~ 

produk atau menurut perbandingan volume atau nilai dari produksi 

lokal perusahaan yang bersangkutan. 

Maka dapat disimpulkan bahwa Agreement on TRLI!s menjabarkan 

larangan Article XLI GATT dalam tiga bentuk kegiatan, yakni trade balancing 

policies, foreign exchange restriction, dan export restriction. Namun demlkian, 

TRIMs juga memberikan pengecuaiian dalam penerapan ketentuan National 

Treatment dan General Prohibition of Quantitative Restrictions tetsebut. 

GATT 1994 selaln mengatur larangan diskriminasi melalui prinsip 

National Treatment, juga mengatur tentang Most Favored Nation (MFN). Article 

11 GATT 1994 mewajibkan perlakuan yang sama dilakukan oleh suatu negara 

anggota terhadap negara-negara anggota lain yang melaknkan perdagangan 

dengan negara tersebut tJS MFN merupakan prinsip dasar WTO yang mengatur 

tentang perlaknan adil dalam perdagangan intemasional. Rasionalisasi dari 

pengaturan tentang MFN di dalam GATT 1994, adalah bila selurnh negara anggota 

menerapkan hal yang sama di dalam perdagangan dalam jangka panjang maka hal 

tersebut akan menciptakan efisiensi dari sumber daya yang diperlukan da1am 

perdagangan.136 

Article 2 TRIMs pada intinya meiarang semua persyaratan penanaman 

modal yang tidak konsisten dengan Article III GATT 1994 tentang National 

Treatment. Berdasarkan Article 2.2 TRIMs, disebutkan bahwa persyaratan 

penanaman modal yang dilarang adalah tindakan-tindakan yang melanggar 

kewajiban negara anggota WTO berdasarkan Article JJL4 GATT 1994 yang 

m Peter Van den Bossche, The Law ami Policy of the W01'/d Trade Organization- Text, 
Cases and Malerials, sixth edition, {United Kingdom: Cambridge University Pre.'\S, 2007), hlm. 
309. 

136 John H. Jacksoo, et al., Legal Problem of/nternational Economic Relations ~ Cases. 
Materials and Thxt on !he National and /nternationul Regulaiion of 'lhmsnationai Economic 
Relation, fourth edition, {Minnesota: West Publishing Co, St. Paul, 1995), h:lm. 4!5. 
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mengharuskan memberikan periakuan yang sama terhadap produk import.n7 

Contoh tindakan yang dlanggap dapat mengganggu perdagangan intemasional dan 

melanggar Article IllA GAIT 1994, disebutkan di dalam Lampiran dari TRIMs 

sebagaimana telah disebutkan di atas. Pada intinya, berdasa:rkan TRIMs~ terdapat 

dua ukuran untuk menyatakan suatu persyaratan penanaman modal melanggar 

prinsip National Treatment yaitu persyaratan penggunaan komponen buatan 

da1am negeri dan persyaratan keseimbangan perdagangan. 138 

m Mahmul Siregar, Perdagangan lnternasional dtm Pttmmaman Modal· Studi Kesiapan 
lrn:fcnesia do/am Perjanjian f11Vestasi Multilateral. Medan: Universitas Sumatcra Utara, 2005. 
him, 69 

Ds Ibid., hlm. 70. 
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PENERAPAI'i PRINSIP NATIONAL TREATMENT DALAM 
UNDANG-UNDANG NOM OR 25 TAHUN 2007 

TENTAJ"G PENANAMAN MODAL 

3.1 Peran Negara Dalam Kebijakan Penanaman Modal 

59 

Negara merupakan subyek hukwn terpenting di dalam hukum 

perdagangan internasioaal yang salah satunya berkaitan dengan penanaman modal 

yang melintasi batas-batas negara. Sndah dikenal secara umum bahwa negara 

adalah subyek hukum yang paling sempurna. Pertama, ia satu-satunya subyek 

hukum yang memiliki kedaulatan. Berdasarkan kedaulatan ini, negara memiliki 

wewenang untuk menentukan dan mengatur segala sesuatu yang masuk dan 

keluar dari wilayahnya139 Booysen menggambarkan kedaulatan negara ini 

sebagai berikut: 

" ... a state can absolutely determine whether anything from outside the 
state. The state would also have the power to determine the conditions on 
which the goods may be imported into the state or exported to another 
country. ... Every state would have the power to regulate arbitrarily the 
conditions of trade. "140 

Melalui atribut kedaulatanuya ini, negara antara lain berwenang membuat 

hukum (regulator) yang mengikat sega!a subyek hukum lainnya, yaitu individu 

dan perusahaan, mengikat henda dan peristiwa hukum yang terjadi di da!am 

wilayahnya. 141 Kedua, negara juga berpernn baik secara langsung maupun tldak 

langsung da!arn pembentukan organisasi-organisasi (perdagangan) internasiona! 

di dania, misa!nya WTO, UNCTAD, UNClTRAL, dan lain sebagainya 141 

Organisasi-organisasi intemasional di bidang perdagangan intemasional inilah 

yang kemudian berperan dalam memhentuk aturan-aturan hukum perdagangan 

internasional yang di dalamnya termasuk juga mengatur mengenai penanaman 

139 Her<:ules Boosen, lnternaticna11'radc Law on Goods and Services, (Pretoria: lnterlegal, 
1999), him. 2, 

14!) Ibid 
141 Jbid. 
142 Hans Van Houtte, The Law of lnternatkmal Trade. (LondQn: Sweet and Maxwell, 1995), 

hlm. 31. 
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modai yang melintasi batas-batas negara. Ketiga, peran penting Negara lalnnya 

adalah negara juga bersama~sama dengan negara lain mengadakan perjanjian 

internasional guna mengatur transaksi perdagangan di antara mereka_ Contoh 

perjanjlan seperti ini adalah perjanjian Friendship, Commerce and Navigation~ 

perjanjian penanaman modal bilawral, perjanjian penghindaran pajak berganda, 

dan lain sebagainya. 1° Keempal, negara bazperan juga ;-ebagai subyek hukum 

dalam posisinya sebagai pedagaog. Dalam posisinya ini, negara adalah salah satu 

pelaku utama dalam perdagangan inrernasiooal. Negara dengan perusahaan 

negaranya mengadakan transaksi dagang dengan Negara lainnya Negara memiliki 

sumber daya alam, perkebunan, pertambangan, dan lain sebagainya Bahan-bahan 

alam ini selain dikelola untuk kebutuhan di dalam negeri, juga diperdagangkan ke 

suhyek hukum lain yang memerlukannya. 

Dalam melaksanakan fungsinya ini, tidak jarang negara membuat badan

badan bukum milik negara. Di Indonesia misalnya, untuk mengaksplorasi, 

mengeksploitasi, dan memasarkan basil pertambangan minyak, negara mendirikan 

Pertamina. Untuk mengelola sumber daya air untuk kepentingan rakyat, negara 

mendirikan Perusahaan Air Minum, dan seterusnya. 

Sebagai suatu institusi yang besar~ negara membutuhkan teknologi, 

infrastruktur, kendaraan~ pesawat kenegaraan. swnber~sun:tber kebutuhan yang 

dibutuhkan rakyatnya (pengadaan barang dan jasa atau procurement). Untuk 

memenuhi semua inij negara membelinya dari para pihak yang menyediakannya 

(penjual atau supplier). Dengan demikian, negara dapat bertindak sebagai pelaku 

dalam transaksi perdagangan.144 

Semua transaksi perdagangan tersebut tunduk pada aturan-aturan hukum 

yang bentuk dan muatan pengaturannya bergantung pada jenis transaksi. 

Manakala suatu negara bertransa.ksi dagang dengan negara lain, kemungkinan 

hukum yang akan mengaturnya adalah hukum internasioual. Manakala negara 

bertransaksi dengan subyek hukum lainnya, maka hukum yang mengaturnya 

adalah hukum nasional ( dari salah satu pihak}. '" 

IH Ibid 
144 Hereules Bnoysen. Op.Cit., blm. 4-5, 
145 Ibid., hlm. 4. 
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W. Friedmann mengemukakan empat fungsi negara dalam sistem ekonomi 

campuran yaitu: 146 

t, Fungsi negara sebagai pelayan, 

2. Fungsi negam sebagai pengatur, 

3. Fungai negam sebagai wirausaba, dan 

4. Fungai negara sebagai wasit. 

Mengenai posisi negara sebagai pcngatur~ maka negara turut campur 

melalui penggtmaan hukum publik dan laugkah-langkah serta insttumen alas 

pengaturan masyarakat. W. Friedmann juga mengemukakan adanya tiga 

klasifikasi pengaturan pengawasan, yaitu: 147 

I. Pengendalian hukum alas kebebasan berkontrak dan hak milik. 

2. Pengendalian hukum untuk mengtmmgi pemusatan ekonomi yang tidak 

wajar. 

3. Pengendalian hukum yang langsung untuk melindungi ekonomi nasional 

khususnya di kelompok Negara Berkembang dan pengaturan alas !alu 

lintas devisa. 

Kita dapat meJihat mengenai konsepsi turut campur negara dalam arus 

kebijakao penaoaman modal asing dalam kerangke WTO yang merupakan basil 

dari konferensi Bretton Wood yang diprakarsai oleh Amerlka Serikat.148 

Konferensi Bretton Wood mengbasilken konsep dasar dari g!obalisasi ekonomi 

yang saat ini terjadi. 14
9" Slstem ekonomi dunia basil dari Konferensi Bretton Wood 

pada prinsipnya merupakan sistem ekonomi kapitalis yang terkontrol melalui 

146 Pidato iimiah Prof. Dr. Muchammad Znidun, S.H., M.Si yang betjudul "Paradigma 
Boro Kebija/um Hukum lnveslosi Indom:sia. S;uztu Tantangan don Harapan". Dalam acara 
pengukuhannya sebagai guru besa:r di Universitas Airlangga. 12 Juii 2008. Diakses pada tanggal 

21 Mei 2009 dati http;/lwww. alumnijhunair.or.idl?s""beri(a_ kegialan&idn"=34. 
141 Ibid 
14

ll Ibid. 
149 Ibid 
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campur tangan negara yang dikembangkan oleh Maynard Keynes. 150 Masa tahun 

1947 ~ 1980 merupakan rnasa keemasan dari sistem kapitalls ini, dimana kontrol 

negara member.ikan pemhatasan yang selayaknya dan tetap mengakui kedauiatan 

dari nega:ra-negara. Pada tahun 1980, dengan bcrkembangnya perdagangan 

intemasional, maka konsep perdagangan bebas mulai menyentuh negara~negara 

bcrkembang dan terbclakang. Pengaruh perdagangan bebas tersebut merupakan 

pengaruh dari dua organisasi ekonomi internasional yait:u International Monetary 

Fund (IMF) dan World Bank."' Pengaruh tersebut masuk ke Negara Berkembang 

dan Terbelakang melalui desakan dari IMF yang ilrut campur dalam kebijakan 

ekonomi makro Nega:ra Berkembang dan Terbelakang. Latar belakang ikut 

campur Iangan JMF dan World Bank dalam menetapkan kebijakan ekonomi 

makro dari Negara Berkembang dan Terbelakang merupakan aldbat dari krisis 

ekonomi yang te!jadi pada era talmn 1980 sampai dengan akhir era 1990-an, 

dimana Nega:ra Berkembang dan T erbelakang pada saat itu mengalami krisis 

hutang luar negerl. 152 JMF dan World Bonk sebagai dua organisasi moneter 

intemasional saat itu menjadi dua pilar bantuan ekonomi wrtuk Negara 

Berkernbang, akan tetapi bantuan monerer yang diberlkan oleh kedua organisasi 

moneter intemasional tersebut diberikan dengan syarat-syarat tertentu yang 

utamanya dikenal dengan istiJah Structural AdJustment and Stabilization Program 

(SAP).'" SAP pada intinya merupakan suatu desakan untuk menerapkan 

keterbukaan pasar di Ncgara Berkcmbang sesuai dengao kesepakatan di dalam 

GAITIWTO. '" 

Keunikan pengaturan dalam bidang penanaman modal ini membawa 

konsekuensi pecan negara bisa cukup besar, bisa pula kccil bergantung pada 

sistem ekonomi yang dianut dalam menentukan kebijakan pengaturan dalam 

150 Manfred B. Steger, Globali:zaJion: A Very Shl)rf introduction, (Oxford: Oxford 
University Press, 2003). him. 2. 

lSI Vincent Ferraro and Melissa Rosser, Global Debt ami Third World Development. Dalam 

World Challenges for a New Century. Edited by Michael i. Klare & Daniel C, Thomas. 1995, 
ttlm. 5. 

m Joseph E. Stiglitz. Globalization and Its Discontent, (New York; Norton & Company 
Inc, 2003), Wm. &9. 

ISl Ibid. 
l$4 Susanti, eta/., Op. Cit., him. 15. 
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bidang penanaman modal. Pada kenyataannya tidak dapat dipungkiri bahwa 

campur tangan atau intervensl Negara/Pemerintah terhadap kebijakan ekonomi 

tetap berlangsung walaupun negara tersebut menganut sistem ekonomi pasar 

sebagairnana yang dilakukan oleh Amerika Serikat. Sementara itu untuk sistem 

ekonomi Indonesia menurut Sri Mulyani dkk, disebut sebagai "sistem mekanisme 

pasar terkendali" (regulated marlret mechanism) dengan catatan yang sangat 

penting bahwa unsur demokratisasi, keadilan) dan pcmera.taru1 menjadi pengendali 

utama dari sistem pasar tersebut. 

Pengaturan yang regulatoris (regulatory law) merupakan suatu bentuk 

kbas dari campur tangan Negara dalam bidang ekonomi. Regulatory law 

merupakan suatu perpaduan antara peraturan-peraturan yang bersifat umum peda 

pasar murni dengan pedoman-pedoman yang kbas dari komando murni. 

Hal ini merupekan suatu organisasi ekonomi yang kbas yang menegaskan babwa 

Negara tidak mengbendaki adanya prioritas-prioritas ekonomi yang selurubnya 

dibentuk melalui sistem pasar. Regulatory Law secara sadar berusaba untuk 

mempengaruhi keputusan-keputusan yang diambil oleh para pelaku ekonomi yang 

sekaligus juga tunduk pada barnbatan-harnbaum pasar. 

W. Friedmann mengemukak:an konsep mixed economic yang 

menggambarkan adanya ko-eksistensi daripada kekuatan ekoMmi publik dan 

privat. Menggarnbarkan edanya campur tongan Pemerintab dalarn ckonomi pasar 

merupakan suatu cenninan kekuasaan negara yang digunakan untuk mengontrol 

sistem ekonomi dan aplik.asi sistem ekonomi. tss 

ldcalnya, kebijakan hukum tersebut seharusnya juga tidak bertentangan 

dengan prinsip-prinsip bukum investasi langsung dan juga tujuan pembangunan 

nasionalnya. Di sinilah penm negara dalam kehidupan ekonomi akan rnenjadi 

kunci yang sangat menentukan dalam membentuk legal attitudes dan legal 

regime. 

Pembanganan ekonomi berarti pengolahan kekuatan ekonomi potensial 

menjadi kekuatan ekonomi riil melalui penanaman modal, penggunaaan 

teknologi, penarnbahan pengetabuan, peningkatan ketrampilan, penarnbaban 

ISS Ibid. 
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kemampuan berorganisasi dan manajemen. Kemudian penggunaan modal asing 

perlu dimanfaatkan secara maksimal untuk mempercepat pembangunan ekonomi 

nasional serta digunakan dalam bidang-bidang dan sektor-saktor yang dalam 

waktu dekat belum dan atau tidak dapat dilaksanakan oleh modal Indonesia 

sendhi. Perlu diadakan ketentuan-ketentuan yang jelas untuk memenuhi 

kebutuhan akan modal guna pembangunan nasional, di samping menghindarkan 

keragu-raguan dati pihak modal asing. 

Perkembangan historis kabijakan hukum di bidang penanaman modal 

asing peda tahun 1967-1973 yang dilakukan sangat terbuka, kamudlan pada tahun 

1974 dan pennulaan 1980 mulai ada pembatasan terbadap penanaman modal 

asing. Hal ini sangat dipengaruhi o1eh adanya potensi ekonomi yang bersumber 

peda kekuat.an minyak. " 6 

Pada tahun 1985 mulai dllakukan deregulasi ekonomi, !<arena adanya 

ktisis ekonomi yang mulai merasakan kembali pentingnya dukungan modal asing 

untuk pembangunan ekonomi nasiona!. Pada tahun 1993, kebijakan di bidang 

penanaman modal sernakin 1onggar sehingga memungkinkan kepemilikan saham 

asing hingga 100%. Pada tahun 1998-2001, Pemerintah mulai melakukan 

beberapa perubahan terhadap daftar bidang usaha yang tertutup bagi penanam 

modal asing, yang intinya lebih memberikan kesempatan luas bagi penanam 

modal asing untuk tnenanamkan modal di Indonesia. 

Apabila dicermati secara saksama, perubahan-perubahan tersebut lebih 

diwarnai oleh kepentingan ekonomi yang bersifat jangka pendek ataupun jangke 

panjang, selain itu dipengatuhi pula oleh semangat nasionalisme yang berlebihan 

sehingga tidak jarang menimbulkan suutu sikap yang dilematis dalam menetapkan 

kebijakan penanaman modal asing di Indonesia. 

156 Ibid 
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Sejak tahun 1997 Indonesia mengalarni krisis ekonomi dan krisis 

politik,157 yang sampai saat ini bisa dikatakan belum benar~benar pulih kembali, 

oleh karena itu Indonesia dituntut untuk melakukan upaya pemulihan ekonomi 

melalui peningkatan investasi serta tuntutan demokratisasi di berbagai bidang.158 

Pemulihan ekonomi melalui peningkatan investasi, salah satunya dapat dilakukan 

dengan kegiatan penanarnan modal. 

Penanaman modal adalah bagian dari penyelenggaran perekonomian 

nasional dalam upaya untuk meningkatkan akumulasi modal, menyediakan 

lapangan kerja, menciptakan transfer teknologi, melahirkan tenaga-tenaga ahli 

baru, memperbaiki kualitas sumber daya manusia, dan menambah pengetahuan 

serta membukn akses kepada pasar global.159 

Indonesia memiliki keterbatasan modal dalarn negari dan minim akan 

pengussaan teknologi serta knterbatasan akses pasar, sehlngga penanaman modal 

asing sangat diperlokan. Penanaman modal asing dapat mernperluas potensi 

negara tuan rumah (host country) untok memproduksi barang setempat guna 

menggantikao barang impor dan meningkatkan pendapatan pajak, selain itu 

penanamao modal sebagai sarana pemuliban ekonomi dapat menjadi suatu 

hubungan ekonomi internasional. Penanaman modal menjadi suatu tuntutan guna 

memenuhl kebutuban suatu negaru, perusabaan, dan masyarakat. Hubungan 

1 ~1 Erman Radjagukguk mengemukakan bahwa krisis ekonomi Indonesia antara lain karena 
terjadinya moral hazard di berbagai sektor ekonomi dan politik. Permasalaban moral hozzard 

sudah cukup luas dan mendaJam. Dalam skala yang luas, fuktor moral dan ctika harus dimasukkan 
seba.,<v.1i varlabel ekonomi yang penting, kbususnya dalam po!a tingkah lak:u berekonomi dan 
berbisnis. Dalam Erman Radjagukguk, Penman Dan Memperluas Kes(!johteraan Sosial, 
ttisampaikan dalam nmgka Dies Natalis dan Peringatan Tahun Emas UniYm>itas Indonesia {1959<-
2000), Kampus Ui * Depok, 2 februari 2000. Sebagaimana dikutip dari Erman Radjagukguk 
Nymryi Su~i Kemerdekaan-Menuju Indonesia Negara Hukum Demokraris. Jakarta: Fakultas 
Hukum Universltas indonesia, cet I, Lembaga Studi Hukum danEkonomi, 2006, hlm. 216, 

1~ Aloysius Uwiyono, Jmpliktui Undang-Undang KeJenagahlrjacm No. 13 Tohun 2003 

Terhadap Jldi'm lnvestasL Jamal Hukum Bisnis, Vot 22- No.5, 2003, hlm. 9. 
1~ Rebecca Trent, Implications For Foreign Direct 111Vt!Stmem in Sub-Saharan Africa 

Under The African Growth Opportunjty Act" Northwestern Journal of lnternational Law and 

Business. vul. 23, 2002, hlm. 236. Dikutip dari Suparji, Penanaman Modal Asing Di Indonesia, 
Jnsentifv. Pembalasan, (Jakarta: Universitas AI Azhar Indonesia, 2008), him. l. 
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tersebut terjadi karena masing-masing pihak sating membutuhkan satu sama lain 

dalam memenuhi kebutuhan atau kepentingannya. Negara penerima modal (hosl 

country) rnembutuhkan sejumlah dana, teknologi, dan keahlian bagi kepentingan 

pembangunan dalrun bentuk penanaman modal. Di pihak lain, investor sebagai 

penanam modal mernerlukan bahan baku, tenaga kerja, sarana dan prasarana, 

pasar, jaminan keamanan, dan kepastian hukum untuk dapat lebih 

mengemhangkan usaha dan mernporbesar keuntungan yang dapat diperoleh.160 

Dalarn rangke mengatasi kendala-kendala di atas dan selaras dengan 

keikut-sertaan Indonesia dalarn GA1TIWTO, maka Pemerintah mengajokan 

Rancangan Undang-Undang Investasi yang baru ke DPR. Setelah menanti cukep 

lama akhirnya ketentuan mengenai investasi yang selama empat pulub tahun 

diatur dalarn dua undang-undang yakni Per/ama, Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 1%7 tentang Penanaman Modal Asing (PMA) dan Kedua, Undang

Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanarnan Modal Dalam Negeri (PMDN), 

kedua undang-undang tersebut dicabut dan diganti dengan Undang-Undang 

Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanarnan Modal (UUPM)161• UUPM dinyatakan 

berluke sejak diundangkan dalarn Lembaran Negarn Republik Indonesia (LNRl) 

Tahun 2007 Nomor 67 pacta tanggal26 April2007. 

Ter!epas dari adanya berbagai pandangan terhadap kehadiran UUPM ini, 

menarik untuk dicermati apa yang dikemukekan oleh Didik J. Rachbini yang 

mengatekan bahwa dalam undang-undang ini berbagai kepentiogan dicoba untuk 

diakemodasi dan berusaha untuk bertindak adil kepada investor namun tanpa 

mengurangi kepentiogan nasional. 162 Apa yang dikemukakan oleh pakar ekonomi 

ten;ebut patut direnungkan, sebab jika hanya berfokus pada satu andut pandang 

saja, sementara pergerakan arus modal global begitu cepat, maka pilihan yang 

bijok adalah bagaimana menyatukan berbagai kepentiogan tersebut dalam satu 

ll!ll Rosyidah Rakhmawati, Hukum Penanoman Modal di indonesia, (Ma!ang; Banyumcdia 
Publishing, 2004), lllm, l-2. 

161 Undang~Undang Penanaman Modal merupakan usulan Pemeri:ntah yang: semu!a rerdiri 
dari 12 Bab, 23 Pasal dan 43 ayat. Setelah dilakukan pembahasan oleh Komisi VJ OPR-Rl bersama 
dengan Pemerintab, berubah menjadi l & Bab dan 40 Pasal. 

162 Ketika RUU-PM dibahas di DPR-JU. Didik J. Racbbint bertindak sebagai Ke.tua Pansus. 
Lihat htip:/lwww.HukumfJ1lline.com edisi 22 Maret 2007. Diakses pada tartggall7 Maret 2009. 
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norma hukum yang dapat dijadikan pegangan bagi semua pihak yang terkait 

dengan tnvestasi. 

Untuk memahami secara utuh apa yang dikandung dalarn UUPM agaknya 

perlu didalami lebih jauh latar belakang kehadirannya. Jika dicermati secara 

seksama lahirnya UUPM memang tidak dapat dilepaskan dari perkembangan 

masyarakat, khususnya komunitas pebisnis yang demikian dinamis baik di dalam 

negari maupun dl dunia internasionaL Terlebih lagi era masa kini yang lebih 

dikenal sebagai era globalsasi, arus perputaran modal pun demikian cepat dari 

satu tempat ke tempat lain. Dengan kata lain, di mana ada peluang di situlah 

modal berhenti. Hal ini juga tercermin dari pertimbangan diterbitkannya UUPM 

dakam konsideran atau pertimbangannya disebutkan bahwa untuk mempercepat 

pembangunan ekonomi nasional dan mewujudkan kedaulatan pelitik dan ekonomi 

Indonesia diperlukan peningkatan penanaman modal untuk mengnlah potensi 

ekonomi menjadi kekaabln ekonomi rill dengan menggnnakan modal yang berasal 

dari daJarn negeri maupun dari luar negeri. Bahwa dalam mengbadapi perubahan 

perekonomian global dan keikutsertaan Indonesia dalam berbagai keljasama 

internasional perlu diciptaknn iklim penanaman modal yang kondusif, promotif, 

memberikan kepastian hukum, keadilan, dan efisien dengan tetap memperhatikan 

kepentingan ekonomi nasional. 163 

Hal yang menarik dalam UUPM ini adalah dilihat dari judulnya yang 

cuknp sederhana, yakni "Penanaman Modal". Seperti telah dikemukakan di awal 

tulisan ini, sebelum lahimya UUPM menjelang pertengahan tahun 2007 dikenal 

terminologi UUPMA dan UUPMDN. Dari kedua undang-undang ini secara kasat 

mala dapat dilihat ada perbedaan perlakuan antara PMA dan PMDN. 

Sebagaimana dikemukakan oleh M. Sadeli, dalam UUPMA dan UUPMDN masih 

cuknp banyak perbedaan. Misalnya dalam UUPMDN jauh lebih bebas 

dibandingkan dengan UUPMA. Di UUPMA mendapet jaminan hukum tidak 

dinasionalisasi, berhak mentransfer keuntungan dan modal. PMA dilakukan dalam 

bentuk devisa, sedangkan PMDN dalam Rupiah. Namun yang lebih penting lagi 

menurut pakar ekonomi ini yakni masalah sentimen nasional~ apak.ah pro 

t£ Lihat Kons.ideran Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal 
pada butir c dan d, 
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(modal dan perusahaan} asing, anti. atau ambivaten. Di Indonesia sentimen 

nasional terhadap sesuatu "asing'' sering ambivalen, tidak menolak akan tetapi 

menerima dengan perasaan was-was. Asing dlsamakan dengan besar, sangat 

berkuasa, sehingga mudah menyaingi dan mematikan pengusaha kecil yang 

pribumL164 

Pemikiran senada juga dikemukakan oleh Sekretaris Jendera.l Asosiasi 

Pengosaha Indonesia (Apindo), Djimanto. Salah satu masalah yang muncul di era 

reformasi yakni suli1nya mengatasi silrnp ambivalensi di tengah masyarakat yang 

tidak bisa diselesaikan oleh Pemerintah. Di satu sisi berbagai pihak berharap 

investasi masuk ke Indonesia, akan tetapi di sisi lain malah sering mempersoalkan 

jika ada investasi asing mau masuk.165 Dari berbagal pemikiran yang dilontarkan 

oleh pakar maupun praktisi bisnis di atas, terlihat bahwa ruang untuk 

mendiskuaikan eksistensi UUPM dahun meoarik investor masuk ke Indonesia 

masih sangat terbuka luas. Terlebih lagi dalam undang·undaug ini cukup banyak 

hal yang memerlukan penjabaran lebih rinci.166 Adanya diskusi terhadap 

eksistensi UUPM merupakan suatu fenomena yang menarik, artinya berbagai 

pihak mernsa berkepentingan terhedap kegiatan investasi. Untuk itu patut 

disambut dengan lapang dada, sahingga hila undang-undang ini diamandemen, 

berbagai kekurangan yang ada dapat dilengkapi sesnai dengan dinamika 

masyarakat yang ada. 

Hal yang terpenting untuk saat ini yang rasanya cukup signifikan untuk 

disatubahasekan oleh berbagai pihak, yekni kehadiran investor sangat dibutuhkan 

dalam mengelola potensi ekonomi yang ada. Kehadiran investor tersebut 

diharapkan dapat membawa dampek pesitif, selain membuka lapangan kerja juga 

dapat menggerakkan reda perekonomian balk skala lokal maupun nasional. 

Investor akan datang dengan sendirinya hila berbagai hal yang dibutuhkan Ielah 

tersedia untuk itu. Sebagaimana dikemnkskan dalam penjelasan umum UUPM, 

1~ Baca: M. Sadel~ lklim lnvestasi Dtm Undang-Undang Baro. Dalam 
htJp:l!www.pacific.netlkolomsadeli. Dlakses pada tanggal3 Maret 2009. 

IM Baca: Suara Pembaruan, Menanti Realisosi Paket Kebijakan Perbaikan Ikfim lnvestosi, 

Edisi 2 April2007, 
166 Umuk itu bedm:gai plhak pun mengajukan uji mater! UUPM ke Mahkamah Konsti1usi, 

karena beberapa pasal dianggap bertemangan dengan UUD 1945. 
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tujuan penyelenggaraan penanaman modat hanya dapat tercapai apabila faktor 

penunjang yang mengbarobat iklim penanaman modal dapat diatasl. Antara lain 

melalui perbaikan koordinasi antar instansi Pemerintah Pusat dan daerah, 

penciptaan birokrasi yang efisienj kepastian hukum di bidang penanaman modal, 

biaya ekonomi yang berdaya saing tinggi, serta iklim usaha yang kondusif di 

bidang ketenagake!jaan dan keamanan herusaha. Dengan adanya perhaikan 

herbagai faktor penuojang tersebut, diharapkan penanam modal akan tertarik 

untuk menanamkan modalnya. 

Oleh karena itu iayanan prima bagi investor hatus terus ditingkatkan. 

Seperti yang dikemuakan oieh Imam Sugema, yang perlu dilakakan adalah 

standarisasi pelayanan di masing-masing instansi. Beberapa jenis ijin mungkin 

perlu dihilangkan untuk mengbindari tumpang-tindih kewenangan. Ide one-stop

service pemah herkembang, tapi keadaan di daerah-daerah ada yang mampu 

memotong birokrasi dan ada pula yang tidak menunjukkan basil positif.'" 

Seeara sistematika, UUPM terdiri dari 18 BAB dan 40 Pasal. Sebagaimana 

lazimnya suatu undang-undang, diawali dengan menjaharkan pengertian istilah 

yang diganakan. Dalam UUPM ini pun dijaherkan heberapa istilah yang 

digunakan, antara lain disebutkan bahwa penanaman modal adalah segala bentuk 

kegiatan menanam modal, baik oleh penanaman modal dalam negeri maupun 

penanaman modal asing untuk melakakan usaha di wilayah Negara Republik 

lndonesia (Pasal 1 butir I UUPM). Dari pengertian yang dijabarkan dalarn pasal 

ini, dapat dikerahui bahwa kegiatan penanaman modal dapat dilakukan dalam 

bentuk: 

Perlama, penanam modal dalam negeri. Pengertian penanaman modal 

dalarn negeri sendiri dijabarkan dalam Pasal I butir 2 UUPM yang 

mengemukakan bahwa penanaman modal dalarn negeri adalah suatu kegiatan 

menanam modal uotuk melakakan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia 

yang dilakakan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal 

dalam negeri. Kata kunci dari pengertian penanaman modal adalah adanya satu 

I\S1 &ca: Imam Sugerna., Duya Tarik Jnvestasi, Dalam barian umum Sam(Ira Karya. crUsi 
Kamis 21 Des ember 2006. 
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kegiatan yang dilaknkan oleh satu badan usaha di wilayah Republik Indonesia. 

Sedangkan pengertian modal dalam negeri dijelaskan dalam Pasal l butir 9 

UUI'M, modal dalam negeri adalah modal yang dimiliki oleh Negara Republik 

Indonesia, perseorangan Warga Negara Indonesia, atau badan usaha yang 

berhentnk badan hnkum atau tidak berbadan hukum. 

Kedua, penanaman modal asing. Hal ini dijabarkan dalam Pasal l butir 3 

UUPM, penanaman modal asing adalah kegiatan menanam modal untnk 

melakukan usalut di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh 

penanam modal asi.ng, baik yang menggunakan modal asing sepenuhoya maupun 

yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri. Sedangkan pengertian 

modal asing dijabru:kan dalam Pasal 1 butir 8 UUPM, modal asing adalah modal 

yang dimiliki olah negara asing, perseorangan Warga Negara Asing, badan usaha 

asi.ng, badan hnkum asing, danlatau badan hukum Indonesia yang sebagian stau 

seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing. 

Dilihat secara sepintas dari rumusan di atas, kelibatannya semua kegiatan 

dapat dilakukan lewat pranata hukum penanaman modal. Hal ini dapat 

diinterpretasikan dari kata " .. segala bentuk kegiatan .. ". Ditambah lagi dari 

rumusan Pasal 2 yang mengemnkakan ketentuan dalarn undang-undang ini 

berlaku bagi penanaman modal "di semua sekior" di wilayab Negara Republik 

Indonesia. Jika dicermati secara saksama dalarn penjelasan Pasal 2 UUPM, 

tampak bahwa ada pembatasan sektor dalam berinvestasi. Tegasnya dalam 

penjelasan Pasal 2 UUPM disebutkan, yang dimaksud dengan "penanaman modal 

di semua sektor di wilayah negara Republik Indonesia" adalah penanaman moda1 

langsung dan tidak termasnk penanarnan modal tidak langsung atau portofolio. 

Oleh karena itu, pengertian segala bentnk kegiatan yang dimaksud dalam 

kerangka UUPM ini adalah dalam bentnk penanarnan modal secara langsung 

(direct investment). Demikian juga halnya untnk penanaman modal secara 

langsung pun ada pembatasan-pernbatasan yang diatur dalarn UUPM, perhatikan 

misalnya ketentuan tentang daftar negatifinvestasi (lihat Pasal 12 UUPM). 

Perlu dijelaskan kembali makna penanaman modallangsung sebagaimana 

telah diuraikan di atas~ pengertian penanarnan secara langsung berarti penanam 
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modal (investor) membentuk suatu badan usaha atau perusahaan di Jndonesia. 1
fi8 

Wujud dari bentuk badan usaha yang dimaksud, dijabarkan lebih lanjut dalam 

Pasal 5 ayat (I) UUPM, penanarnan modal dalam negeri dapat dilakukan dalam 

bentuk badan usaha yang berbentuk badan hukum, tidak berbadan hukum atau 

usaha perseoran~ sesuai dengan ketentuan peraturan penmdang~undangan. 

Dalam ayat (2), penanaman modal asing wajib dalam bentuk perseroan terbaru 

berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam wilayab Negara 

Republik Indonesia, kecuali ditentukan laln oleh undang-Wldang. Pada ayat (3), 

penanam modal dalam negeri dan asing yang melakukan penanaman modal dalarn 

hentuk perneroan terbatas dilakukan dengan cara: 

a. Mengarnbil bagian saham pada saat pendirian perneroan terbatas; 

b. Membali sabam; dan 

c. Melakukan cara lain sesuai dengan kelentuan peraturan perundang

nndangan. 

Apa yang dijabarkan dalarn ketentuan di alas, tarnpaknya pembentuk 

undang-undang dapat menangkap kenyataan dalam masyarakat. Hal ini terlihat 

babwa untuk harlan usaha yang berstatus sebagai peoanarnan modal dalam negari, 

bentuk usabanya tidak hams dalarn bentuk badan hukum. Scbagalmana diketahui 

di masyarakat, berbagal kegiatan bisnis yang dilakukan oleh masyarakat tidak 

semuanya berbadan hukom dan babkan banya dikelola oleh perorangan. Dengan 

demildan, berbagai potensi badan usaha yang ada mendapatkan kesempatan dalam 

menjalankan kegiatan usaba !ewat pranata hukum penanarnan modal. 

Lain halnya untuk badan usaha yang berstatus sebagai penanaman modal 

asing, pembentuk undang-undang mensyarakatkan badan usahanya berbentuk 

Perseroan Terbatas (P1), Apa alasannya harus berbentuk PT tidak dijelaskan 

dalarn UUPM. Hanya saja, bila dicemlllli lebih dalam apa alasannY'd berbentuk 

168 Pengertian Perusahaan secara normatif dijabarkan dalam Pasal 1 butir b UndangwUndang 
Nomor :3 Tahun 1982 tentang W!Uib Daftar Perusahaan {UUWDP) sebagai berikut; perusahaan 
adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus 
menerus. didirikan dan bekerja serta berkedudukan da!am wilayah Negara Republik Indonesia 
untuk tujuanmempero\eh keuntungan dan atau laba 
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PT. tampaknya hal ini ada kaitannya dengan eksistensi PT sebagai subjek hukum 

yang rnandiri. Artinya PT dapat menggugat dan digugat di pangadilan. Berkaitan 

dengan pranata hukum PT, dalarn kepustakaan hukurn perusahaan disebutkan, PT 

sebagai badan usa.ha yang berbadan hukum, mempunyai chi tersendiri jika 

dihandingkan dengan badan usaha lainnya, yakni PT mempunyai kekayaan sendiri 

terlepas dari pemilik (pemegang sahamnya). Berhak meountut dan dituntut di 

Pengadilao. Secara normatif badao usaha yang berbentuk PT diatur dalam 

undang-undang tersendiri, yakni Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang 

Perseroan Terbatas. Dalam Undang-Undang ini disebutkan PT adalah badan 

hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian. 

Dari penjelasan di alas, kiranya dapat dikemukakan dl sini bahwa apa pun 

bentuk badao usaha yang dlpilih oleh para caJon investor, satu hal yang pasti yaitu 

kegiatan yang dilukukan oleh investor dalam menjalaukan usahanya dilukukan di 

wilayah Negara Republik Indonesia. Hal ini membawa konsekuensi hukum bahwa 

segala aktifitas yang dilukukan oleh investor harus mengacu kepada norma-norma 

hukum yang berlaku di wilayah Republik Indonesia. Dalarn hal ini dlrasukan 

betapa pentinguya harmotrlsosi antara satu peraturao dengan peraturao lainnya 

agar tidak saling berbenturao. Barangkali benalasan, jika sernula berbagai pihak 

mengharapkan undang-uadang penanaman modal dijadikan sebagai ketentuan 

hukurn yang bersifat khusus (lex specia/is) dalam bidang investasi. 

Hal lain yang menarik dalam UUPM ini adalah dieantutukannya sejumlah 

asas yang menjiwai nonna dalam kegiatan penanaman modal. Tampaknya 

pambentuk undang-undang berupaya untuk menangkep nilai-nilai yang hidup 

dalarn tatatan pergaulan masyarakat baik di tingkat nasional maupun di dunia 

internasional. Artinya dengan keikutsertaan Indonesia dalam berbagai forum 

intemasional~ maka berbagai nilai yang dianggap telah menjadi norma universal 

diakomodasikan ke dalam hukum nasional. Sebegaimana telah dijabarkan dalarn 

bab-bab sebelumnya, di era globalisasi ini penerapan tata kelola pemerintahan 

yang bersih dan balk serta tata kelola perusahaan yang balk sudah menjadi acuan 

berbagai pihak dalarn memberi layanao publik maupun dalam menjalaukan 

aktivitas bisnis. Adapun prinsip dasar yang terkandung dalam tala pemerintahan 

Universitas Indonesia 

Penerapan Prinsip..., Andri Satria Permana, FH UI, 2009



73 

dan tata kelola perusahaan yang baik, satu di antaranya adalah adanya kepastian 

hukum. Demikian juga halnya dalam UUPM pun dicantumkan sejumlah asas. 

Tepatnya dalam Pasal 3 ayat (1) beserta penjelasannya disebutkan 

sejumlah asas dalam penanaman modal, antara lain: 

a. Asas kepastian hukum. Adapun maksud asas ini adalah asas dalam negara 

hukum yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang

undangan sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam bidang 

penanaman modal; 

b. Asas keterbukaan. Adapun maksud asas ini adalah asas yang terbuka 

terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, 

dan tidak diskriminatif dalam kegiatan penanaman modal; 

c. Asas akuntabilitas. Adapun maksud asas ini adalah asas yang menentukan 

bahwa setiap kegiatan dan basil akhir dari penyelenggaraan penananam 

modal harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai 

pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan; 

d. Asas perlakuan yang soma dan tidak membedakan asal negara. Adapun 

maksud asas ini adalah asas perlak.uan pelayanan non-diskriminasi 

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, baik antara penanam 

modal dalam negeri dan penanam modal asing, maupun antara penanam 

modal dari satu negara asing dan penanam modal dari negara asing lainnya; 

e. Asas kebersamaan. Adapun maksud asas ini adalah asas yang mendorong 

peran seluruh penanam modal secara bersama-sama dalam kegiatan 

usahanya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat; 

£ Asas efisiensi berkeadilan. Adapun maksud asas ini adalah asas yang 

mendasari pelaksanaan penanaman modal dengan mengedepank:an efisiensi 

berkeadilan dalam usaha untuk mewujudkan iklim usaha yang adil, 

kondusif, dan berdaya saing; 

g. Asas berkelanjutan. Adapun mak.sud asas ini adalah asas yang secara 

terencana mengupayak.an beijalannya proses pembangunan melalui 
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penanaman modal untuk menjamin kesejahteraan dan kemajuan dalam 

segaJa aspek kehidupan, baik untuk masa: kini maupun masa yang akan 

datang; 

h. Asas berwawasan linglmngan. Adapun yang di dengan asas ini adalah asas 

penanaman modal dilakukltn dengan tetap meperhatikan dan mengutamakltn 

perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup; 

i. Asas kemandirian. Adapun yang dimaksud dengan asas ini adalah asas 

penanaman modal yang dilakukltn dengan tetap mengedepankltn polensi bangsa 

dan negara dengan tidak menutup diri pada masuknya modal asing demi 

te~udnya pertumbuhan ekonomi; dan 

j. Asas keseimbangan kemajuan dan kesatuan ela:momi nasional. 

Adapun maksud asas ini adalah asas yang berupaya menjaga keseimbangan 

kemajuan ekonomi wilayah dalam lresatuan ekooomi nasional. 

3.3 Penerapan Priruoip National Treatment Dalam Undang-Undang Nomor 25 

Tahun 2067 Tentang Penaoaman Modal 

lnvestasi asing merupakan faktor penting dalam meningkatl:an ekonomi 

suatu negara. 169 Investasi dari luar yang bempa teknologi dan dana, biasanya 

digunakan untuk meningkatl:an keahlian sebagai langkah inovasi dan 

pembanganan yang berkolanjutan. 17
" Terkait dengan upaya persaingan antara 

Negara Maju dengan Negara Berkembang dalam rangka menarik masuknya 

modal asing, maka Negara Berkembang melakukan upaya yang berupa 

menciptakan suatu insentif dalam rangka mendorong dan melindungi investasi 

asing. 171 Adapun yang dimalrsud dengan insentif dalam hal ini ialah berupa 

169 The World Bank:. World Development Report 200S A Belfer lnvesrment Climate for 

Everyone, (Washington. DC: World Bank and Oxford University Press, 2004), him. I. 
!'IV Andrew Charlton, Incentive Bidding FQl' Mobile llfVeStment: Economic Consequences 

And Potential Responses. Makalah merupakan hasil penelitian Research programme an: 
Governing Finance and Enterprises: Global, Regional and National, OECD Center, Januari 2003, 
blm. 10. 

111 :l..allir Shah, Fiscal fnc.tntiv&, The C(}St of Capital And Foreign Direct Investment In 

PakiJ;Ian: A Neo--Classical Approach Disertasi Doktor Government College of Commerce 
Mansehra, Pakistan, 2003, him, l. 
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regulasi investasi yang di dalamnya diatur mengenai insentif pajak, peningkatat! 

infrastruktur dan penyederhanaanjalur birokrdsi. 172 

Arus investasi asing langsung (foreign direct invesJmenf) tidak dapat 

dipungkiri dapat menjadi indikator dari iklim persaingan usaha yang sehat. 

Investasi asing langsung tidak hanya mengenai pembelian asel modal, tennasuk 

merger dan akuisisi; join ventura; pembelian perleogkapan; dan lain 

sebagainya, 173 namun juga mencakup transfer keah!ian manajerial, alih teknologi 

dan akses investasi dalam jaringan perusahaan global. 174 

Alih teknologi dari Negara Maju ke Negara Berkembang merupakan salah 

satu upaya terpenting dalam rangka pembanguaan ekonomi. Bentuan modal asing 

dalam rangka pembangunan ekonomi dapet dilakukan dengan berbagai earn antara 

lain menciptekm lapangan kerja, tronsfer teknologi baru, dan meningkatkan 

strategi manajemen serta ekspor.n5 Sebagai tambahan, investasi asing dapat juga 

dijadikan saluran untuk meningkatkan pembangunan sosia!, menyediakan sumber 

peningkatan infrastruktur dan training kerja da!am segala bidang.' 76 Oleh karena 

itu sangat penting bagi Negara Berkembang nntuk dapat rnemanfaatkan modal 

asing yang tersedia untuk membangua fasilitas dan menciptakan lapangan kerja 

sekaligus meningkatkan sektor riset dan pembangunan.177 

Dengan berbagai keuntungan investasi asing langsung, sebagaimaua yang 

Ielah diuraikan di alas, maka wajar apabila semua negara di duaia, baik Negara 

Maju maupun Negara Berkembang saling bersaing nntuk menarik masuknya 

modal asing. Ketalnya persaingan memaksa Negara Berkembang untuk 

merestrukturisasi hukum investasi mereka melalui pembangunan kerangka hukum 

171 Litwack, J.M. and Yingyl Qian. Balanced or Unbalanced Develapment: Special 
Economic Zones as Catalysts for Transition, vol. 26, (Swedia: Journal of Comparative ECQnom!cs, 
199&), b1m. 117·141. 

m Indonesia. UndangMUndong Nomor 2.5 iahun 2007. Pasal I ang,ka 3. 
174 Ibid, PasaliO. 
t7S Erman Radjagukguk. Hukum lnvestasi Di Indonesia~ Anafomi Umiang~Undang Nomor 

2S Tahun 2007 rentang Penanaman Modal, cet. 1, (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas At Azhar 
Indonesia, 2007), htm. I. 

116 Mahmul Siregar, PerdCigangan lnternasional Dan Penanaman Modal- Studi Kesiopan 
Indonesia dalam Perjanjian lnvestasi Multilateral. (Medan: Universitas Sumatera Utara, 2005), 
h1m. L 

111 Lihat: Penje!asan UndangMUndang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. 
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dalam rangka menjamin kestabilan iklim investasi. Kebljakan penanaman modal 

yang dilaksanakan o!eh suatu negara, kadang kala mengandung proteksi 

perdagangan, sehlngga mengganggu perdagangan intemasionaL 118 Persyarata.n 

penanaman modal di dalam suatu kebijakan penanaman modalj meliputi juga 

tentang penggunaan kandungan lokal atau tindakan-tindakan yang mengontrol 

perbandingan ttansaksi perdagangan. WTO yang merupakan organisasi 

perdagangan intemasional yang berfungsi untuk mengatur kebijakan-kebijakan 

perdagangan antara negara anggota sehingga kebijakan tersebut tidak 

menimbulkan kerugian bagi negsra lain dan mencegah persaingan usaha yang 

tidak sehat antara negara·negsra.179 Berdasarkan fakta yang ada terkait dengan 

ganggoan perdagangan yang timbul akibat dari syarat-syarat dalarn pananarnan 

modal, maka melalaui TRIMs. negara anggota sepakat untuk mernbatasi kebijakan 

oegsra anggota dalam kegiatan penanaman modal. 

Melalui Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, 

Indonesia selaku anggota WTO mengatur kebijakan penanaman modal yang lebih 

terbuka yang didasarkan pada kewajiban Indonesia sebagai anggota WTO untuk 

melaksanakan TRIMs. Di dalarn undang-undang ini, Pasal 3 ayat (I) d, salah satu 

asas penanarnan modal Indonesia adalab perlakuan yang sama terhadap penanam 

modal balk asing dan dalam negeri.1
"' Kebijakan utama yang hams disesuaikan 

adalah tentang penerapan fasilitas penanarnan modal yang wajib sesuai dengan 

aturan-aturan tentang Performance Requirement yang disebutkan da1am lampiran 

TRIMs. 

Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanarnan Modal 

merupakan pengganti dari UU No. I Tahun 1967 tentang Penanarnan Modal 

Asing dan UU No. 6 Tahun 1968 ll:ntang Penanarnan Modal Dalarn Negeri.181 

Pertimbangan yang mendasari Pemerintah Indonesia merubah kebijakan 

penanarnan modal, utamanya adalah untuk mempercepat pembangonan nasional, 

m: Joseph Battat, e1 al., Suppliers Ia Multinationals Linkage Programs to Strengthen Local 
Companies in Developing C011ntries, (Washington: The International Finance Corporation and lbe 
World Bank, 1996), him. 12. 

179 World Trade Organization, Agreement on Trade Related JnvestmenJ Measures. 1994, 
Preamble. 

!8!! Indonesia. Undang-Undang Nom or 25 Tahun 2007. Pasai 3 ayat (1 }. 
1111 Erman R.adjagukguk. Op. Cit., b.Jm. 1. 
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mengolah potensl ekonomi menjadi kekuatan riil dengan menggunakan modal 

yang berasal baik dari dalam negeri maupun luar negeri.181 Pertimbangan kedua 

adalah untuk menghadapl perubahan ekonomi global dan keikutsertaan Indonesia 

dalam berbagai kerjasama perdagangan intemasional, perlu diciptakan ildim 

penanaman modal yang kondusif, promotil; memberikan kepastian hukum, 

keadilan, dan efisien dengan tetap memperhatikan kepentingan eknnomi 

nasional.183 Ketiga adalah perlunya dirubah rezim penanaman modal yang 

tardapat di dalam UU No. I Tahun 1967 dan UU No.6 Tahun 1968 karena tidak 

scsuai lagi dengan kebutuhan percepatan perkembangan perekonomian dan 

pembangunan hukum nasional, kbususnya dalam bidang penanaman modal. 13' 

Dalam Pasal 3 UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal 

disebutkan asas dan tujuan dati UUPM. "' Hukum dan peraturan perundang

undangan adalah dasar setiap kebijakan dan tindakan di bidang penanaman 

modal.'86 Salah satu asas penting yang terdapat di dalam UUPM adalah asas 

keterbukaan yang memberiken hak kepada masyarakat keterbukaan infurmasi 

yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif berkenaan dengan penanaman modal.'87 

UUPM juga mengatur tentang asas akuntabilitas yang memberiken kewajiban 

nntuk setiap kegiatan dan basil akbirnya depat dipertanggnngjawabkan kepada 

rakyat Indonesia sesua.i dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.188 Asas 

yang sangat terkait dengan penanaman modal asing adalah asas perlakuan yang 

sama dan tidak membedakan asal negara yang bertujuan untuk memberikan 

dorongan penanam modal asing untuk menanamkan modal di Indonesia dengan 

perlakuan pelayanan non-diskeiminasi berdasarkan ketentuan peraturan 

perundang-undangan, baik antara penanam modal dalam negeri dan penanam 

161 Ibid 
1*' lhid 
184 Ibid 
155 ibid, him, 43. 
136 Ibid 
187 Ibid 
1"/bid. 
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modal asing maupun antara penanam modal dari satu nega.ra asing dan penanam 

modal dari negara asing lainnya.1
&9 

Lebih khusus tentang a<;as persamaan perlakuan yang diatur di dalam Pasal 

3 ayat (I) huruf d UUPM, disebutkan dalam Pasal 6 ayat (I) bahwa Pemerintah 

Indonesia memberikan perlakuan yang sama kepada semua penanam modal yang 

berasal dari negara manapun yang melakukan kegiatan penanaman modal di 

Indonesia. 190 Di dalam Pasal 6 ayat (2), disebutkan pengecualian asas persamaan, 

Pemerintah lndnnesia dapat mengesampingkan aturan yang terdapat dalam Pasal 6 

ayat (1) kepada suatu negara yang memperoleh hak istimewa herdasarkan 

perjanjian dengan Indonesia. 191 

Berdasarkan hal tersebut, prinsip-prinsip WTO secara umum telah 

diterapkan di dalam UUPM. Prinsip umum WTO, yaitu National Treatment dan 

Most Favored Nation, berdasarkan Pasal 3 dan 6 UUPM telah menjadi jiwa dnri 

rezim penanaman modal di lndnnesia. Berdasarkan alas hal tersebut maka 

selayaknya semua hak dan kewajiban penanam modal asing berlaku juga hagi 

penanam modal dalam negeri 192 dan tiap negara anggota mendapatkan perlakuan 

yang sama. 

Akan tetapi masih terdapat pasal-pasal di dalam UUPM yang memberikan 

perlakuan yang berbeda terhadap penanam modal asing. Terkait dengan National 

Treatment, di dalam Pasal I UUPM rnasih mernbedakan antara penanam modal 

asing dan peoanam modal dalam negeri. Secara garis besar pembedaan tersebut 

dihentuk untuk beberapa kebijakan penanarnan modal yang diatur di dalam 

UUPM. Perlakuan yang berbeda terhedap penanarn modal asing dan dalam negeri 

dilakukan terkait dengan hentuk badan usaha dimana disebutkan dalam Pasal 5 

UUPM hahwa pananaman modal asing hanya dapat dilakukan dalam bentuk 

usaha berbentuk Perseroan Terbetas (P1), sedangkan penanam modal dalam 

negeri dapat dilakukan dalarn bentuk badan usaha yang berbentuk bodan hukurn, 

tidak berbadan bukum, ataupun usaha perseorangan sesuai dengan ketentuan 

1119 Lihat Penjelasan Pasal 3 ayat (1) huruf d, Undang-Undang Nomor 25 Tabun 2007 
tentang Penanaman Modal. 

IW Ibid. 
t'9! Ibid 
tw Fuady, Op. Cit., hlm. 9&. 
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peraturan perundang-undangan. Di dalam Pasal 5 ayat (2) UUPM, penanam 

modal asing dalam bldang tertentu dapat melakukan penanaman modal tanpa 

membentuk Perseroan Terbatas, yaitu pada minyak dan gas bumi. Peraturan yang 

berbeda antard penanam modal asing dan dalam negeri, merupakan lindakan yang 

menyimpang dari prinsip WTO tentang National Treatment~ yang diatur di dalam 

Article Ill GAIT 1994. Salah satu tindakan yang dianggap perlakuan diskriminatif 

adalah perbedaan kebijakan dalam peraturan perundang-undangan. Berdasarkan 

alas hal tersebut, pengaturan yang berbeda dalam Pasal 5 UUPM menyimpang 

dari prinsip National Treatment. 

"The contracting parties recognize that internal taxes and other internal 

charges, and laws, regulations and requirements affecting the internal 

sale, offering for sale, purchase, transportation, distribution or use of 

products. .. "193 

Aturan lain yang memberikan perlakuan yang berbeda adalah Pasal 12 

ayat (2) UUPM yang secara kbusus mengatur bidang usaba yang tertetup untuk 

penanaman modal asing yang terdiri dari produksi senjata, mesiu, alat peledak, 

dan peralatan perang. Selain itu juga bidang-bidang yang secara aksplisit di atur 

tertetup untuk penanaman modal asingi94 Tertutupnya produksi senjata, mesilJ, 

alat peledak, dan peralatan pernng berdasarkan Arlicle XXI point b (i() GA 'IT 1994 

merupakan pengecualian untuk melindungi keamanan negara. Akan tetapi untuk 

pengaturan tentang produksi lain sesual peraturan perundangan, dapat dianggap 

suatu perlakuan diskriminasi mengingat pengaturan tersebut di atur secara 

terbuka, dengan digantungkan pada kebijakan yang belum ditetapkan oleb 

Pemerintah Indonesia. 

Fasilitas penanaman modal merupakan hal yang biasa dilakukan untuk 

menarik penanam modal. UUPM mengatur tentang fasilitas penanaman modal 

dalam Pasal 18 sampai dengan Pasal 24. Fasilitas penanaman modal menjadi 

suatu pennasalahan dalam hal fasilitas tersebut dikaitkan dengan pemenuhan 

Peiformance Requirement yang dilarang di dalam TRIMs. Salah satu hal yang 

193 GAIT 1994, Op, CiL. Article III Paragraph 1. 
194 Jndonesia, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007. Pasal 12 ayat (2). 
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menjadi perbatian di dalam UUPM adalab Pasal 18 ayat (3) huruf j, yang 

menyebutkan persyaratan pemberian fasilitas penanaman modal salah satunya 

adalab penggunaan komponen lokal. Apabila ditelaab lebih lanjut maim 

pengaturan Pasal 18 ayat (3) huruf j UUPM merupakan suatu perlalman yang 

tidak sarna antara barang dalam negeri dan barang impor. 

Pasal 18 ayat (3) huruf j UUPM secara eksplisit merupakan pelanggaran 

dari pengaturan Performance Requirement yang di atur di dalam TRIMs. Larangan 

pengaturan kebijakan diskriminasi terkalt dengan penggunaan produksi lokal 

dalam TRIMs, di atur sebagai suatu kegiatan yang dipersyaratkan untuk 

mendapatkan kemudahan ataupnn insentif, 195 biia menelaah UUPM, tindakan 

tersebut lebih kepeda suatu pilihan yang tidak mempengaruhl pada keberadaan 

dan usaba penanam modal. Ketentuan tentang larangan penggunaan komponen 

lokal dalam TRIMs juga mensyaratkan bebwa secara spesifik negara anggota 

mengatur tentang jumlab, nilai, dan presentase kbusus. Sedangkan di dalam 

UUPM hanya mengatur secara umum. 196 

Salah satu tindakan yang dilarang untuk diterapkan dalam kebijukan 

penanaman modal nasional berdasarl<an TRIMs adalab subsidi sebsgahuana 

dinyatakan oleb Article 2 TRIMs. Pengaturan laio tentang subsidi antara !aio 

dalam Agreement on Subsidies and Countervailing Measures (ASC}4). 

Berdasarkan ASCM, subsidi merupakan kegiatan Pemerintab untuk memberikan 

bantuan dana kepada industri nasional, yang salah satunya diatur tentang import 

substitution subsidies. 197 Import substitution subsidies, berdasarkan Pasal 3.1(b) 

ASCM, adaleb subsidi yang dilakukan dengan kewajiban penggunaan prndnk 

nasional daripada produk impnr. Di dalarn kasus Canada-Autos, Appellate Bndy 

dalam Dispute Settlement Body, menyatakan bebwa Import Substitution Subsidies 

dapat diterapkan dengan secara de jure atau de facto. 198 De facto dimaksudkan 

195 H.S. Kartadjoemena, Op. Cit., him. 227. 
196 Mahmul Siregar (2), UUPM Dan Pet1yelesaian Sengketa Perdagangon Intem(J:iiona/ 

Da/am Kegiatan Penananam Modal. Jumal Hukum Bisnis, vol. 26, No.4, 2007, him. 23. 
197 Van den Bosscltc, Op. Cit., him. 564. 
191 Lihat: Kasus WTO, Dispute Settlement Body (DSB), Canada-Autos. Oapat diakscs 

melalui http://www.wto.org. 
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ada~ah penerapan dari suatu kebijakan yang tidak secara eksplisit mengatur 

tentang subsidi. tapi mengakibatkan adanya subsidi tertentu dalam prakteknya. 199 

Pasal 18 UUPM mengatur tentang syarat-syarat pemberian fasilitas 

penanaman modal. Pasal 1 8 sebagaimana dipaparkan di atas, merupakan suatu 

syarat pilihan, yang artinya apebila satu syarat terpenubi maka menghapuskan 

kewajiban alas syarat yang loin.200 Salah satu syaralnya adalah penggunaan barang 

modal atau mesin atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri.201 Syarat 

tersebut memang tidak seoara spesifik mengatur tentang kuantitas tertentu, akan 

tetapi bibanana r!ikaitkan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 

Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Fasilitas Pajak Untuk Penanaman Modal Di 

Bidang-Bidang Usaba Tertentu Dan/Atau Di Daerah-Daerah Tertentu (PP 

112007), yang menyebutkan terdapat fasililas penanarnan modal salah satunya 

adalah kompensasi kerugian terhadap pengusaha tertentu dalam hal menggunakan 

bahan baku dan atau komponen basil produksi dalam negeri paling sadikit 70% 

(tujub pulub persen) sejak tahun ke-4 (empat).202 Syarat tersebut di alas diatur 

herbeda daripada syarat loin yang mempersyaratkan minimal 5 tahun seperti 

mempekeljakan sekurang-kurangnya 500 (lima ratus) orang tenaga kelja. Socara 

aturan perbedaan kebijakan ini tidak eksplisit mengatur tentang import 

substitution. subsidies, tapi kemungkinan dominan syarat tersebut dipilih yang 

akan menjadi permasalahan, karena dengan syarat yang lebih mudah (prefor 

requirement). 

Berdasarkan prinsip-prinsip tersebut, Indonesia memherikan perlakmm 

yang sama terhadap penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing 

sebagaimana ketentuan Pasal 6 UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal 

yang menentukan untuk memberikan perlakmm yang sama kepada semua 

penanarn modul yang herasal dari negara manapun yang melakuksn kegiatan 

penanaman modal di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang

undangan yang berlaku. 

199 Van den Bossche, Op. Cit., him. 563. 
100 Indonesia. Unrkmg-Unthng Nornor 2S Tahun 2007. Pasall8 ayat (2). 
Nl Ibid., burufj. 
zm Indonesia, Peraturan Pemerinlah No. 1 Tahun 2007. Pasal 2 ayat (2) huruf d. 

Universitas Indonesia 

Penerapan Prinsip..., Andri Satria Permana, FH UI, 2009



82 

Dalam masyarakat terd.apat perbedaan pengertian mengenai tidak adanya 

perbedaan perlakuan terhadap penanam modal asing dan penanam modal dalam 

negeri yang diatur dalam UUPM. Prinsip non-discrim;nalion dalam undang

undang ini sebenarnya diambil da.Jam arti pengertian national treaJment sebagai 

prinsip dasar TRIMs/GAIT Dalam Article 2 of TRIMs mengenal National 

Trealmenl dan Quanlilallve Reslriclions, Pasal 4 Ayat (2) UUPM menyatakan, 

dalam menetapkan kebijakan dasar penanaman mndal, Pemerintah memberi 

perlakuan yang sama bagi penanam mndal dalam negeri dan penanam modal 

asing dengan tetap memperhatikan kepenringan nasiooal. 

Persaingan yang adil antara produk irnpor dan produk dalam negeri dapat 

mengakibatkan perbaikan kinerja pada produksi dalam negeri untuk lebih efisien 

sehingga dapat bersaing dengan produk irnpor, sedaogkan bagi konsumen hal ini 

akao !ebih menguntungkan karena rnemungkinkan konsumen mempero!eh barang 

yang lebih baik dan harga yang lebib wajar. Dalam pernpektif lain, justru tindalnm 

yang demikian dapat meoyehabkan kurangnya minat investor untuk meoanamkan 

modaloya, kareoa berkmaognya keleluasaan investor untuk mengambil keputusan 

bisnis yang lebib bebas. 

Tetap ada pembedaan perlakuan antara penanarn modal asing dan 

penanam modal dalam negeri dalarn UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman 

Modal, seperti bentuk badaa usaha dan bidang usaha yang tertutup dan yang 

terbuka dengan bersyarat. Perlama, untuk penanarn modal dalam negeri badan 

us aha dapat berbentuk Badan Hukum seperti Perseroan T erbatas dan Koperasi, 

bnkan Badan Hukum seperti Firma, CV, dan Perusahaan Perorangan. Sedangkan 

untuk penanarn modal asing diharuskan berbentuk Perseroan Terbatas, kecuali 

undang-undang menentukan llrin. Kedua, tidak semua bidang usaha terbuka untuk 

modal asing. Berbaglri bidaog usaha ada yang banya untuk penanam modal dalarn 

negeri. Ada hidang usaha, dirnana modal asing harus bekerja sarna dengan 

penanarn modal dalarn negeri, atau bekeJjasama dengan Usaha Kecil, Menengah, 

dan Koperasi (UKMK). 

UU No. 25 Tahun 2007 tentang Pcnanaman Modal tidak menganut alinm 

liberal, karena undang-undang ini tetap berpegang kepada Pasal 33 UUD 1945, 
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dimana hak menguasai negara mencakup pengertian bahwa negara merumuskan 

kebijakan (beleid), melakukan pengaturan (regelendaad), melakukan pengurusan 

(bestwrsdaad), melakukan pengelolaan (behersdaad}, dan melakukan 

pengawasan (toezichthoundensdaad) untuk tujuan sebesar-besarnya kemakmuran 

rakyat. 

Daftar Negatif Investasi Pasal 12 ayat (I) UUPM menyatakan semua 

bidang usaha atau jenis usaha terbuka bagi kegiatan penanaman modal) kecuali 

bidang usaha atau jenis usaha yang dinyatakan tertutup dan terbuka dengan 

persyaratan. Ayat (2) menyebulkan bidang usaha yang tertutup bagi penanam 

modal asing adalah: 

a. Produksi senjata, mesiu, alat peledak, dan peralatan perang; dan 

b. Bidang usaha yang secara eksplisit dinyatakan tertutup berdasarlcan 

undang-uudang. 

Selaojutnya ayat (3) menyatakao Pemerintab berdasarkan Peraturan 

Presiden menetapkan bidang usaha yang tertutup untuk penanaman modal, balk 

asing maupun dalam negeri, dengan berdasarkao kriteria kesahatan, moral, 

kebudayaan, linglrungan bidup, pertabanan dan keamanan nasional, serta 

kepentingan nasional lainnya. Ayat (4) menyebutkan kriteria dan persyaratan 

bidang usaha yang lertutup dan yang terbuka dengan persyaratao serta da:ftar 

bidang usaha yang tertutup dan yang terbuka dengan persyaratan masing-masing 

akao diatur dengan Peraturao Presiden. Kemudian ayat (5) menyatakan 

Pemerintab menetapkan bidang usaha yang terbuks dengan persyaratan 

berdasarkan kriteria kepentingan nasional, yaitu perlindungan sumber daya alam, 

perlindungan, pengembangan usaha mlkro, kecil, menengah, dan koperasi, 

pengawasan produksi dan distribusi, peningkatan kapasitas teknologi, partisipasi 

modal dalam negeri, serta kerjasaroa dengan badan usaha yang ditunjuk 

Pemerintah. 

Dengan demikian tidak semua bidang usaha terbuks untuk penanaman 

modal. Ada bidang-hldang usaha yang tertutup bagi penanarnan modal dalam 

negeri dan penanaman modal asing. Begitu juga terdapat bidang usaha yang 

tertutup bagi modal asing. 
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Selanjutnya ada bidang usaha yang terbuka bagi penanaman modal asing 

dan penanaman modal dalam negeri dengan persyaratan tertentu, Bidang usaha 

yang tertutup dan terbuka dengan persyaratan tersebut yang dituangkan dalam 

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2007 tentang Daftar 

Bidang Usaha Yang T ertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan 

Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal. Pada Pasal I Peraturan Presiden ini 

menyatakan; 

I. Bidang usaha yang tertutup merupakau bidang usaha tertentu yang 

dilarang diusahakan sebagai kegiatan penanaman modal. 

2. Daftar bidang usaha yang tertutup sebagaimana dimaksud dalam ayat 

(1) adalah sebagaimana tercantum dalam Larnpimn I Peraluran 

Presiden ini. 

Dalam Pasal 2 menyebutkan : 

L Bidang usaha yang terbuka dcngan persyaratan adalah bidang usaha 

tcrtentu yang dapat diusahakan sebagai kegiatan penanaman modal 

dengan syarnt tertentu, yaitu bidang usaha yang dicadangkan untuk 

UMKMK, bidang usaha yang dipen;yaratkan dengan kemitman, 

bidang usaha yang dipersyaratkan kepemilikan modalnya, bidang 

usaha yang dipersyaratkan dengan lokasi tertenlu, dan bidang usaha 

yang dipersyaratkan dengan perizinan khusus. 

2. Daftar bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan sebagaimana 

dimaksud dalarn ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam 

Lampimu II Peraturan Presiden ini. 

3. Persyaratan tersebut rnerupakan persyaratan bagi pembentukan badan 

usaha yang berbadan hukum Indonesia bagi penanam modal 

(kbususnya penanam modal asing sebelurn melukukan kegiatan 

penanaman modal di Indonesia). 

Dalarn Pasal 3 menyatakan: 

I. Peraturan Presiden ini bertaku selama 3 (tiga) tahun sejak diundangkan 

atau apebila dipandang perlu dapat ditinjau kembali sesuai dengan 
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kebutuhan dan perkembangan keadaan yang penetapannya dengan 

Peraturan Presiden. 

2. Dalam hal jangka waktu 3 (tiga) tahun terlewati dan temyata daftar 

bidang usaha yang tertutup dan terbuka dengan persyaratan yang baru 

belum diatur, maka Pemturan Presiden yang mengatur daftar bidang 

usaha yang tertutup dan terbuka dengan persyaratan masih tetap 

berlaku. 

Pasal 4 menyebutkan Pemerintah wajib mempublikasikan daftar bidang 

usaha yang lertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan secara 

terbuka di area publik, baik publikasi melalui media cetak maupun elektrouik 

yang dapat diakses dari situs Pemerintah Indonesia. 

Pasal 5 menyatakan dengan diletapkannya Peraturan Presiden ini, maka: 

I, Ketentuan-kelentuan sebagahnana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan 

Presiden ini tidak berlaku begi penanaman modal yang Ielah disetujui 

sebelum Peraturan Presiden ini berlaku. Penanaman modal sebagaimana 

dimaksud dalam ayat (I) ini wajib dibuktikan dengan sural persetujuan 

penanaman modal dan pembahannya (bila ada) yang diterbitkan oleh 

instansi yang berwenang. 

2. Ketentuan Peraturan Presiden ini berlaku sepenubnya bagi setiap 

perubahan atas penanaman modal yang Ielah disetujui dalam sural 

persetujuan penanarnan modal dan perubahannya (kecuali pemhalran 

kompusisi pemegang saham dalam betasan prosentase maksimum 

kepemilikan saharn asing dan domestik yang Ielah disetujui) yang 

dilakukan oleh penanam modal yang dimaksud dalam ayat (I) terse but di 

atas atau perusahaan penanaman modal yang Ielah ada pada atau sebelum 

berlakunya Peraturan Presiden ini. 

Akhlmya Pasal 6 Peraturan Presiden ini menyebutkan kelentuan Peraturan 

Presiden ini tidak mengurangi kewajiban penanam modal untuk mematuhi 

ketentuan-ketentuan dan syarat-syaral yang berlaku lliltuk kegiatan penanarnan 

mudal tersebut untuk melakuknn kegiatan usaha yang dikeluarkan oleh instansi 

teknis yang berwenang yang membawahi bidang usaba penanaman modaL 
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Pemberian perlakuan yang sama terhadap semua penanam modal baik 

penanam modal asing maupun penanam modal dalam negeri merupakan 

konsekuensi dari diratifikasinya TRIMs oleh pemerintah Indonesia, TRIMs 

mengandung prinsip National Treatment yang mengharuskan bahwa tidak ada 

tindakan diskriminasi bagi penamun modal di negara-negara anggota GAIT dan 

prinsip General Elimination of Quantitative Restrictions, yang tidak 

membenarkan adanya larangan atau harubetan perdagangan Iainnya kecuali 

melalui tarif. Namun tetap ada pembedaan perlakuan antara penanam modal asing 

dan penanam modal dalam negeri dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 

tentang Penanaman Modal, seperti dalam hal bentuk hadan usaha dan bidang 

usaha yang tertutup dan yang terbuka dengan bersyaraL 
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Melalui investasi, balk investasi dari pihak asing maupun dalam negeri, 

diharapkan mampu menggenakkan roda ekonorni suatu negara. Sehlngga Negara 

dituntut untuk mengatur sedemikian rupa agar investasi dapat memberikan 

pengarub positif bagi bangsa dan masyarakatnya Kewajiban negara mengatur 

inveswi dikarenakan komplaksitas sifilt penanaman modal serta memiliki 

dampak terbadap banyak aspek, mulai dari masalab pertanaban, tenaga keJja, 

permodalan, perpajakan, dan berbagai aspek !ainnya. 

Secara logis ada beberapa teori khusus yang ernt kaitannya dengan 

pemabaman rnengenai perlu dan pentingnya kegiatan investasi bagi pertumbuban 

ekonomi suatu negara. Teori-teori tersebut antara lain adalab The Product Cycle 

Theory (Teori Sildus Produk) dan The Vertical Integration Theory (Teori Integrasi 

Vertikal).203 

Teori Sikius Produk atau The Product Cycle Theory paling cocok 

diterapkan pada investai asing secara langsung (foreign-direct investment) dalam 

bidang manufacturing. 204 Biasanya merupak:an usaha ekspansi awal dari 

perusahaan-perusabaan Negara Maju seperti Arnerika Serikat dengan mendirikan 

pabrik-pahrik untuk membuat barang-barang yang sama atau sejenis di negara lain 

terrnasuk negara-negara berkembang. Hubungan antara induk perusabaan dengan 

pabrik-pabrik sejenisnya di negara Jain tersebut disehut "Horizonlaly Integrated". 

Teori in1 mengatakan, bahwa setiap teknologi atau proses produk.si 

biasanya diketjakan melalui tiga fase:205 

l. Fase permulaan atau inovasi. 

llll Nindyo Pramono, Perkembangan Ants lnvestasi Ditinjau Dari PerspektifHulrum Bisnis, 
(Yogyakarta: Universitas Gadjah Marla. 2007), diakses melalui u.ww.legalitas.crg pada ta.ngga! 7 
Juni2009. 

:roi Ibid 
:ros Ibid. 
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2. Fase perkemhangan proses. 

3. Fase pemat.angan atau fase standardisasi. 

Dalam setiap fase tersebut, berbagai tipe perekonomian negara mempunyai 

keWlggulan komparatif atau a comparative advantage di dalam memproduksi 

barang-barang atau komponen-!((lmponen produksinya. Fase pertama cenderung 

bertempat di negara atau negara-negara industri paling maju seperti Inggris, 

Amerike Serikat, dan Jepang. Perusahaan-perusahaan tersebut biasanya 

memegang posisi oligopo!i di negaranya masing-masing yang mengakibatkan 

mempunyai keunggnlan komparatif di dalam mengembangkan produk-produk 

baru dan proses-proses industrinya karena adanya permintaan pasar dalarn negeri 

yang besar dan banyaknya persediaan sumber produksi untuk aktivitas-alctivitas 

inovatif. Fase inovasi ini membutuhkan dana yang tidak sedikit karena diperlukan 

trial and error 1.mtuk setiap proses produksi sampai diperolehnya basil produksi 

yang layak untuk dipasarkan. 

Biasanya negara-negara majulah yang mempunyai cukup dana dalam fase 

inovasi ini. Pada fase awal ~ perusahaan-perusahaan di negara maju seperti 

Amerika Serikat memiliki suatu posisi monopoli karena kemampuan teknologi 

yang belum tersaingi. Oleh karena permintaan pasar deri luar negeri terhadap 

produk mereka meningkat, perusahaan-perusahaan itu kemudian meningketkan 

ekspor produknya ke pasar luar negeri. Darnpak deri penyebaran produk tersebut 

di luar negeri, sudah barang tentu akan terjadi penyebaran teknologi ke negara

negara lain termasuk Negara Berkembang. Akibatnya lama kelamaan muncul 

pesalng·pesalng luar negeri yang cukup potensial. Pesalng-pesaing ini kemudian 

mampu membuat rintangan-rintangan dagang atau trade barrier yang kemudian 

dapat .. memaksa" perusahaan negara-negara maju tersebut memproduksi barang

barang yang sama di luar negeri Berarti mereka mau tidak mau harus mendirik.an 

pabrlk atau cabang perusahaan di negara lain atau di luar negeri termasuk. di 

negara-negara berkembang. Akibat selanjutnya, proses manufacturing dan tempat 

produksi cenderung barkembang di luar negeri yang semula kemasuksn alirnn 

modal asing tersebut. Selanjutnya dalarn fase terakhir, dibuatlah standardisasi 

proses manufacturing yang memungkinkan peralihan lokesi-lokesi produksi ke 
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negara-negara yang sedang berkembang, terutama negara-negara industri baru 

(Newly Industrializing Countries) yang memiliki keunggulan komparatif berupa 

tingkat upah yang rendah. Produk-produk dari negara-negara berkembang ini pun 

kemudian diekspor ke pasaran global. Singkatnya, The Product Cycle Theory 

ingin membantu menjelaskan bahwa perusahaan multinasional dan persaingan 

oligopoli, porkembangan dan penyebaran teknologi industri merupakan unsur

unsur penentu utama te~adinya perdagangan dan penempatan lokasi-lokasi 

aktivitas eknnomi secara global melalui investasi dan timbulnya strategi 

perusabaan yang mengimplementasikan perdagangan dan produksi di luar negeri. 

Teori Integrasi Vertikal (The Vertical Integration Theory) banyak 

diterapkan pada New Multinalionalism Country atau Negara Multinasionalme 

Baru dan pada investasi yang terintegrasi secara vertikal, yakni produksi barang

barang di beberapa pabrik menjadi input bagi pabrik-pahrik lain dari suatu 

perusabaan yang sejenis."" Teori ini barawal dari pemabaman babwa biaya-biaya 

untuk melaknkan bisnis di luar negeri dengan investasi balk direct ataupun 

indirect harus memperhltungkan mencakup biaya-biaya lain yang barus dipikul 

oleh perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan tersebut barus memiliki beben~pa 

keunggulan kompesasi atau Compensating Advanteges atau keungggulan yang 

spesifik bagi perusabaan seperti keahlian teknis manajerial, keadaan 

perekonomian yang memungkinkan perolehan sewa secara monopoli untuk 

operasi perusahaannya di negara~negara lain. 

Menurut teori ini, investasi dapat dilakukan dangan cara integmsi secara 

vertikal, yaitu dengan menempatkan beherapa tabapan produksi di heberapa lokasi 

yang berbeda di seluruh dunia Motivasi utamanya edalah untuk mendapatkan 

keuntungan berupa biaya produksi yang rendah, memanfaatkan kebijaksanaan 

pajak lokal, juga untuk membuat "rintangan perdagangan" bagi perusabaan yang 

lain. Banyak falc!or yang menentukan tingkat alinm modal, skill, teknologi, dan 

keahlian negara maju atau pemodal asing Ice negara penerima modal atau negam 

berkembang, antara lain:201 

a. Iklim penanaman modal di negara penerima modaL 

206 Ibid. 
107 Ibid. 
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b. Prospek perkembangan usaha di negara penerima modal. 

c. Tingkat perkembangan ekonomi di negara penerima modal. 

d. Stabilitas politik di negera penerima modal. 

e. Tersedianya prasarana dan sarana yang diperlukan oleh si pemodal. 

f. Aliran modal cenderung mengalir kepada negara dengan tingkat 

pendapatan nasional per kapita yang tinggi. 

g. Tersedianya bahan baku, tenaga kerja yang relatif murah, dan 

potensi pasar dalam negara penerima modal tersebut. 

Percepatan pembangunan ekonomi nasional dan upaya mewujudkan 

kedaulatan politik dan ekonomi Indonesia, memerlukankan peningkatan 

penanaman modal untuk: mengolah potensi ekonomi menjadi kekuatan ekonomi 

riil dengan menggunakan modal yang berasal baik dari dalam maupun luar negeri. 

Hal tersebut merupakan salah satu alasan yang melatarbelakangi pembentukan 

Undang-Undang No. 25 Tahno 2007 tentang Penanaman Modal. 

Akibat hukum dari diberlakukannya Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 

ini, mempunyai pengaruh luas terhadap kineija Penanaman Modal di Indonesia, 

terutama dengan dicabutnya UUPMA dan PMDN. Ketentuan Peralihan dalam 

Pasal 37 jo. Pasal 39 UU No. 25 Tahun 2007, merupakan reformasi tatanan 

hukum yang berlaku selama hampir 40 tahun dalam bidang penanaman modal di 

Indonesia. Reforrnasi ini harus diartikan positif, karena memang dalam mengubah 

pola pikir dan pola pandang terhadap bagaimana kita harus melaksanakan misi 

pembangunan nasional sekarang ini berbeda landasannya dengan masa lalu. 

Landasan yang sangat terpengaruh kuat oleh globalisasi dan internal changes 

yang tidak dapat kita hindari. 208 

Dengan berlakunya Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 dan sebagai 

konsekuensi logis dari diratifikasinya WTO Agreement ke dalam sistem hukum 

Indonesia, maka Warga Negara Asing dapat menanamkan modalnya di Indonesia 

tanpa dibedakan dengan Warga Negara Indonesia sendiri dalam hal hak dan 

208 Adang Abdullah, Tinjauan Hukum Alas UU Penanaman Modal No. 25 Tahun 2007: 
Sebuah Catatan. Jakarta: Jwnal Hukum Bisnis, vo1.26, No.4, 2007, him. 12. 
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kewajibannya. Jika dulu sebelwnnya dikenal Perusahaan PMA dan PMDN 

ditambah non-PMA dan non-PMDN, maka sekarang hanya ada Perusahaan 

Nasional yang bermodalkan dalam negeri dan yang bennodalkan eampuran atau 

seluruhuya asing. Ketiga jenis perusabean nasional tersebut di perlakukan sama 

dalam hak dan kewajibannya. Hanya dalam jenis usaila akan ada pembatasan 

melalui Peraturan Pernerintah, 

Perusahaan asing yang beroperasi di Indonesia tetap diatur dan mengik:uti 

ketetapan-ketetapan dari Menteri Perdagangan. Ini yang diaebut akibat dari 

globalisasi yang pemah dicanangkan pada tahun 1997-an oleh Presiden Suharto. 

Mau tidak mau, suka atau tidak ldta harus memasaki era globalisasi. Memang 

berat dirasakan, tetapi begaimanapun, apalagi setelah berlakunya UU No. 25 

Tahun 2007 ini dalam aspek penanaman modal, kita berus melaksanakannya. 

Terjadi perubahan prinsip dasar serta istilah dalam pelaksanaan 

pembangunan ekonorni negara setelah kita menerbitkan undang-undang yang 

meratifikasi WTO. Ini tidak bisa dipungkiri, dernikian juga dengan lahirnya 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentaog Pemerintahan Daerab. 

Namun kenyataan ini tidak diberengi dengan langkah-langkah cepat dari 

Pemetintah untuk mengadakan perubahan terhadap peraturan perundang· 

undangan sektoral yang berlaku. Hampir semua undang-undang di semua sektor 

pasti terkena pengaruh dengan lahirnya kedua undang-undang tersebut di atas. 

Sebenarnya momen ini jnga dapat dimanfuatkan dengan mengundangkan 

terlebih dulu undang-undang tentang perdagangan, tetapi barangkali ini bukan 

peketjaan yang mudah; sementara momen bisnis dunia sangat cepat berubah 

sehingga didahulukanlah undang-undang tentaog penanaruan modal. Alasan 

dernikian, sama saja dengan ketika kita dulu melahirkan undang-undang tentaog 

PMA dan PMDN. 

Selanjutnya undang-undang sektoral seperti undang-undang tentaog 

perindustrian bisa dikatakan sudah usang hagi perkemhangan bisnis dunia sam ini, 

banyak yang sudah sangat tidak relevan lagi mater! pengaturannya. Dernikianjuga 

dengan undang-undang sektoral lainnya. Tentunya semua perubahan undang

undang tersebut akan mempunyai pengarub pada konstelasi masing-masing sektor 
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dan jelas akan merupakan pekerjaan yang banyak bagi pakar hukum dan ahli di 

sektomya untuk rnenanganinya. 

Salah satu tonggak ut!llllil dari sektor perdagangan, khususnya sejak 

diundangkannya undang-undang tentang PMA dan PMDN adalah dilahlrkannya 

Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 1977 tentang Pengakhiran Kegiatan Usaha 

Asing Dalam Bidang Perdagangan. Komprehensif pengaturan dalam PP ini, 

semestinya membuat perusahaan perdagangan nasional maju karena memperoleh 

kesempatan yang seluas~luasnya. Namun kenyataannya hingga saat ini) 

kesempatan emas ini dimanfaatkan oleh pihak pemodal kuat atau bahkan asing. 

Perusahaan Nasional hanya berkesempatan sekedar menjadi ukendaraan» mereka 

saja. 

Sebuah peraturan perundang-undangan tidak berlaku lagi karena beberapa 

I. Secam tegas dinyatakan dieahut dalam tingkat parundang-undangan yang 

lebih tinggi atau setidak tidakuya satu tingkat di atasnya. 

2. Dalam Kerentuan Peralihan, sebuah peraturan perundangan yang lebih tinggi 

atau satu tingkat, dinyatakan "semua peraturan yang bertentangan dengan 

materi dalam peraturan ir.u~ dinyalakan tidak berlaku lagi". Dalam UU No. 25 

tahun 2007 bunyinya terhadap semua peraturan pelaksanaan UU tentang PMA 

dan PMDN adalah sebaga berikut: ·~ .. dinyatakan tetap beriaku sepanjang 

tidak bertentangan dan belum diatur dengan peraturan pelaksanaan yang 

baru berdasarkan undang-undang ini"- Pasal 37 ayat (1). Sedangkan dalam 

Pasal 39 kita temui kaJimat: usemua peraturan perundang-undangan yang 

berlwitan secara langsung dengan penanaman modal wajib mendasarkan dan 

menyesuaikan pengaturannya pada undang-undang ini". Di sini tentunya 

perlu ada kesamaan pandapat tentang apa itu 'berkaitan secara langsun.g'. 

Jangan sampai wilayah ini menjadi abu-abu (grey area). 

3. Secara kbusus diterbitkan peraturan perundang-undangan yang mencabut 

keberlakuanuya. Tentunya oleh tingkat peraturan perundangan yang lebih 

tinggi atau satu tingkat di atasnya. 

W9Jbid, hlm.IJ. 
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Kalau klta perhatikan apa yang dikemukakan pada butir 2 di atas, maka 

terhadap Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 1977 dan semua perubahannya, 

sebagai peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang No. 6 Tahun 1968 tentang 

PMDN, mesti diadakan pengkajian mana yang bertentangan dan mana yang tidak. 

Perall:lrnn pelak.'lalla yang kena dampak Undang-Undang No. 25 Tahun 

2007 yang memerlukan peninjauan dan pengkajian lebih lanjut antara lain, yaitu: 

I. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 118 Tahun 2000 tentang 

Perubahan Atas Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 96 Tahun 

2000 tentang Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang 

Terbaka Dengan Persyaratan Tertentu Bagi Penanarn Modal. 

2. Keputusan Menteri Perdngangan Rl No. 382/Kp/XIIm tentang Ketentuan 

PelaksanaanPerg;!k.hlnlnKcgialan.UsahaAsingDalamBidangPerdagargan. 

3. Keputusan Menteri Perdagangan Rl No. 66/Kp/IW73 tentang Keagenan 

Tunggal Pupuk Produk.si Luar Negeri. 

4. Keputusan Menteri Perdagangan Rl No. 314 /KpMW74 tentang 

Peredanan, Impor Dan Ekspor Obat, Mak.anan Dan Minuman, Alat 

Kecantikan Dan Alat Kesehatan. 

5. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Rl No. 

133/MPP/Kep/611996 tentang Barang Yang Diatur Tata Niaga Impornya. 

6. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Rl No. 

133/MPP/Kep/6119% tentang Perubahan Keputusan Menteri Perindustrian 

dan Perdagangan Rl No. 230/MPP/Kep/7/1997 tentang Barang Yang 

Diatur Tata Niaga lmpornya sehagalmana te1ah diubah beberapa kali, 

terakhir dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Rl No. 

439/MPP/Kep/911998. 

7. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Rl No. 

23/MPP/Kep/1/1998 tentang Lembaga-Lemhaga Usaha Perdagangan. 

8. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 96 Tahun 2000 tentang 

Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan 

Persyaratan T ertentu Bagi Penanam Modal. 
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9. Keputusan Menreri Perindustrian Dan Perdagangan No, 

402/MPP/Kep/ii/1997 tentang Ketentuan Perizinan Usaha Perwakilan 

Perusahaan Perdagangan Asing. 

10. Instrukc<i Dhjen Perdagangan Dalam Negeri No. 01/DAGRI/INS/11/85 

tentang Pendaftaran Agen/Distributor Baraog-Barang Dan Jasa, Dalam 

Dan Luar Negeri. 

4.2 Peraturan Perundang~Undangan YangHarus Dicabut 

Negara Indonesia menganut sistem ekonomi yang bebas terkendali yang 

tidak terlepas dan tergantung pada sistem perdagaogao intemasional. Hal ini dapat 

dicermati dari diperguuakanuya sistem, ketentuan, dan mekanisme yang telah 

diinisiasi oleh WTO dengan salah satu bentuk aturan malnnya yaitu TRIMs. 

Indonesia telah meratifikasi segenap peraturan dalarn TRIMs, atas dasar ketentuan 

tersebut penanaman modal di Indonesia secara /ogis-yuridis terikat kepada 

prinsip-prinsip penanaman modal international dari WTO dan TRIMs, prinsip

prinsip tersebut adalah: 

a, Prinsip Non-diskriminasi, prinsip ini mengharuskan host country untuk 

memperlakukan secam sama setiap penanam modal baik penanam modal 

asing maupun penanam modal domestik di negara tempat penanaman 

modal dilakukan. 

b. Prlnsip Most Favoured Nations (MFN), prinsip ini menuntut perlakuan 

sama dari host country terhadap penanarn modal dari negara asing yang 

satu dengao penanam modal asing dari negara laiMya yang melakukan 

aktivitas penanaman modal di negara mana penanaman modal tersebut 

dilakukan. 

c. Prinsip National Treatment, prinsip ini mengharuskan host country untuk 

tidak membedakan perlakuan antara penanam modal asing dengan 

penanam modal di negara mana penanarnan modal tersebut dilakukan. 

Prinsip-prinsip lain yang tidak tennuat dalarn WTO dan TRIMs narnun 

telah menjadi sebuah paradigma universal dan harus ikut terakomodir dalam 

peraturan penanarn modal adalah sebagai berikut: 
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a. Prinsip Transparansi (Transparency Principle), prinsip 1m menuntut 

adanya keterbukaan dan kejelasan mengenai aturan main penanam modal 

dari aspek pre-investment hingga post-investment. 

b. Prinsip Hak Asasi Manusia (Human Right Principle), prinsip 1m 

mewajibkan seluruh penanam modal untuk. selalu memperhatikan aspek 

HAM baik di dalam perusahaan maupun di luar perusahaan. Tennasuk 

penghonnatan terhadap hak-hak tenaga kerja dan prioritas penggunaan 

tenaga lokal untuk suatu kegiatan penanam modal di suatu negara. 

c. Prinsip Keberlangsungan Linglam.gan Hidup (Enveronmental 

Sustainability Principle), menurut prinsip ini sumber daya alam yang 

terbarukan baik di darat, laut, maupWl udara menjadi perhatian utama dan 

tidak dapat dipisahkan dari suatu negara. 

Kebijakan-kebijakan penanaman modal tersebut hams relevan dan 

mendapat dukungan dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan 

penanaman modal, seperti ketenagakerjaan, antimonopoli dan persaingan usaha 

tidak sehat, lingkungan hidup, HAM, pasar modal, perpajakan, dan agraria agar 

kebijakan Pemerintah dalam hal penanaman modal dapat beijalan. 

Sebagai konsekuensi legis dari berlakunya UU No. 25 Tahun 2007 tentang 

Penanaman Modal, maka peraturan-peraturan lain (di bawahnya) yang tidak 

sejalan dengan asas dan tujuan undang-undang tersebut harus dicabut. Misalnya 

Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 1994 tentang Pemilikan Saham Dalam 

Perusahaan Yang Didirikan Dalam Rangka Penanaman Modal Asing. Peraturan 

Pemerintah ini perlu dicabut karena dalam UU No. 25 Tahun 2007 Tentang 

Penanaman Modal tidak mengharuskan adanya divestasi saham. Sedangkan 

menurut PP No. 40 Tahun 1996 penanaman modal asing diharuskan melakukan 

divestasi saham?10 

Di samping itu, Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 

2004 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal juga perlu dicabut. Karena 

dalam Pasal 25 ayat 5 Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman 

Modal diamanatkan untuk memberikan fasilitas perizinan melalui 

210 Suparji, Penanaman Modal Asing Di indonesia, Insenlif v. Pemba/asan, (Jakarta: 
Universitas Al-Azhar Indonesia, 2008), him. 295. 

Universitas Indonesia 

Penerapan Prinsip..., Andri Satria Permana, FH UI, 2009



96 

penyelenggaraan pelayana.n terpadu satu pintu yang akan dituangkan dala.m suatu 

bentuk Peraturan Presiden. 211 

Se!anjutnya Peratunm Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 

Pembaglan Urusan Pemerintal1an Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah 

Provinsi, Dan Pemerintah Kabupaten/Kota, juga harus dicabut Hal ini untuk 

menyesuaikan Peraturan Presiden tentang Penye!enggaraan Pe!ayanan Terpadu 

Satu Pintu seperti yang dimaksudkan dalarn alinea sebe!umnya.212 

Pacta tingkat Peraturan Menteri, meskipun tidak disebutkan seeara togas 

dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-Undangan, pacta kenyataannya ada kebijakan-kebijakan yang 

ditetapkan dalam Peraturan Menteri. Peraturan Menteri yang barns dieahut, antara 

lain Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 26 Tahun 2006 tentang Pedoman 

Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.213 

Selain beberapa peraturan perundang-undangan yang disebutkan di alas, 

masih hanyak peraturan perundangan-undangan lainnya yang barus pula dicabut 

sebagai akibat hokum dari pemberlakuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 

tentang PeiWJlaiDan Modal. Peneabutan tersebut perlu dilakukan agar tidak teljadi 

pertentangan horizontal sebagai akibat berlakunya dua atau lebih peraturan 

perundang-undangan yang sederajat yang mengatur suatu substansi denga:n cara 

yang bertolak belakang secara prinsip yang tidak dimungkinkan dilakukan 

penyesuaian. Selain itu pula mencegah pertentangan vertikal dalam sistem 

peraturan perundangan-undangan negara dimana peraturan yang lebih rcndab 

tidak sejalan atau bahkan tidak sesuai sama sekali dengan prinsip atau asas yang 

ditentukan oleh peraturan di atasnya. 

4.3 Peraturan Penmdang-Undangau YangHarus Menyesuaikan 

Bentuk lain dari akibat hukum berlakunya Undang-Undang Nomor 25 

Tahun 2007 tentang Penanaman Modal adalah adanya suatu bentuk penyesuaian 

m ibid 
212 ibid 
211 ibid 
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dari peraturan perundang~undangan yang sederajat atau di bawdhnya. Peraturan 

perundang-undangan yang dimaksud adalah peraturan-peraturan yang Ielah ada 

atau yang akan disahkan yang secara teknis bersinggungan dengan ketentuan

ketentuan yang telah diatur dalam UUPM. Pasal 37 ayat I Undang-Undang 

Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanarnan Modal menyebutkan bahwa semua 

ketentuan pemturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan 

dari Undang-Undang Nomor I Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing, 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970 ten!ang 

Perubahan Dan Tambahan Undang-Undang Nomor I Tahun 1%7 tentang 

Penanaman Modal Asing, dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang 

Penanaman Modal Dalam Negeri sebagalmana telah diubah dengan Undang

Undang Nomor 12 Tahun 1970 tentang Perubahan Dan Tambahan Undang· 

Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri, 

dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diatur dengan 

peraturan pelaksana yang baru. 

Berdasarkan ketentuan ini~ perlu segera dilakukan inventarisasi dan 

kompilasi peraturan-peratumn yang masih berlaku. Selain itu, perlu segera 

dilakukan evaluasi peraturan tersebut, apakah masih sesuai atau tidak. Berkaitan 

dengan undang-undang, perlu dilakukan penyesuaian beberapa undang-undang 

yang terkait. Misalnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang 

Pertambangan, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, 

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang Lalu-Lintas Devisa, Undang

Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, dan 

Undang-Undang Nomor 18 Tahnn 2004 tentang Perkebunan114 

Materi yang sangat penting dan mendesak. untuk segera dilakukan 

perubahan atau penyesuaian adalah mengenai masalah pertanahan. Mengingat 

ketentuan masalah tanah dabnn Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang 

Penanaman Modal telah dibatalkan oleh Mahk:amah Konstitusi, malca pengaturan 

tentang tanah diatur melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang 

Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1996 

2111 Ibid., him. 296. 
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tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pa1mi Atas Tanah, dan 

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1996 tentang Pemilikan Rumah Tinggal 

Atau Hunian Oleh Orang Asing Di Indonesia.215 

Peraturan perundangan-undangan tentang pertanahan belum secara 

komprehensif mengatur tentang hak atas tanah beserta bangunan, terutama untuk 

orang asing. Akibatnya, teijadi penyelundupan hukum oleh Warga Negara Asing 

untuk menguasai hak milik properti melalui berbagai earn. Misalnya, melalui 

pembuatan pak:et perjanjian antara Warga Negara Asing sebagai penerima kuasa 

dan Warga Negara Indonesia sebagai pemberi kuasa yang memberikan 

kewenangan kepada Warga Negara Asing untuk menguasai hak atas tanah serta 

melakukan segala perbuatan hukum atas tanah tersebut. Peraturan perundang

undangan tentang masalah kepemilikan properti hams dibuat lebih komprehensif, 

berorientasi ke masa depan, menyerap hal-hal positif dari pengalaman negara lain, 

dan berpegang teguh pada prinsip-prinsip hukum nasional yang berlaku di 

Indonesia.216 

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1996 memiliki beberapa 

kelemahan. PP ini hanya mengatur mengenai WNA, belum mencakup badan 

hukum asing. Selain itu hanya mengatur tentang rumah tempat tinggal atau 

hunian, belwn mencakup produk properti non-hunian.217 

Pembaruan hak alas tanah harus tetap memberikan aspek keadi1an kepada 

Warga Negara Indonesia. Hal ini dapat dilakukan dengan memberlakukan 

beberapa persyaratan bagi Warga Negara Asing ataupun Badan Hukum Asing 

untuk bisa memilik.i properti di Indonesia. Persyaratan itu berupa klasifikasi 

bangunan yang boleh dibeli dan pembatasan dalam bentuk lain. Pembatasan kuota 

hak: pakai properti perlu dipertimbangkan, asal tidak mengurangi daya saing 

dengan negara lain.218 Selain itu, asas nasionalitas yang menjadi landasan 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria, dimana 

hanya Warga Negara Indonesia yang dapat mempunyai hak milik atas tanah dan 

bangnnan di Indonesia, bahkan merupakan hak turon temurun. Maka Warga 

21s Ibid 
216 Ibid, him. 296-297. 
217 ibid, him. 297. 
218 ibid 
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Negara Asing atau badan hukum asing hanya bisa mendapatkan Hak Pakai atas 

tanah dan bangunan di Indonesia. Hak pakai ini bisa diberikan di atas tanah 

negara, tanah hak pengelolaan, dan tanah hak milik. 

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 34 

Tahun 2004 Tentang Otonomi Daerah telah mengatur bahwa Pemerintah Kola dan 

Kabupaten dapat langsung membuat peljanjian dalam rangka penanaman modal 

baik antar daerah maupun dengan pihak asing. Hal ini berarti bahwa cepat atau 

lambat daerah harus mulai berbenah diri dan mengantisipasi kemungkinan ini agar 

dapat langsung mengundang investor asing untuk rnasak menanamkan modalnya 

di daerah yang bersangkutan. Jika kesadaran akan pantingnya investasi dengan 

cara menciptakan iklim investasi yang kondusif tidak dimulai dari sekarang di 

dalam lata pengelolaan pemerintahan di daerah, maka arus investasi yang kita 

harapkan tidak akan mungkin masak ke daerah. Upaya untak mernperbaiki iklim 

investasi di Indonesia agar lebih kondusif bagi masuknya penanaman modal asing 

dan kondisi yang diinginkan investor asing tersebut adalab:219 

a. Kebebasan dalam kepemilikan sahara, termasak dihapuskannya 

divestasi. 

b. Kebeba.<w1 menetapkan sendirl nilai investasi. 

c. Perlakuan sama dalam hakum dan kedudukan. 

d. Konsistensi dalam pelaksanaan peraturan-peraturan. 

e. Adanya jaminan berinvestasi dan bernsaha. 

f. Diterima kehadirannya sebagai mitra pembangunan. 

g. Birokrasi yang transparan dan lancar. 

h. Kepastian hakum dan penegakken hakum. 

Di samping itu terdapat bebarapa faktor pokok yang perlu dipelihara, yaitu:220 

1. Stabilitas nasional yang rnantap dan dinamis. 

2. Kebijaksanaan ekonomi makro yang tepat. 

21
'} Nindyo Pramono, Op. Cir. 

U\1 Ibid. 
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3. Keadaan perekonomian yang sehat yang terlihat dari terkendalinya 

tingkat inflasi, nilai tukar mata uang, pertumbuhan ekonomi, dan 

tersedianya filktor-filktor produksi yang cukup. 

4. Tersedianya prasarana fisik. teknologi, institusional dan sosial yang 

baik. 

Berkaitan dengan pelaksanaan investasi di Daerah dan pembentukan 

pelayanan terpadu satu pintu, perlu segera dilakukan pembaruan Peraturan 

Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara 

Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Dan Pemerintah Kabupaten/Kota.221 

Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor I Tahun 2007 tentang Fasilitas 

Pajak Pengbasilan Untuk Penanaman Modal Di Bidang-Bidang Usaha Tettentu 

dan/atau Di Daerah-Daerah Tettentu. Selanjutnya perlu dilakukan penyempumaan 

Peraturan Presiden Nomor 77 Tabun 2007 jo. Nomor 111 Tabun 2007 tentang 

Daftar Bidang Usaha yang Tettutup dan Bidang-Bidang Usaba yang Terouka 

dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal.222 

Ul Suparji, Op. Cit., hlm. 291t 
m Ibid. 
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1. Pada prinsipnya Agreement on TRIMs mengatur larangan performance 

requirement yang tidal<: konsisten dengan Article III (national treatment) 

dan Article XI (quantitative restriction) GAIT 1994 dalam pemuran 

penanaman modal. Agreement on TRIMs tidak mengatur dengan tegas 

bentuk performance requirement yang tidak konsisten dengan Article JII 

dan Article XI GATT. Agreement an TRIMs tidal<: melarang semua bentuk 

performance requirement yang dipersyaratakan dalam penanaman modal, 

tetapi hanya bentuk-bentuk persayaratan tertentu saja yang dapat 

mengbambat perdagangan barang intemasionaL Performance requirement 

lain seperti persyaratan tenaga kelja, bidang usaha, komposisi pemilikan 

saham asing, alih teknologi, insentif investas4 divestasi, dan nasionalisasi 

belum tersentuh oJeh agreement tersebut. Prinsip National Treatment 

merupekan prinsip yang tidal<: dapet dihindarkan seiring dengan 

perkembangan ekonomi global yang nyaris tanpa batas. Menghindar dari 

prinsip ini berarti membawa Indonesia jauh dari pergaulan intemasional 

dan berakibat peda semakin sulitnya mengembalikan kepercayaan 

investor. 

2. Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanarnan Modal telah 

memiliki kesesuaian dengan TRIMs terkait deagan adanya penerapan 

prinsip National Treatment. Akan tetapi terdapat pengaturan yang secara 

kbusus melakukan diskriminasi sebagaimana disebutkan dalarn Pasal 12 

ayat (2)b ataupun Pasal 18 ayat (3)j. Kedua Pasal tersebut akan menjadi 

perhatian mengingat keduanya menciptakrul perlakuan yang berbeda. Pasal 

18 ayat (3)j UUPM, dalam hal ini dapet dikecualikan mengingat syarat 

diskriminasi tersebut dilakukan tldak secara spesiflk dan hanya merupakan 

suatu pilihan bukan suatu keharusan yang memaksa untuk dilakukan. 

Akan tetapi dimungkinkan hal tersebut mejadi suatu permasalahan dalam 
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hal penerapannya mengaldbatkan Import substitution subsidies 

sebagaimana diatur di dalam ASCM Undang-Undang Nomor 25 Tahun 

2007 tentang Penanaman Modal tidak menganut aliran liberal, karena 

undang-undang ini tetap berpegang kepada Pasal 33 UUD 1945, dimana 

hak menguasai Negara mencakup pengertian bahwa Negara merumuskan 

kcbijakan (beleid), melakukan pengaturan (regelendaad}, melakukan 

pengurusan (bes/uursdaad), melakukan pengelolaan (behersdaad). dan 

melakukan pengawasan (toezichthoundensdaad) untuk tujuan sebesar

besamya kemakmuran rakyat. Segala bentuk perlakuan yang sama antara 

investor lokal dan asing dilakukao dengan tetap mengutamakan 

kepentingan dan keamanan nasional sesuai dengan prinsip kedaulatan 

negara. 

3. Lahinaya UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal memberikan 

pengarub atau akibat bukum baik seeara langsung maupun tidak langsWlg 

terhadap peraturan petWldang-undangan lain bidang investasi. Hal ini 

mengakibatkan terciptanya suatu iklim kegiatan investasi yang baru dan 

berkenahang sesuai dengan lWltutan masyarakat intemasional dalam 

bidang investasi seeara trans-nasional. Konsekuensi logisnya banyak 

pernturan petWldangan-undangan yang terkait dengan bidang investasi 

harus disesuaikan atau hahkan dicabut agar tidak teljadi pertentangan 

sebagai akibat berlakunya dua atau lebih peraturan perWldang-undangan 

yang sederajat ataupun yang lebih tinggi yang mengatur suatu substansi 

dengan cara yang bertolak belakang secara prinsip atau asas yang diatur 

dalam UUPM sepanjang tetap mengedepankan kepentingan nasional yang 

berdaulat berdasarkau UUD 1945 sebagai landasan konstitusional Negarn 

Republik Indonesia 

5.2 Saran 

Adapun saran penulis berdasarkan dari kesimpulau yang didapet adalah 

sebagai berikut: 
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1. Prinsip National Treatment terhadap para penanam modal. hendaknya 

dilakukan secara pmporsional, terhindar dari maksud yang dapat 

merugikan sektor usaha rakyat. Untuk mendukung mekanisme investasi 

yang mudah dalam mendapatkan pelayanan, fasilitas fiskal, dan infurrruu;i 

mengenal penanaman modal, hendaknya perizinan terpadu dalam satu 

pintu dapat segera diimplementasikan dengan baik secara proporsional 

dengan dukungan dari instansi yang terkait untuk sinkronisasi terhadap 

mekanisme yang ada. Oleh karena itu para pembuat undang-undang, 

dalam hal ini jajaran eksekutif dan legislatif, harus benar-benar memaharni 

dengan balk sistem hukum investasi yang akan disusun melalui 

multilateral framework on investment. Dengan kata lain1 hams beoar-benar 

jelas dan mengerti mengenal bal-hal yang barus ditolak/dikesampingkan 

dan bal-bal yang barus dipeljuangkan untuk dimasukkan dalam legal/ex/ 

sebagai basil negosiasi multilateral. 

2. Dalam menghadapi perubahan perekonomian global dan keikulsertaan 

Indonesia dalam herbagai kerjasama inremasional perlu diciptakan ilrlim 

penanaman modal yang kondusif, promotif, memberikan kepastian bukum, 

keadilan, dan efisien dengan tetap memperbatikan kepentingan ekonomi 

nasional. Yang terpenting untuk saat ini, hal yang rasanya cukup signifikan 

untuk disatubahasakan oleh berbagai pihak yakni kehadiran investor asing 

sangat dibutuhkan dalam mengelola potensi ekonomi yang ada. Menolak 

kerangka investasi multilateral secara total adalah tidak realistis. 

Bagaimanapun, sampai pada tahap tertentu, Indonesia dapat lebih mudah 

memperjuangkan kepentingannya dalam kerangka multilateral daripada 

bilateral. Untuk itu Indonesia perlu mempertimbangkan sikap kedua, yakni 

memanfaatkan penmdingan untuk menciptakan instrurnen hukum yang 

melindungi kepentingan oasional dalam upayanya menarik dan 

memanfaatkan modal asing. Berdasarkan hal tersebut, kita semestinya 

berupaya memanfaatkan negostasi untuk memasukkan klausula-klausula 

yang dapat lebih herpibak pada kepentingan nasional. Namun demilrlan, 

alternatif tni hanya mungkin dicapai jika kita benar-benar memahami 

dengan baik sistem hukum investasi yang akan disusun melalui 
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multilateral framework on investment. Dengan kata lain, harus benar~benar 

jelas masalah-masalah yang harus ditolak atau dikesampingkan dan hal-hal 

yang harus dipe~uangkan untuk dimasukkan dalam legal text sebagai basil 

negosiasi, Hal-hal tersebut rnembawa konsekuensi hukum bahwa segala 

aktifitas yang dilakukan oleh investor hams mengacu kepada norma-norma 

hukum yang berlaku di wilayah Republik Indonesia. 

3. Penataan hukum investasi belumlah selesai hanya dengan lahimya UU No. 

25 Tahun 2007. Dalam tataran nonnatif (law maldng process) masih 

diperlukan peratunan pelaksana lainnya. seperti Peratunan Pemerintah dan 

peraturan lainnya yang sekaligus meneabut peraturan-peratunan yang 

bertentangan dan bersifut kontradiktif dengan tujnan pembentukan UU No. 

25 Tahun 2007. Pengaturan mengenai penguatan kelembegaan yang 

mendukung pelaksanaan hukum investasi juga harus mendapat perhatian 

utama, yaitu segala kebijakan dan penguatan institusi baik di Pusat 

maupun Daerah yang sinergis dalam pemberian perizinan di bidang 

investasi. Seperti institusi pelayanan satu pintu yang telah diamanatkan 

dalam UU No. 25 Tahun 2007. Dalam konteks ini, diperlukan refmmasi di 

segala aspuk (tidak hanya hukum) dan meningkstkan pecan masyarakat 

sipil dalam pengawasan pembangunan adalah kunci perubahan paradigma 

pembangunan. Sehingga segala bentuk in-efisiensi yang menjadi aka.r deri 

krisis ekonomi dapat menjadi minimal, dan upaya refonnasi struktural ini 

akan meningkatkan kredibilitas Pemerintah di kalangan masyarakat 

intemasional secara umum. Sehlngga investasi asing akan meningkat yang 

pada akhimya mengaeu pada pertumbuhan ekonomi yang signifikan untuk 

mengurangi penganggunm dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 
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Lampiran I. Agreement on Trade-Related Investment Measures. 

AGREEMENT ON TRADE-RELATED INVESTMENT MEASURES 

Members, 

Considering that Ministers agreed in the Puma del Este Declaration that "Following an 
examination of the operation of GATT Articles relaled to lhe trade restrictive and distorting effects of 
investment measures, negotiations should elaborate, as appropriate, further provisions that may be 
necessary to avoid such adverse effects on trade"; 

Desiring to promote the expansion and progressive liberalisalion of world trade and to 
facilitate investment across international frontiers so as to increase the economic growth of all trading 
partners, particularly developing country Member.;, while ensuring free competition; 

Taking into account the particular l;n!<le, development and financial needs of developing 
country Members. particularly those of the least-developed oounby Members: 

effects; 

Recognizing that certain investment measures can cause trade-restrictive and distorting 

Hereby agree as foUows: 

Article I 
Coverage 

Tbis Agreement applies to investment measures related to tmde in goods only (referred to in 

this Agreement as ''TRIMs"). 

Article 2 
National Treatment and Qutznlitative Restrictions 

t. Without prejudice to other rights and obligations muier GAIT 1994, no Member shall apply any 
TRIM that is inconsistent with the provisions of Article ill or Article XI ofGATI 1994. 

2. An illustrative list of TRL.\1s that are !neonslstent with the obligation of national treatment 
provided for in paragraph 4 of Article rn of GATT 1994 and the obligation of general elimination 
of quantitative rcsirlct!ons provided for in paragraph 1 of Article XI of GAIT 1994 is contained in 
the Annex to this Agreement. 

Artide3 
Exceptions 

All exceptions under OAIT 1994 shall apply, as appropriate, to the provisions of this 
Agreefl'l£nt. 

Article 4 
Developing Country Members 

A developing country Member shall be free to deviate tempoi"88ily from the provisions of 
Article 2 to the extent and in such a manner as Article XVIII of GATT 1994, lhe Understanding on the 
Balance-of-PaymenlS Provisions ofOATf 1994, and the Declaration on Trade Measures Taken for 
Balance-of Payments Purposes adopted on 28 November 1979 (BISD 2681205-2:09) permit the 
Member to deviate from the provisions of Articles m and XI of GAIT 1994. 

Article 5 
Notification and Transitional Arrangements 

LL 
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l. Members, within 90 days of the date of entry into- fon;e of the YtTO Agreement, shall notify the 
Council for Trade in Goods of all TRIMs they are applying that are not in conformity with the 
provisions of this Agreement Streb TRIMs of general or specific appticalion shall be notified, 
along with their principal features. 

2, Each Member shall etiminate all TRll\fs which are notified under paragraph 1 wilhin two yeatS of 
the date of entry into force of the WTO Agreement in the case of a developed country Member, 
within five years in the case of a developing COUll try Member. a:nd within seven years in the case 
of a least-developed country Member. 

3. On request, the Council for Trade in Goods may extend the transition period for the elimination of 
TRIMs notified under paragraph 1 for a developing coontry Member, including a leastdeveloped 
country Member, which demonstrates particular difficulties in implementing the provisions of this 
Aweement.. In considering such a request, the Couooii for Trade in Goods shall take into a«ount 
the individual developn1ent,. financial and trade needs oflhe Member in question. 

4. During the trnnsition period, a Member shall not modify the terms of any TRIM which it notifies 
under paragraph 1 from those prevailing at the date of entry into force of the WTO Agreement so 
as to increase the degree of ffi.eoosistene.y with the provisions of Article 2. TRIMs introduced Jess 
than 180 days before the date of entry into force of the WTO Agreement shall not benefit from the 
transltional ammgements provided in paragraph 2. 

$, Notwithstanding the provisions of Arriele;?.,. a Member, in order not to disadvantage established 
enterprises which are subject to a TRIM notified under paragraph l, may apply during the 
transition period the same TRTh1 to a new investment (1) where the products of such investment 
are like products to !hose of the established enterprises. and (ii ) where necessary to avoid 
distorting the conditions of competition between the new investment and the established 
enlerprises. Any TRIM so applied to a new investment shall be notified to the Council fur Trade in 
Goods. The terms of such a '!'RIM shall ~ equiVJient in their competitive effect to those 
applicable to the established enterprises, and it shali be terminated at the same time. 

ArticJe6 
Tronsparen<y 

1. Membefs reaffinn, wilh respect to TRIM~ their commitment to obligations on transparency and 
notificalion in Article X of GATI 1994, in the undertaking on "Noti:ficatioo" eontained in !he 
Undemanding Regarding Notification. Consultation, Oispute Settlement and Surveillance adopted 
on 28 November 1979 and in the Ministerial Decision on Notification Procedures adopted on 15 
Aprill994. 

2, Each Member shall notifY the Secretariat of the publications in whlcb TRIMs may be found, 
including those applied by regional and local governments and authorities within their territories. 

3. Each Member sbaU accord sympathetic consideration to requests for Information, and afford 
adequaro opPQttUnicy for consultatinn. 011 any matter ru:ising from this Agreement raised by 
another Member. In conformity with Artide X of GAIT 1994 no Member is required to disclose 
infOrmation the disclosure of which would impede law enforcement or otherwise be conttacy to 
the public interest or would prejudice the legitimate commercial interests of partiwlar enterprises, 
public or private. 

Article 7 
Commt'llee on Tratle--Refated Jnvegtment Meawres 

L A Committee on Trade-Related Investment Measures (referred to 1n this Agreement as the 
"Committee") is hereby established, and shalt be open to all Members. The Commil1ee shall elect 
its own Chairman and Vice-Chain:n!Ul, and shall meet not less than once a year and otherwise at 
the request of any Member. 
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2. The Committee shall carry out responsibilities assigned to it by the Council for Trade in Goods 
and shall afford Members the opportunity to consult on any matters relating to the operation and 
implementation oflhis A~menL 

3. The Committee shell monitor the operation and implementation of this Agreement and shaU report 
thereon annually to the Council for Trade in Goods. 

Anicle8 
Ccmsultatitm and Dispute Seltlement 

The provisions of Articles XXU and XXIU ofOATI 1994, as elaborated and applied by the 
Dispute Settlement Understanding, shaH apply to consultations and the settlement of disputes under 
this Agreement. 

Article 9 
Review by the Council/or Trade iiJ Goods 

Not later than five years after the date of entry into force of the WTO Agreement. !he Council 
for Trade in Goods shall review lhe operation of this Agreement and,. as :appropriate, propose to the 
Mitlisterilll Conference amendmenls to its text. In the CQUI'Se of this review, the Council for Trade in 
Goods shall consider whether the Agreement should be complemented with provisions on investment 

policy and competition policy. 

ANNEX 
1/Justrative Lis/ 

L TRIMs that are inconsistent with the obJigatloo of national treatment provided tbt in pamgraph 4 
of Article lii of GAIT 1994 include those whieb are mandatory or enforceable under domestic 
Jaw or under administrative nJlings, or compliance with which is necessary to obLain an advantage, 
and which reqWre: 

(a) the purehase or use by an enterprise of products of domeslic origin or from any domestic 
source, whether specified in terms of particular produds, in terms of volume or value of 
products, or in tenns of a proportion of volume or value of its local production; or 

(b) that an enterprise's purchases or use: of imported products be limited to an l!llWWlt related to 
the volume or value oflocal products that it exptn1s. 

2. TRIM:s that are inconsistent with Ute obligation of general elimination of quantitative restrictions 
provided for in paragraph 1 of Article Xl ot' OAIT i994 include those wbieh are mandatory or 
enforceable under domestic law or under administrative rulings. or eompliance with which is 
necessary to obtain an advantage. and which restrict: 

(u) the importation by an enterprise of products used in or related to its local production, 
generally or to an amount related to the volume or value of local production that it exports; 

(b) the importation by an enterprise of products used in or related to its local production by 
restricting its access to foreign exchange to an a.mount related to the foreign exchange inflows 
attributable to the enterprise; Qr 

(c) the exportation or sale for export by an enterprise of products, whether specified in terms of 
particular products, in terms of volume or value of products, or in terms of a proportion of 
volume or value of its local production. 
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Lampiran 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman ModaL 

Menimbang 

Mengin.gat 

UNDANG L'NDANG REPUDLlK INDONESIA 

NOMOR 25 TAHUN 2007 

TENTANG 

PENANAMAN MODAL 

DENGAN RAHMA T TUHAN YANG MAHA ESA 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

a. bahwa tmtuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan 
Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945 perlu dilaksanakan pembangunan ekonomi nasiona.l yang 
berkelanjutan d:engan berlandaskan demokrnsi ekonomi untuk meneapai 
ll.tjuan bemegara; 

b. bahwa sesuai dengan iUJlanat yang tercantum dalam Ketetapan Majelis 
Perrnusyaw8l8tan ~at Republik Indonesia Nome; XVIIMPR/1998 
terltang Politik Ekonomi dalam rangka Oemokrasi Ekonomi. kebijakan 
penanaman modal selayaknya selalu mendasari ekonomi kersky!lltm yang 
melibatkan pengembangan bagi usaha mikro, kecil, meru:ngah. dan 
kaperasi; 

c. bahwa untuk mempereepat pembangunan ekonomi nasional dan 
mewujudkan kedaulatan politik dan ekonomi Indonesia diperlukan 
peningkatan penanaman modal untuk mengolah potensi ekonomi menjadi 
kekuatan ekooomi riit dcngan menggunakan modal yang bemsal, baik 
dar'i dalam negeri rnaupun dari luar negeri; 

d. bahwa dalam menghadapi perubahan perekonomian global dan 
keikutsertaan Indonesia daJam berbagai kerja sama lntemasi.onal perlu 
diciptaken ildim perumaman modal yang kondusi( promotif. mtmberlkan 
kepastian hukum, keadilan, dan efisien dengan tetap memperhatikan 
kepentingan ekonomi nasional; 

e. bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Pemmanum 
Modal Asing sebaga.imana telah diubah dengan Undang~Undang Nomor 
J 1 Taftun 1970 tentang ~bahan dan Trunbahen Undang-Undang 
Nomor l Tahun 1967 tentlmg Penanaman Modal Asing dan Undang
Undang N<unor 6 Tehun 1968 tentang Penanarnan Modal Dalam Negeri 
sebagaimana telah divb<lh dengan Undang-Undang Nomor !2 Tahun 
1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-UIMiangNomor 6 T:iliun 
1968 tenta.ng Penanaman Modal Dalam Negeri perlll diganti karena tidak 
sesusi lagi den9ft l(ebl.rtUhNJ. pereepatan perkembangan perekonomian 
dan pembangunan hukum nasional, khususnya di bidang penanaman 
modal; 

f, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dirnaksud dalam huruf a, 
huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e perJu membentuk Undang~Undang 
tcntang Penanarnan Modal. 

Pasa.l 4 ayat (1), Pasal S ayat (1), PasaJ 18 a:yat (1), ayat {2), dan ayat (S), 
Pasal 20, serta Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945; 
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Menetapkan 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYATREPUBLIK INDONESiA 

dan 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 

MEMUTIJSKAN ' 

UNDANG·UNDANO Tlll<'T ANG PENANAMAN MODAL 

BAB 1 

KETENTUA..'f UMUM 

Pasal t 

Dalam Undang~Undang ini yang dimaksud dengan: 

(lanjutan) 

I. Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh pemmam modal 
dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negaru RepubUk 
Indonesia. 

2. Penanaman modal dalam negeri ada!ah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di 
wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleb penanam modal da!am negeri dengan 
menggunakan modal dalam negeri. 

3. Penanaman modal asing adalah kegiatan menaruun modal untuk metakukm u.saba di wilaya.h 
negara Republlk indonesia yang dilakuken oleb penanam modal asing. baik yang menggunskan 
modal asiog sepenulmya maupun yang berpatung;m dengan ~am modal dalam negerl. 

4. Pcnanam modal ada!ah perseomngao atau badan U$l!ha yang me!akukan penanaman modal yang 
dapat berupa penanam modal dalam negerl dan penanam modal asing. 

5. Penanam mOOaJ daJam negeri adalah pemuangan warga negara Indonesia, badan usaha 
lrn:lonesia, negara Republik Indonesia. atnu daernh yang melakukan penanaman modal di wi!ayah 
negara Republik.1ndonesi.a. 

6. Peuanam modal asing adalflh perseorangan warga negara asing, badan usaha aslng. dan!alaU 
pcmerlntah asing yang melakukan penanaman mQdal di wihlyah negara llepublik Indonesia. 

7. Medal adal&t aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki Qleh 
penanam modal yang mempunyai nflai ekonom.is. 

8. MOOaJ asing ada1ah modal yang dim.iliki oleh negara asiog, perseornngan warga rn:gara asing, 
badan usaha aslng. b.adan hukwn asing. dan/atau badan hukum Indonesia yang sebagian atau 
seluruh moda!nya dimi!iki o!eh plbak asing. 

9. Modal dalam negeri adalah modal yang dimiliki oleh negara Republik Indonesia. pcrseorangan 
warga negara tndonesia, al.au badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak bcrbadan 
hukum. 

10. Pclayanan terpadu satu pintu adalah kegiatan penyelenggaraan suatu perlzinan dan nonperizinan 
yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari fembaga atau instansi yang 
memiliki kewenangan perizinan dan nonperizinan yang proses pengelolaannya dimulai dar! tahap 
permohonan sarnpai dengan tahap terbitnya doJmmen yang dilakukan dalam satu tempat. 

11. Otonomi dae111h adalah hak. wcwcnang, dan kewajiban daerab otonom untuk mengutur dan 
mengurns sendiri urosan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan 
ketentuan peratumn perundang-undangao. 
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(lanjutan) 

12. Pemerintah pusat, selanjulnya disebut PemeriJt1ah, ad!llah Presiden Republik Indonesia yang 
memegang kekuasaan pemerin!ahan negara RepubHk lndonesia sebagaimana dlmaksud dalam 
Undang-Undang Dasar Negara Republ!k Indonesia Tahun 1945. 

13. Pemerintah daerah adalah gubemur, bupati atau wa!ikota, dan perangirnt daerab sebagni unsur 
penyelenggara pemerintahan daerah. 

Pasal2 

Ketentwm dalam Undang~Undang ini bertaku bagi penanaman modal di semua sektor di wilayah 
negarn Re:publlk lndonesia. 

BAB II 

ASAS DAN TUJUAN 

l'mll 3 

(1) Penanaman modal diselenggarakan berdasarlmn asas: 
a. kepaslian hulrum; 
b. ketcroukaan; 
c. ekuntabilitas; 
d. perlakuan yangsama dan tidak membedakan asa1 negara; 
e. kebernarnaa.n; 
f. efisiensi berkeadilan; 
g. berkelanjutan; 
h. bemawasan lingkungan; 
i. kemandirian; dan 
j. keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasiooal. 

(2) Tujuan penyelen~ penanaman modal, antara lain untuk: 
a. meningkatkan pertwnbuhan ekonomi naslonal~ 
b. menciplakan lapangan kerja; 
c. meninQkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan; 
d. meningkatk:an kcmampuan daya saing dunfa usahanasional; 
e. meningkatkm k.apasitas dan kemampuan tebwlogi nasional; 
f. mendorons pengembangan ekonomi kerukyatan; 
g. mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang 

berasal, baik dmi daJa.m negeri maupun dari iuar negeri; Q<m 
h. meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

DAB III 

KEBIJAKAN DASAR PENAi'llAMAN MODAL 

Pnsal 4 

(1) Pemerintah menetaptam kebijakan d.asar pcnanaman modal untuk: 
a. mendorong tetciptartya iklim usaba nasional yang kondusif bagi penanaman modal untuk 

penguatan d.aya saing perekonomian nasione.l; dan 
b. mempercepat peningkaten penanaman modal. 

{2) Dalam menetapkan kebijakan dasar sebag-~imana dimaksud pad a ayat (1 ), Pemerintah: 
a. memberi perla.kuan yang sama bagi penanam modal dalam negeri dan penaoam modal astng 

dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional; 
b. menjamin kepastian hukum, kepastian berusaha. dan kcamanan berosaha bagi penanam 

modal sejak proses pengurusan peri:rinan sampai dengan berakbimya kegiatan pmanaman 
modal sesuai dengan ketentuan pe:ratutan penmdang-undangan~ dan 
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(lanjutan) 

c. membt!ka kesempatan bagi ~rkembangan dan m;;:mberikan perlindungan kepada usaha 
mikro, kecil, menengah, <lan koperasL 

(3) Kebijakan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dan ayat (2) diwujudkan dalam bentuk 
Rencana Umum Penanaman Modal. 

BAB IV 

BENl'UK BADAN USAHA DAN KEDUDUKAN 

Pasal 5 

(1) Penanaman modal dalam negeri dapat dilakukan dalam bentuk badan usaha yang berbentuk badan 
hukum. tidak berbadan hukum alau usaha perseornngan. sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang~undangan. 

{2) Penanaman modal asing wajib dalam bentuk perseroan terbatas berda.ssrltan hukum Indonesia dan 
berkedudukan di dalarn wilayab negam Republik lndonesia. kecuali ditentukan lain oleh undang~ 
urul-

(3) Penanam modal dalam negeri dan asing: yang melakukan penanaman modal dalam bentuk 
--dilalrulomdcngan' 
a. mengambil bagian saham pada saar: pendirian perseroan terbatas; 
b. membeli sahsm; dan 
c. me1akukan eara lain sesuai dengan ketentuan pernturnn perundang-undangan. 

BAll V 

PERLAKUAN TERHADAP PENANAMAN MODAL 

Pflls.al6 

(1} Pemerintah memberikan perla.kuan yang sama kepada semua penlltlBm modal yang berru;al da.ri 
negara mana pun yang melakukan kegiatan penanaman modal di Indonesia sesuai dengan 
ketentuan perai:Llran perundang·unda.ngan. 

(2) Perlakwtn sebagaimana dlmaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi penanam medal dati suatu 
negara yang memperoleh hak istimewa berdasarkan peljanjian dengan Indonesia. 

Pasa:l 1 

(1) Pemerintah tidak a.kan me1akukan tindakM nasiooalisasi alau pengambilelihan hak kepemilikan 
penanam modal, kecuali dengan undang-undang, 

(2) Dalam haJ Pcmerintah metakuk.an tindakan niiSionalisasi atau pengambHelihan bak kepemlliknn 
sebsgaimana dimaksud pada: ayat {11 Pcmerintah akan memberikan kompensasi yangjumlahnya 
ditetapkan berdasarkan harg,a pasar. 

(3) JikB di antarn kedua belsh pjhak tidak tercapa! kesepakatan tentang kompensasi atatt gund rogi 
sebagaimana dirrlaksud pada ayat {2), penyelesaiannya dilakukan melaltii Mbitrase, 

Pasal 8 

(I) Penan1m1 model dapat mengallhkan aset yang dimilildnya kepada pihak yang diinginkan oleh 
penanam modal sesuai .dengan kctentuan pcmtumn pcrundang-undangan. 

(2) Aset yang tidak tennasuk aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan aset yang 
ditetapkan oleh undang-unde.ng sebagai aset yang dikuasai o!eh negara. 

(3) Penanam modal diberi hak untuk melakuk!lll t.rar'lsfer dan repatriasi dalam valuta asing. antara 
lain terhadap: 
a. modal; 
b. keuntungan. bunga bank, deviden, dan pendapatan fain; 
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(lanjutan) 

c. dana yang dipcrlukan tmtuk: 
I. pembe!ian bahan baku dan peoolcng. barnng setengab jadi, atau banmgjadi; alau 
2. penggnntian barang modal dalam rangka mellndungi kelangsungan hidup penanaman 

modal; 
d. tambahan dana yang Oiperluiw.n bagi pemblayaan penanaman modal; 
c. dana Ufltuk pembayaran kembali pinjaman; 
f. royalti atau biaya yang haros dibayar; 
g. pendapatan dati pemeorangan warga negara asing yang bekelja dalam perusahaan penanaman 

modal; 
h. hasil penjualan atau lilruidasi penanaman modal; 
i. kompensasi ahtS kerugian; 
j. kompensasi atas pengambilalihan; 
k. pembayaran yang dilakukan dalam rangka bantuan teknis, biaya yang hams dibayar untuk 

jasa teknik dan manajemen, pembayaran yang dilakukan di bawah kontrak proyek., dan 
pembayaran hak atas lreka:yaan intelektual; dan 

I. hasil penjualan aset sehagaimana dimaksud pada ayat (I). 

(4) Hek untuk melakukan transfer dan repllfriasi sebagairnana dimaksud pada ayat (3) dilakukan 
sesua.i dengan ketentuan pemturan perundeng·undangan. 

(5) Ketentuan sebagaimanadimaksud pada ayat (l) tidak mengurangi: 
a. kewenangan Pemerintah untuk memberlakukan ketentuan peratumn perundang-undangan 

yang mewajibkan pelapcran pelaksa.naan transfer dana; 
b. ltak Pemerintah untuk mendapalkan pajak danfatau royalti danlatau pendapatan Perneri.ntah 

lainnya dari penanaman modal sesuai dengan ketentuan peratur.m penmdang·undan&an; 
c. pelaksanaan h:ukum yang meJindungi bak kreditor; dan 
d. pelaksanaan hukum untuk menghindari kerogian negara. 

Pa .. ,, 

(1) Dalam hal adanya tanggungjawab hukum yang belum diselesaikm oleh penanam modal: 
a. penyidik atau Menteri Keuangan dapat meminta bank atau lembaga iain untuk menunda hsk 

melakukan transfer danfatau repatriasi; dan 
b. pengadilan berwmang menetapkan penundaan hak untuk melakukan transfer dan/atau 

repatriasi betdasarkan gugatan. 

(2) Bank atau lembaga lain mcll:lksanakan penetapan penundaan berdasarkan penetapan pengadi!an 
sebagaimana dlmaksud pada ayat (1} hurufb hingga selesainya seluruh tanggungjawab penanam 
modal. 

BAB VI 
KETENAGAKERJAAN 

PasallO 

(I} Perusahaan pennnernnn modal dalarn memenuhi k.ebiJtuhan tenaga kelja harus mengutamakan 
tenaga kerja warga negam lrulonesia. 

(2} Perusahaan penanaman modal berhak menggunakan tenaga ahli warga negara asing untukjabatan 
dan keablian tertcntu sesuai dengan ketentuan pemturan perundang•undangan. 

(3) PeNSahaan penanaman modal wajib meningkatkan kompetensi tenaga kelja warga negara 
Indonesia melalui pelatihan kerja sesuai dengan keten1uan peraturan perundang-undangan. 

(4) Perusahaan penanarnan modal yang mempekerjakan tenaga kelj11 asing diwajibkan 
menyelenggarako.n pelal:ihan dan melakukan alth teknologi kepada tenaga kerja warga negnra 
Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang~uodangan. 
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(lanjutan) 

Pruud 11 

{1} Penyelesaian perselisihttn hubungan industrial wajib diupayakan untuk diselesaikan secara 
musyawarnb antam perusahaan penannman modal dan tenaga kerja. 

(2) Jika penyelesaian sebaaaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencapai basil, penyelesaiannya 
dilakukan melalui upaya mekanisme tripartit. 

(3) Jika penyelesaian sebageimana dimaksud pada ay~.l (2) tidak mencapai hnsil, perusahaan 
penanaman modal dan tenaga kerja menyelesaikan perse!isihan hubungan industrial melalui 
pengadilan hubungan industriaL 

BAB VII 

BIDANG USAHA 

Puul l:Z 

(1) Semua bidang usaha atau jenis usaha terbuka bagi kegiatan penanaman modal, ke<:uali bidang 
usaha atau jenis usaha yang dinyatakan tertutup dan terbuka dengan pern)1lritWl. 

(2) Bidang usaha yang tertutup bagi penanitm modal asing adaiah: 
a. produksi senjsta, mesiu. aJat peledak. dan peta1atan pernng; dan 
b. bidang usaha yang scan cksplisit dinyatakan tertutup betdasarkan undang undang. 

(3) Pemerintah berdasarkan Pemtutan Presiden menetapkan bidang usaha yang ttrtutup untuk 
p<11anaman modal, balk asing maupUI'I &tlam negeri, dengan berdasarkan kriteria kesehatan, 
moral. kebudayaan, Iingkwgan hidup, pertahanan dan keamanan oasiona!, serta kepentingan 
nasionallainnya. 

(4) K.riteria dan persyBJ'8.1an bidang usaha yang tertutup dan yang terbulm dengan persyarutan serta 
daftar bidang usaba yang tertutup dan yang terbuka dengan pernyBnJtan masing~masing akan 
diatur dengan Peratumn Presiden. 

(5) Pemerintah menetapkan bidang usaha yang terbuka dengan persyamtan berdasarkan kriteria 
kepentingan nasionaJ, yaitu perlindungan sumber days alam, perlindungao, pcngembangan USllha 
milcro, kecil, menenguh, dan koperasi, pengawasan produksi dan distribusi, pcningkatan 
kapasitas teknologi, partisipllSi modal dalam negeri, serta kerja sama dengan badan usaha yang 
ditunjuk Pemerintah.. 

DAB VIII 

PENGEMBANGAN PENANAMAN MODAL 

BAGI USAHA MIKRO, KECll.., MENENGAH, DAN KOPERASl 

Pasall3 

(1) Pemerintah wajib menetapkan bidang u.saha yang dicadangkan untuk usaha mikro, ke<:il, 
menengah, dan koperasi scrta I:Udang usaha yang terbuka untuk usaha besar dengan syarat harus 
bekerja sama dengan usaha mikro, keci1, menengah, dan koperasi. 

(2) Pemecintah melakukM pembinaan dan pengembangan usaha mikro, kedl, menengah. dan 
koperasi melelui progrem kemitraan. peningkatan daya saing, pemberian dorongan inovasi dan 
perluasan pasar, serta penyebaran intbrmasi yang seluas-luasnya. 

BABIX 

HAK, KEWAJIBAN, DAN TANGGUNG JA WAB PEN AN AM MODAL 

Pasall4 

Setiap penanam modal berhak mendapat: 
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(lanjutan) 

a. kepastian hak., hukum, dan perlindungan; 
b. infonnasi yang. terbuka rnengenai bidang usaha yang dijalankannya~ 
c. hak pelayanan; dan 
d. berbagai bentuk &silita$ kemudaha.n stsuai dengan ketentuan peraturnn perundang-nndangan. 

l>asa1 15 

Setiap penanam modal berkewajiban: 
a. menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang balk; 
b. melaksanakan tanggungjawab sosial perusahaan; 
c. membuat lapomn tentang kegiatan penanaman modal dan rnenyampaikannya kepada Badan 

Koordinasi Penanaman Moda!; 
d. mengb01'l"nati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiaian usaha penanaman modal; dan 
e. mematuhl semua ketentuan peraturan perundang..undangan. 

Pasall6 

Setiap penanam modal bertanggung jawab: 
a. menjamin tcrscdianya modal ysng berasai dnrl sumber yang tidak bertentangan dengan ketentuan 

per.otunm perundang-undangan; 
b. menanggung dan menyelesaikan sega1a kewajiban dan kerugianjika penat~am modal menghentikan 

atau meninggalkan ar.au menelantarkan kegiatan usahanya secara sepibak sesuai dengan ketentusn 
peraturan perundang-undan,gan:; 

c. menciptakan iklim usalta persaingan yang sehat. mencegah praktik monopali, dan bal lain yang 
merugikan nepra; 

d. menja&a kt:testarian ling.lrungan hidup; 
e. menciptakan keselamaten. kesehatan, kenyamanan. dan kesejahteraan pekerja.; dan 
t: mematuhi semua ketenroan pemturan pcrundang·undangan. 

Pasat17 

Penanam modal yang mengusahakan sumber daya alam yang tidak terbarukan wajib 
mengalokasike.n dana seearn bertahap untuk pemulihan lokasi yang memenuhi standar kelayakan 
linglrungan hidup, yang pelaksanaannya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang
undangan. 

BABX 

FASILITAS PENANAMAN MODAL 

PasaJ 18 

{1) Pemerintah membcrikan fasilitas kepada penanam modal yang melakukan penanaman modaL 

{2} Fasilitas penanartmn modal sebagaimana dirnaksud pada ayat (I) dapat diberikan kcpada 
penanaman modal yang : 
a. melakukan pelua.san usaha; atau 
b. melakulmn penanaman modal baru. 

(3) Penanaman modal yang mendapat fasilitas sebagaimane dimaksud pada ayat (2) adalah yang 
stkurnngkkurangnya memenuhi salah satu kriteria berikut ini: 
a. menyerap banyak tenaga lrelja.; 
b. tennasuk skala prioritas tinggi; 
c. tennasuk pembangunan infiastruktnr; 
d. me!akukan alili teknologi; 
e. melakukari industri pionir, 
f. berada di daerah terpencil, daerah tertinggal, daerah perbatasan, atau daerah lain yang 

dianggap perlu; 
g. menjaga kelestarian lingkungan hidup; 
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(lanjutan) 

h. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi; 
i. bennitra dengan usaha mikro, kecil, mcnengah atau koperasi; atau 
J. indi.ISI.ri yang menggunakan barang modal atau mesin alau peralatan yang diproduksi di daJam 

negeri. 

(4) Bentuk fasilitas yang diberlkan kepada penenaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
dan ayat (3) dapat berupa: 
a. pajak penghasllan mclalui pengurangan per~gh.asi!an neto sampai tingkat tertentu terlladap 

jumlah penanaman modal yang dilakukan dalam V~ocktu tertentu~ 

b. pembebBSan atau kerlnganan bea masuk atas impor barang modal. me:sin. atau pe.raja.tan 
untuk keperluan produksi yang belum dapat diproduksi di dalam negeri; 

c. pembebasan atau keringanan bea maruk bahan baku atau bahan penoiong untuk keperluan 
produksi untuk jan&ka waktu tertentu don persyaratan tertentu; 

d. pembebasan atau perumgguhn.n Pajak Pertambahan Nilai atas impor barang modal atau mesin 
atau perala1an untuk keperhmn pn:xiuksi yang bclum dapat diproduksi di da1am negeri selama 
jangka waktu tcrtentu; 

e. penyusutan atau amortisasi yang diperoepat; dan 
f. keringanan Pajak Burnt dan BMgurnm, khususnya untuk bidang ussha tertentu, pada: wilayab 

atau daetah atau kawasan tertentu. 

(5) Pembebasan atau pengurangan pajak pengbasi!an badan da1amjum!ah dan waktu tertenbJ hanya 
dapat: diberikan kepada penanaman modal baru yang merupakan indus:tri pionir, yaitu industri 
yang memiliki keterk.aitan yang !uas, memberi nilai trunbah dan ekstcmalitas yang tinggi, 
mernperkenalkan tek:n.ologi baru. serta memilild nilai strategis bagi perekonomian nasional, 

(6) Bagi penanaman modal yang sedang: berhmgs1.1ng yang melakukan penggantian mesin :&tau 
barang: modallainnya, dapat diberikan fasililas berupa keringanan atau pembebasan bea masuk. 

(7) Ketentuan lebih lanjut menge.nai pemberlan fasilitas fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 
sampai dengan ayat (6) diatur dengan Peraturan Menterl Keuangan. 

Pasal19 

Fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat {4) dan ayat {5) diberikan berdasarkan l«:bijukan 
industri nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah. 

J>asat ::W 

Fasilitas seba&almana dimaksud dalam Pasall8 tidak berlaku bagi penanaman rnodal asing yang tidak 
berbentuk perseroan tetbatas. 

Pasal21 

Selain fasilitas sebagaimana dimaksud daJam Pasal13, PemerinfJlh memberikan kcmudahan pe!ayanan 
dan!ata1.1 periz:lnan kepada perusahaan penanaman modal untuk memperoleh: 
a. bak atas tanah; 
b. fasilitas -pelayanan keimigrasiara; dan 
c. fasilitas peririnan impor. 

Pasal22 

(1) Kemudahan pelayanan danlatau perizinan hak atas tanah sebagaimana d.hnaksud dalam Pasal21 
huruf a dapat diberikan dan diperpanjang di muka sekaligus dan dapat diperbarui kembali atns 
permohonan penanam modal, berupa: 
a. Hak Guna Usaha dapat diberikan dengunjumlah 95 (sembilan puhili lima) tahun dengen cam 

dapat diberikan dan diperpanjang di muke: sekali8'JSo se\ama 60 (enam puluh) tahun dan dapat 
diperbarui sclama 35 (tiga puluh ltma) tahun~ 
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b, Hak Ouna Bangunan dapat dibedkan dengan jumlab 80 (delapan puluh) tahun dengan cara 
dapat diberikan dan diperpanjang di muka sekaligus selama 50 (lima puluh) talmo dan dapat 
dipetbarui selema 30 (tiga putuh) talmo; dan 

c. Hak Pakai dapat dlberikan denganjumlah 70 (tujub puluh) tahun dengan earn dapat diberikan 
dan dlperpal'iiang di muka sekaUgus seliima 45 {empat puluh lima) talrun dan rlapat diperba.rui 
selama 25 (dua puluh lima) !:&hun. 

(2) Hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ay.at {I} dapilt diberikan dan diperpanjang di muka 
seka!igus untuk kegialan penanaman mod!d, de:ngan persyaratan antara lain: 
a. penanaman modal yang dllakuknn dalam jangka panjang dan terkait dengan perubahan 

sttuktur perek:enomian Indonesia yang lebih berda)•a saing; 
b. penan:aman model dengan tingbt risilro penanaman modal yang memerluken pengembalian 

modal dalarn j~ panjang sesuai denganjenis kegiatan penanamllll modal yang dilekukan; 
c. pcnana.man modal yang tidak memerlukan area yang luas; 
d, penanaman modal dengan meogguoakan hak atas tanah negara.; dan 
e. penana.:matt modal yang tidak mengganggu rasa keadilan masyarakat dan tidak merugikan 

kepentingan umum. 

(3) Hak atas tanah dnpat diperbarui setelah di!ak;ukan evaluasi bahwa tanahnya mB.Sih digunakan dan 
diusahakan dengan baik sesuai dengan keadaan, sirat, dan tujuan pemberian hak. 

(4) Pemberinn dan perpanjangan hak atas tanah yang diberikan sekaligus di muka dan yang dapat 
diperbarui sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dihenrikan atau dibatalkan 
oleh P.emerintahjika perusahaan penanaman modal menelantarkan tanah, merugikai'J keper~tingan 
umum, menggunakan atau memanfaalkan tanah tidak sesuai dengan maksud dan tujuan 
pemberian hak alas tanahnya. serta melanggar kelentuan pemturan perundang-undangan di 
bidang pertanahan. 

Pasal23 

(1) Kcmudnhan pelayanan dan/atau perizinan atas fasilitas keimigrnsian sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal21 huruf b dap.at diberikan untuk: 
a. penanaman modal yang rnembutuhkan tenaga kefja asing daiam merealisasikan penanaman 

moda!; 
b. penanaman modal yang membutuhkan tenaga keija asing yang betsitat sementaca dalam 

rangka pcrbaikan mesln, alat bantu produksi !alnnya. dan pelayanan pumajual; dan 
c. calon penanam modal yang akan melakukan penjajakan penanaman modaL 

(2) Kemudahan pelayanan dan/atau perizinan atas fasilitas keimigrnsian yang diberikan kep:oda 
penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurof a dan huruf b diherikan setelah 
penanam modal mendapat rekomendasi dari Badan Koordinasi Penanaman Modal. 

(3) Untuk penanam modal asing diberikan fasilitas, yaitu: 
a. pemberian i:dn tinggal terbatas bagi penanam modal as1ng selama 2 (dua) tahun; 
b. pemberian alih status lzin tinggal terbatas bagi pen:mam modal menjadi izin tinggal tetap 

dapat dilakukan setelah tinggal di Indonesia selama 2 (dua) lahun berturut-turut; 
e. pcmberian izin masuk kembali untuk beberapa kal! perjalanan bagl pemegang lzin tinggal 

terbatas dan dengan masa berlaku 1 (sa!u) tahun diberikan untukjangka waktu paling lama 12 
(dua bclas) bulan terhitung sejak izin tinggal terbatas diberikan; 

d. peroberian izin masuk kembali untuk beberapa kali perjalanan bagi pemegang izin tinggat 
terbatas dan dengan masa berlaku 2 (dua) tahun diberikan untukjangka waktu paling lama 24 
(dua puluh empat) bu!m terhitung sejak izin tinggal terbalas diberik:an; dan 

e. pemberian izln masuk kembali untuk beberapa kali perjalanan bagi pemegang izin tinggal 
tetap diberikan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan terhitung sejak 
izin tingga! tetap <liberikan. 

Penerapan Prinsip..., Andri Satria Permana, FH UI, 2009



(lanjutan) 

(4} Pemberian izin tinggal terbatas bagi pene.nam modal asing seba.gaimana dimaksud pada a.yat (3) 
huruf a dan hWllf b dilakukan oleh D1rektorat Jendeml Imigrasi atas dasar rekomendasi dari 
Badan Koordinasi Penanaman Modal. 

Pnsall4 

Kemudahan pelayanan da:nlatau perizinan atas fasilitas perizinan impor sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 21 huruf c dapat diberlkan untuk impor: 
a, barang yang selama tidak bertentaogan dengan lrotentuan peraturan perundang~undanpn yang 

mengatur perdagangan barang~ 
b. barang yang tidak memberikan dampak negatif terhadap keseJamal.all, keamanan., kesehatan. 

ling);unp.n bidup. dan mornl bangsa; 
c, barang da!am rangka relokasi pabrik dari luar negeri ke Indonesia; dan 
d. bamtg modal atau bahan bBku untuk kebutuhan produksi sendiri. 

BAll XI 

PENGESAHAN DAN PERIZINAN PERUSAHAAN 

Pasal :zs 
(1} Penanarn modal yang melakukan penanaroan modal di Indonesia harus sesuai dengan ketentuan 

Pasal5 Undang-Undang ini. 

(2} Pengesahan pendirian badan usaha penaneman modal dalam negeri yang berbentuk badan bukum 
atau tidak berbadan hukum dilakukan sesual dengan kete:ntu.an perntur.m perundang~undanpn. 

(3) Peogesahan pendirian badan usaha penanaman modal asing yang berbentuk perseroan terbatns 
dilakukan sesuai dengan ketentuan peratumn perundang-undangan. 

(4) Perus:ahaan penanaman modal yang akan me1akukan kegiatan U:S8ha wajib memperoleh 1zin 
sesuai dengan ketentuan peraruran perundang·undangan dari instansi yang memiliki kewenangan. 
kecuaU ditentukan lain dalam oodang«undang. 

(S) lzin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diperoleh melalui pelayanan terpadu satu pintu. 

Pns~tl l6 

(I) Pelaynnan letpadu satu pintu bertujuan membantu penanam modal datam memperoleb 
kemudahan pelayanan. fasilitas fiskal, dan infonnasi mengenai penanaman modal. 

(2) Pelayanan terpadu satu pintu di!a.lrukan oleh !embaga ala\1 instansi yang berwenang di bidang 
penanaman modal yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atnu 
instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan nooperizinan di lingkat pusat atau lembaga 
atau instansl yang berwenar~g mengcluarkan perizinan dan nonperUinan di provinsi atau 
kabupaten/kota. 

(3) Ketentuan rnengenai tats earn dan pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu sebap.imana 
dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraluran Presiden. 

DAB Xll 

KOOR.DINASI DAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN 

PENANAMAN MODAl~ 

Pasal 27 

(I) Pemerintah mengoordinasi kebijakan penanaman modal, baik koordinasi antariostansi 
Pemerintah, anlarlnstansi Pemerintsh dengan Bank Indonesia, antarinslansi Pemcrlntah dengan 
pemerintah daerah, miWpun antatpemerintah daerah. 
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(2) Koordinasl pela.ksanaan kebijakan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (l) 
dil;tk;ukan oleh Badan KoO«iinasi Pen:anaman Modal. 

(3) Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagairuana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh 
seorang lrepala dan bertanggungjawab langsung kep<lda PresidetL 

(4) Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diangkat dan 
diberhentikan oleh Presiden. 

Pasal28 

{I) Dahun rnngka. koordinasi pclaksanaan kebijakan dan pelayanan penanarnan modal, Badan 
Koordinasi Penanaman Modal mempunyai togas dan fungsi sebagai berikut : 
a melaksanakan tugas dan kootdinl\Si petaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal; 
b. mengkaji dan mengusulkan kebijakan pelayanan penanaman modal; 
c. menetapkan nonna, standar, dan prosedur pelaksanaan kegiatan dan pelayarnm penanaman 

modal; 
d. mengembangkan peluang dan potensi pcmmaman modal di daerah dengan membcrdayukan 

badan usaha;. 
e. membuat peta penanoman modal Indonesia; 
f. mempromosikan penanam.an modal; 
g. mengembangkan sektor usaha perumaman modal melalui pemhlnaan penanaman modal, 

antara lain meningkatkan kemitram, meningkatkan daya saing, menclptakan penmingan usaha 
yang sehai. dan menyebarkan informasi yang seluas-luasnya dalam lln&kup penyelenggaraan 
penanaman modal; 

h. membantu penyelcsaian berbagai hambaran dan konsulta.Si pennasalahan yang dlhadap! 
penanam modal dalam menjalankm kegiatan penanaman modal; 

i. mengoordinasi penanam modal dalam negeri yang menjalanksn kegia1att penannman 
mOOalnya di iuat witayah lnd<mCSia.; <Jan 

j. mengoordinasi dan melaksanakan pelaya.nan terpadu satu pintu. 

(2) Sele..in tugas koordine.si seb3ga.lmana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2), &dan Koordinasi 
Penanaman Modal bertugas melaksanakan pelayanan penanaman modal berdasarkan ketentuan 
peraruran penmdang-undangan. 

Pasal29 

Oalam melaksanakan tugas dan fungsinya serta pelayanan terpadu satu pintu.. Badan 
Koordinasi Penanaman Modal harus melibatkan perwakilan secara langsung dati setiap sektor dan 
daerah terkait dengan pejabst yang mempunyai kompetensl dan ke.wenangan. 

llABXIII 

PENYELENGGARAAN URUSANPENANAMAN MODAL 

Pasal30 

(1) Pemerintah dan!atau pemerintah daerah menjamin kepastian dan keamanan berusaha bagi 
pelaksanaan penanantan modaL 

(2) Pemerintah daerah menyelenggurakan urusan penanaman modal yang menjadi kewenanprmya, 
k~uali urusan penyelenggaraan penanaman modal yang menjadi uru.san Pemerintah, 

(3) Peny,elenggara.an urusan pemerintahan di bidang penanaman modal yang merupakan urusa.n 
wajib pemerintah daemh didasarkan pada kriteria ekstemalitas, akuntabllitas,. dan efisiensi 
pelaksanaan kegiatan penanaman modal. 

(4) Penyelenggaraan pemmarm\n modal yang ruang linglrupnya lintas provinsi menjadi urosan 
Pemerintah. 
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(5) Penyelenggaraan penanaman modal yang ruang lingkupnya lintas kabupatenlkola met~jadi urusan 
pemerintah provinsi. 

(6} Penyclenggaraan penanaman modal yang l'lWlg !ingkupnya bernda dalam satu kabupatenlkota 
menjadi urusan pemerintah kabupatcnlkota, 

{1) Dalam urusan pemerintahan di bidang penanaman modal, yang menjadi kewertan~ Pemerintah 
arlalah: 
a. pooanaman modal terknit dengan swnber days al.am yang tidak. terb:orukan dengan tlngkat 

risilm kerusakan Jinglrungan yang tinggi; 
b. penanaman modal pada bidang industri yang mernpakan priruitas tinggi pad a skala nasional; 
e. penanaman modtd yang terkait pada fungsi pemersatu dan penghubung antnrwile.yah atau 

ruang 1ingkupnya lintas provinsi; 
d. penanaman modal y~mg terkait pada pelaksanaan strategi pertahanan dan keamanan nasional; 
e. penanaman modal asing dan penanam nwdal yang menggunakan modal asing. yang berasol 

d:ari pemerintah negara lain, yang didasarkan peljanjian yang dibuat oleh Pemerintah dan 
pemerintah negam lain; dan 

f. bidang penanaman modal lain yang menjadi urusan Pemerintah menun.rt undang~undang. 

(8) Dalam urusan pemerintahan di bidang penanaman modal ang menjadi kewenangan Pemerintah 
sebagaimana dimaksud pada ayat (7). Pemerintah menyelcnggarakannya sendiri, 
melimpahkannya kepada: gubernut selaku Vll\kil Pemerlntah. atau menugasi pcmerintah 
kabupatenlkota. 

(9) Ketentuan mengenai pembagian urusan pemerlnuthan di bidang penanaman modal dfatur lebih 
lanjut dengan Peraturan Pemerintah. 

BAll XIV 

KAWASAN EKONOMI KHUSUS 
PasAI31 

(l) Untuk mempercepat pengembangan ekonomi di wilayah tertentu yang: bersifat stralegis bagi 
peng.embangan ekonomi nllSional dan untuk menjaga keseimbangan kemajoan suatu daerah. 
dapat dite~pkan dan dikembangkan kawasan ckonomi khusus. 

(2) Pemerintah berwenang menetapklln kebijakan penan.aman modal tersendiri di kawasan ekonomi 
khusus. 

(.3) Ketentvan mengenai kawasan ekonomi khusus sebapimana dimaksud pads ayat (t) diatur 
dengan undang-undang. 

BABXV 

PENVELESAIANSENGKETA 
Pasal32 

(1} Dalam hal tetjadi sengketa di bidang penaneman modal antara Pemerintah dengan penanam 
modal, para pihak terlebih dahulu menyelesaikan sengketa tersebut melaJui musyawarah dan 
mufakat 

(2) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dima.ksud pada ayat (l) tidak tercapai, 
penyelesaian sengketa tersebut dapat di!akukan melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian 
sengketa a tau pengadilan sesuai dengan k:etentuan peraturan perundang·undangan. 
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(3} Da.lam hal teljadi sengketa di bidang penanaman modal antara Pernerintah dengan penanam 
modal dalam negeri, para pihak dapat menyeles<likan senglreta tel'SebUt me!.Uui arbitrase 
berdasariom kesepakatan para pihak. dan jika penyelesaian sengketa melalui arbitrase tidak 
disepakatl, penye!esa.ian sengketa tersebut alum dilakukan di pengadilan. 

(4) Dalam bal terjadi sengketa di bidang penanaman modal antara Pemerintah dengan penanam 
modal using, para pihak akan menyelesaikan sengketa tersebut melalui arbitrase tntemasional 
yang harus disepakatl Qleh para pi hate. 

BAJIXVJ 

SANKS I 

Pasal33 

(I) Fenanam modal dalam negeri dan penanam modal asing yang melakukan penanaman modal 
dalam bentuk perseoran t.erbatas dilarang membuat perjanjian danlata.U pemyataan yang 
rnenegaskan bahwa kepemilikan saham dalam petseroan tetbatas untuk dan atas nama orang lain. 

(2) Dalam hal penanam modal dalBn:t negeri dan penanam modal asing membuel perjanjian danlstau 
pcmyataan seba!@i.mana dimaksud pada ayat (I), peljanjian danlatau pernyataan itu dinyatakan 
bata1 dcmi hukum. 

(3) Dalam hal penanam modal yang melalisanakan kegiatan us.aha berrlasarksn pe!jaqjian atau 
kontrak kelja sama dengan Pemerintah meJakukan kejahatan lrorporasi berupa tindak pidana 
pcrpajakan. penggelembungan biayn pemulihan, dan bentuk penggelembungan biaya lainnya 
untuk memperkecil keuntungan yang menga.ldbatlom kerugian negam berdasarkan temuan al.au 
pemeriksaan oleh pihak pejabat yang berwenang dan telah mendapat putusan pengadilan yang 
bcrkekuatan bukum tetap, Pemerintah mensaJdliri perjanjian atau kontrak: kerja sama denpn 
penanam modal yang bersangkutan. 

PassJ34 

(I) Baden usaha atau waha perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yang tidak 
memenuhi kewajiban sebagaimana ditentubn dalam Pasal 15 dapat dikenai sanksi administratif 
berupa: 
a. peringatan tertulis; 
b. pembatasan kegiatan u.saha; 
c. pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal; atau 
d. pencabutan kegiatan usaha. dan/atau fasilitas penanaman modal. 

(2) Snnksi administratif scbagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh instansi at.u Jembaga 
yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(3) Selain dikenai sanksi administmtif, badan usaha atau usaha perswrangan dapat dikenai sanksi 
lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

BAR XVII 

KETENTOAN PERALIHAN 

Pasal 35 

Petjanjian intemasionaf, baik bilateral, regioneJ, ruaupun multilateral, dalam bidang 
penanaman modal yang telah disetujul oJeh Pemerintah Indonesia sebelum Undang~Undang ini 
berlaku, tetap berlaku sampaj dengan beraldtimya pexjanjian tersebut 
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Pasat 36 

Rancangan pajanjian internas1onal, baik bilateral, regional, maupun multilateral, dalam 
bidang penanaman modal yang belum disetujui oleh Pemerintah Indonesia pada saal Undang·Undang 
ini berlaku wa.jib disesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang ini. 

Pasal 37 

(1) Pada saat Undang-Undang ini berlaku, semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang 
merupaks.n pmrtu.ran pelaksanaan dari Undang.Undang Nomor J Tahun 1967 tentang 
Penanaman Modal Asing sebagaimana te1ah diubah deogan Undang:-Undang Nomor 11 Tahun 
1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang·Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang 
Pene.naman Modal Asing dan Undang·Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang l'enanaman Modal 
Dalatn Negeri sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1970 tentang 
Perubaban dan Tambahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal 
Dal!Un Negeri dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diatur dengan 
peraturan pela.ksanaan yang baru berdasarkan \Jndang-Undang ini. 

(2) Persetujuan pcnanaman modal dan iz.in pelakstulaan yang telah dlberikan oleh Pemerintah 
berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Pene.naman Modal Asing 
sebaga.lmana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970 tentang Perubahan dan 
Tambahan Undang..Undang Nomor l Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing dan Undang
Undang Nomor 6 Tabun 1968 tentan& Penanamana Modal O.Uam Negeri scbagaimana. telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan 
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanarmm Modal Da1am Negeri dinyatakan tetap 
berlaku sampai dengan berakhimya persetujuun penanaman modttl dan izin pelaksanll$tl tersebut 

(3) Pennohonan penenaman modal dan pennobonan lainnya yang berkaitan dengan penamunan 
modal yang telah disampaikan kepada instansi yang berwenang dan pada tanggal disahkannya 
Undat~.g-Undang ini belwn memperoleh persetujuan Pemerintah wajib disesuaikan dengan 
ketenruan dalam Undang-Undang ini. 

{4) Perusahaan penanaman modal yang telah diberi izin usaha oleh Pemerlntah berdasarkan Undang
Undang Nomor 1 Thhun 1967 tentang Perumaman MO<ial Asing sebageimane telah diubah 
dengan Undang:-Undang Nomor 11 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang
Undang Nomor l Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing dan Undang-Undang Nomor 6 
Tahun J%8 tentang Penenaman Modal O.Uam Negeri sebagaimana telab diubah dengan Undang
Undang Nomor 12 Tahun 1970 tentang Perubaban dan Tambahan Undang~Undang Nomor 6 
Tahun 1968 t.ent.ang Penanaman Modal Dalam Negeri dan, apabita izin usahn letapnya telah 
betakhir, dapat diperpanjang berdasarkan Undang·Undang ini. 

BAB xvm 
KETENTUANPENUTUP 

Pasal 38 

Dengan berlakunya Undaog-Undang ini: 

a. Undang-Undnng Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1967 Nom()r 1, Tambahan Lembarnn Negarn Republik Indonesia 
Nomor 2818) sebagaimana lclah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970 tentang 
Perubahon dan Tambaha.n Undang~Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing 
(Lentbanm Negara Republik Indonesia lahun 1970 Nrunor 46. Tambahon Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 2943X dan 
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b, Undang~Undang NomQr 6 Talmn ! 963 hmtang Penamunan Modal Dalam Negeri {Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun l%8 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 2S53) sebagaimana Ielah diubah dengan Undang-Und.Mg Nomor 12 Tahun 1970 
tentang Perubahan dan iambahan Undang..Undang Nomor 6 l'ahun 1%8 tenlang Penanaman 
Modal DaJam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabwt 1970 Nomor 47. Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2944), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

Pasal39 

Semua Ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan secara langsung deng,an 
penanaman modal wajib mendasarkan dan rnenyesuaikan pengaturannya pada Undang·Undang lni. 

Pasal 40 

Undang·Undang ini mulai berlaku pada tang,gal diundan&kan. 

Agar setiap orang mengetahuinyu. memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan 
penempatannya dalam Lembarnn Negara Republik Indonesia. 

Disahkan di Jakarta pada tanggai 26 April 2007 

PRESIDEN REPUBLIK !NOONEStA, 

114 

DR. H. SUSILO BA.\IBANG YUDHOYONO 

Diundangkan di Jakarta pada tanggal26 April2007 
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